BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUFATI JEMBER
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

. bahwa untuk memajukan kesejahteraan daerah perlu

penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025,

. bahwa terhadap standar harga eatuan, masih terdapat

komponen yang belum termuat dalam Peraturan Presiden
Nomor 72 Tahun 20235 tentang Standar Harga Satuan Regional,
sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025;

. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum

Pemerintah Daerah  terkait standar harga satuan, maka
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga
Satuan Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penvesuaian,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka perlu menstaplkan
Peraiuran Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupat
Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harpa Satuan Tahun

Anggaran 2025;



Mengingat

S

1, Pagal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945:

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indenesia Tahun 1950 MNomor 41},
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat [l Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1930 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewsa
Yogyvakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

., Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Eepublik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 1035);

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 2);

. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harpa

Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2024 Nomor 22).



Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA

MEMUTUSKAN:

SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 22
Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 22) diubah
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sebagai berikut:
a. Lampiran [:
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Nomor 1.1 diubsah;

Momor 1.2.1 diubah;

Nomor 1.2.2 ditambah;

Nomor 1.2.3 diubah;

Nomor 1.4.1 huruf d ditambah;
Nomor 1.4.2 huruf ¢ ditambah;
Nomor 1.4.3 diubah;

Nomor 1.14 diubah;

Tabel 1.1 nomor 1.1.1 diubah;

. Tabel 1.1 nomor 1.1.3 diubah;
.Tabel 1.1 nomor 1.2.3.1, 1.2.3.2 dan 1.2.3.3 diubah;
. Tabel 1.1 nomor 1.2.3.4 ditambah;
. Tabel 1.1 nomor 1.2.4 dihapus;

Tabel 1.1 nomor 1.3.2 diubah;
Tabel 1.1 nomor 1.5 ditambah; dan
Tabel 1.1 nomaor 1.13,°3 ditambah.

. Lampiran [I:

Huruf A huruf A nomor 2 dan 3 diubah,

Tabel 2.1 nomor 1 diubah;

Tabel 2.1 nomor 35 ditambah;

Huruf C diubah;

Tabel 2.4 nomaor 35 diubah;

Tabel 2.4 nomor 95 dihapus;

Tabel 2.4 nomor 100, 318, 319 dan 320 ditambah;
Huruf E huruf b, diubah;

Tabel 2.6 nomor 52 diubah;

Huruf H dihapus;



J:

4-

11. Nomor 2 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri poin 2
diubah;
12. Tabel 2.9 nomor 9, 30, 45, 53, 54, 58, 75, 76, 78, 79, 81, 83,
85, 86, 87, 89, 91 dan 94 diubah;
13. Huruf A Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar
Negeri, ditambah;
14. Hurufl A Satuan Biava Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar
Negeri, diubah; dan
15. Tabel 2.10 nomor 4, 5, 9, 18, 31, 42, 86, 102, 108, 115, 117,
diubah.
Lampiran III:
1. Tabel 3.3 nomor 12 dan 13 diubah;
Lampiran [V:
1. Tabel 4.5 ditambah;
Lampiran V:

1. Nomor 2 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas,

diubah;

2. Tabel 5.4 nomor 2, ditambah; dan
3. Tabel 5.5, ditambah.

Lampiran VI:

1. Huruff, g dan h dihapus;

Lampiran VI

1. Nomor 3 diubah;

2. Nomor 6 ditambah;

3. Tabel 7.1 nomor 1-10 dan 18-34 dihapus;

4. Tabel 7.1 nomor 11-17 diubah;

5. Nomor 2 Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional

Kantor/Lapangan huruf b, hurufl ¢ dan huruf d diubah; dan
Tabel 7.2 dihapus.

mpiran VI

. Pada judul diubah;
. Huruf a, huruf b, huruf ¢, hurufd, hurufe, huruf f, huruf g

3.
4.
Lampiran [X:
1.
2, Tabel 9.1 nomor 1, 2, 3, 4 diubah; dan

3. Tabel 9.1 nomor 4 pada Supir Ambulans dihapus.
Lampiran X:

1. Tabel 10.1 dan 10.2 diubah;

dan huruf h diubah;
Tabel 8.1, 8.2, 8.3 diubah; dan
Tabel 8.4 dan 8.5 dihapus.

Nomor 1 dan 2 diubah;



k. Lampiran XI:
1. Nomor 4, 6,7, 8,9, 10, 11 dan 12 diubah; dan
2. Nomor 13 dihapus.
l. Lampiran X1l dihapus.
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerntahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember,




-6~

LAMPIRAN | PERATURAN BUPATI JEMBER

MOMOR : TAHUN 2025

TENTANG . PERUBAHAN ATAS PERATLIRAN BLUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biayva honorarium  berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-
undangan, meliputi
1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan

honorarium yang diberkan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas

sebagai

1.1.1Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara

Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum
daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

1.1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

1.1.3Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah /

Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat
Daerah ;
1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
1.1.5Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan
FPembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada seliap

satuan kera, diberikan berdasarkan besaran pagu vyang dikelola

penanggung jawab pengelola keuangan daerah unituk setiap Dokumen

Pelaksanaan Anggaran {DPA), dengan ketentuan sebagal benkut:

a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapal diberikan
honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai
dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  mengenai
pengelolaan keuangan daerah.

b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagal penanggung
jawab pengelola keuangan daerah lelah diperhitungkan dalam
komponen lambahan penghasilan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah
tidak diberikan honorarium dimaksud,

c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang
mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat



diberikan honorarium dimaksud sesual dengan jumlah Dokumen
Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas
pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan
Anggaran. Alokasi honoranum tersebut dibebankan pada masing-

masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum

Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium

dengan ketentuan:

1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku
Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah
didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola,

2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi
secara proporsional berdasarakan tugas dan wewenang masing-

masing.

&. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium  dengan ketentuan.

5

1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna
Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku
Pejabat Pembuat Komitmen.

2) besaran honoranum Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah
pagu vang dikelola Pengguna Anggaran.

3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada HKuasa
Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku
Pejabal Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima
paling binggi 50% (lima puluh persen).

Kuasa Pengguna Anggaran dapal diberikan honorarium  dengan

ketentuan:

1) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagan
kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala
daerah.

2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada
jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna
Anggaran.

3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen
dilimpahkan kepada pejabat/ pegawal yang memenuhi syaral,



besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh
parsan).

g. Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Saluan Kerja
Perangkat Daerah diatur sebagai benkut:

1) honorarium Pejabatl  Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah/ Pegjabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan
Kerja Perangkat Daerah diberkan kepada aparatur sipil negara yang
diberikan tugas sebagal Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan
Kerna Perangkal Daerah/Pejabal Penatausahaan Keuangan LUnit
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Pejabal Penatausahaan Keuangan Unit Satuan
Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumiah pagu yang dikelola
Pegjabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan
bendahara penerimaan pambantu sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan, Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau
bhendahara penerimaan pembaniu diberikan mengacu pada pagu belanja
atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.

i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan. bendahara
pengeluaran pembantu, dan bendahara penenmaan pembantu telah
diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkulan tidak
dibenkan honoranum dimaksud,

j. jumlah keseluruhan alokasi dana uniuk honorarium penanggung jawab

pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10%

{sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

1.2 Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa
1.2.1. Honararium Pejabat Pengadaan Barang! Jasa
Honorarium diberikan kepada aparalur sipil negara yang diangkat
oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai
Pejabal Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan
penyedia barang/ jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan



langsung, dan/atau e-purchasing sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/ jasa telah menenma
tunjangan [abatan fungsional pengadaan barang/ jasa, honoranum
dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran
honorarium pejabat pengadaan barang/ jasa.

1 .2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilinan pengadaan
barang! jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Honorarium dapat diberikan kepada anggola Kelompok Kerja
Pemilihan, selelah mengerjakan 30 (liga puluh) paket pengadaan,
atau selelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan
pekerjaan konstruksi (pekerjsan  konstruksi, jasa konsullans
konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketenluan

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja
Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar
Rp44.000.000,00 (empat puluh empatl jula rupiah) per orang per
tahwn.

1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium dibenkan kepada aparatur sipll negara yvang diber tugas
tambahan sebagal perangkal pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan
Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan
struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen
tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa lidak
diberikan honorarium dimaksud.
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1.4 Honoranum Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara,
dan Panitia
1.4.1, Honorarium Marasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat
negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang
memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar,
rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop,
sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan
kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan
pelatihan}.

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberkan dengan

ketentuan sebagai berikut:
a. satuan jam vyang digunakan dalam pemberian honorarium
narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik
dilakukan secara panel maupun individual.
b. narasumber atau pembahas berasal dari
1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau
masyarakat, atau

Z2) dalam saluan kerja perangkal daerah penyelenggara
sepanjang peserta yang meanjadi sasaran utama kagiatan
berasal dar luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara dan/atau masyarakat,

¢. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dar
satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan
honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) darl honorarium
narasumber/ pembahas.

d. Pemberian honorarium narasumber profesional (pakar, praktisi,
atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar
honorarium narasumber sepanjang didukung dengan  bukt
pengeluaran ril (pembiayaan secara at-cost)



1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator dibenkan kepada pejabat dasrah, aparatur

sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada

kegiatan seminar, rapat, sosialisasl, diseminasi, bimbingan teknis,

workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group

discussion, dan kegialan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan

pendidikan dan pelatihan)

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

a. moderator berasal dan luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara; atau

b. moderator berasal dar dalam satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama
kegiatan berasal dar luar satuan keria perangkat daerah
penyelenggara dan/atau masyarakat.

c. Pemberian honorarium moderator profesional dapat melebihi
besaran standar honorarium narasumber sepanjang didukung

dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at-cost).

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara
Honorarium pembawa acara yang diberkan kepada aparatur sipil
negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan
saminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan,
simposium, lokakarya, dan kegiatan seenis yang mengundang
minimal menten, kepala daerah/wakil kepala daerah, danf/atau
pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat
daerah dan/ atau masyarakat. Pemberian honorarium pembawa
acara profesional dapat melebihi besaran standar honorarium
narasumber sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil
{pembiayaan secara at-cost).



2.

1.4.4. Honorarium Panitia
Honorarium panitia dibenkan kepada aparatur sipil negara yang
diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagal panitia alas
pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi,
workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis
sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal
dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau
masyarakat.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi,
diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan
kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari
non aparatur sipil negara harus dilakukan secara seleklil dengan
memperimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu
pada besaran honoranum uniuk anggota panitia
Untuk jumlah peserta 40 {(empat puluh) orang atau lebih, jumlah
panitia yang dapat dibenkan honorarium maksimal 10% (sepulubh
parsen) dari jumiah peserta dengan mempertimbangkan efisiens
dan efektivitas. Sedangkan unfuk jumiah peserta kurang dari 40
(empat puluh) orang, jumiah panitia yang dapal dibenkan
homorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5 Honoranum Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan
Tim yang keanggolaannya berasal darn lintas satuan kera perangkal
daerah, pengaturan batasan jumiah tim yang dapat diberikan honorarium
bagi pejabat eselon |, pejabat eselon |, pejabat eselon |, pejabat eselon
IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumiah
keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan
sebagai berikut:

Klasifikasi

I Il I

1 | Pejabat Eselon | dan Eselon | 2 3 4

2 | Pejabat Eselon Il 3 4 5
5

Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan & 7
pejabat fungsional

No Jabatan
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Penjelasan mengenal klasifikasi pengaturan jumlah honoranum yang

diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai benkut:

a. Kiasifikasi | dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten,
atau kola yang telah memberkan tambahan penghasilan pada kelas
jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000.00
(dua puluh juta rupiah) perbulan.

b. Klasifikasi || dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten,
atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas
@abatan tertinggl lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,00
(enarm jula rupiah) per bulan dan kurang dan Rp20.000. 000,00 (dua
puluh juta rupiah) perbulan.

c. Klasifikasi Il dengan kriteria pemenntah daerah provinsi, kabupaten,
atau kota yang lelah memberikan tambahan penghasilan pada kelas
|abatan tertinggi kurang dan Rp, 6.000.000.00 {enam juta rupiah) per

bulan atau belum menenma tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseocrang yang diangkat dalam
suatu tim pelaksana keglatan untuk melaksanakan suatu tugas
tertentu berdasarkan surat kepulusan kepala daerah atau sekretaris
daerah.
Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberkan honorarium
adalah sebagai berikut:
a. mempunyai keluaran {(output) jelas dan terukur;
b, bersifatl koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

1) dengan mengikutsertakan instansi pemenntabh  di  luar
pemerintah  daerah wyang bersangkutan uniuk  tim  yang
ditandatangani oleh kepala daerah; atau

2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tm yang
ditandatangani oleh sekretars daerah.

c. bersifat  temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu
diprioritaskan;

d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagl yang
bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan

e, dilakukan secara selektif, efekilf, dan efisien.
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1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diben  tugas

melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim

pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan

bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk

menunjang tim pelaksana kegatan yang ditetapkan oleh sekretaris

daerah,

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

a, paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan
yang ditetapkan oleh kepala daerah;atau

b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga)

tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau

kota melakukan evaluasi terhadap wurgensi dan efektivilas

keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan

fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
1.6.1. Honorarium Pemben Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan
kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipll negara, dan
pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi
atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang
diperlukan dalam tingkat penydikan dan/atau persidangan di
pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemben
keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarnum
dimaksud, instansi penginm pemben keterangan abli atau saksi ahli
dapat memberkan honorarium dimaksud.
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1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat
daerah, aparalur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugasuniuk
beracara mewakili instansi  pemerintah  dalam  persidangan
pengadilan sepanjang merupakan tugas lambahan dan lidak
duplikasi dengan pemberan gaji dan tunjangan Kinerja atau
tunjangan tambahan.,

1.7 Honoranum Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarum penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti

upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk

melakukan penyuluhan atau pendampingan berdasarkan surat keputusan

pejabat yang berwenang. Satuan biaya ini mengacu pada peraturan yang

mengatur tentang upah minimum kabupaten dengan ketentuan:

a.

1.8

lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah
minimum kabupaten Jember;

lulusan DI DIV DN sarjana Terapan diberikan paling banyak 114%
(seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten Jember;
lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seralus dua puluh
empat persen) dari upah minimum kabupaten Jember,

. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh
iga persen) dar upah minimum kabupaten Jember; dan

lulusan Doktor (53) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh
parsen) dan upah minimum kabupaten Jember,

Honoranum Rohanwan
Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh
pejabat yang berwenang sebagal rohaniwan dalam pengambilan sumpah

jabatan.

1.9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi

Informasi, dan Pangelola Wabsite

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan
penerbit  jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana



dan yang sejenis, dan tidak berupa struklur organisasi tersendiri
Apabila diperlukan, dalam menyusun jumal nasional atau
internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestan (peer
review ) sebesar Rp. 1.500.00000 (satu juta lima rates nbu rumah)

per orang perjurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah
Honorarium tim panyusunan buletin atau majalah dapat dibenkan
kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan
surat keputusan pejabat yang bervenang.
Majalah adalah terbitan berkala vyang isinya berbagai liputan
jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui
pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi
warta singkat atau pernyataan terfulis yang diterbitkan secara
penodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi
tertentu,

1.9.3. Honoranum Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat
diberikan kepada pengelola website atau media sejenis
(tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala
daerah.

Website atau media sejenis tersebul dikelola oleh  pemerintah
daerah

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudab
merupakan strukiur organisasi tersendirl dan telah diperhitungkan
dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau
website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10 Hanorarium Penyelenggara Ujian
Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan dibenkan kepada
penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemenksa hasil
ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
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1.11 Henorarnum Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarum penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai
dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian
tingkat lokal, meliputi soal yvang bersifal penilaian akademik, seperti soal
ujian berstandar lokal, soal ujian, soal les kompetensi akademik, soal
calon aparalur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperi
soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku,
soal tes kompetensi gury yang non akademik, soal tes asesmen pegawai,
soal kompetensi managerial sesual dengan kewenangan pemerintahan
daerah.

1.12 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelalihan
1.12.1 Honorarium Penceramah
Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah
yang memberikan wawasan pengetahuan dan/ atau sharing
gxperience sesual dengan keahliannya kepada pesera pendidikan
dan pelatinan pada kegiatan pendidikan dan pelatinan dengan
ketentuan sebagai berikut:
1.12.1.1 berasal dari luar satvan kerja perangkat daerah
penyelenggara atau masyarakat;
1.12.1.2 berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara sepanjang peserta pendidikan  dan
pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal
dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau

masyarakat, atau
1.12.1.3 dalam hal penceramah tersebut berasal dan satuan kerja

perangkat daerah penyelenggara maka diberikan
honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dan
honorarium penceramah.

1.12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dan luar satuan kena
perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberkan kepada pengajar yang berasal dari
luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sapanjang
kebutuhan pengajar fidak terpenuhi dar satuan kerja perangkal
daerah penyelenggara.
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1.12.4

1.12.5
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Honorarium Pengajar yang berasal dar dalam satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapal diberikan kepada pengajar yang berasal dan
dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik
widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagl widyaiswara,
honorarium diberikan atas kelabihan jumlah minimal jam tatap
muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatinan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat
diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi
tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian
honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai
berikut:

a. bagl widyaiswara, honorarium dimaksud dibenkan atas
kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul
pendidikan dan pelatihan baru alau penyempumaan modul
pendidikan dan pelatihan  lama dengan persentase
penyempumaan substansi modul pendidikan dan pelfatinan
paling sedikit 50% (lima puluh persen).

Henorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan
pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan
pelatinan dapat dibernkan kepada panitia  penyelenggara
pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha
pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan
serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan
pelatinan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai bernkut:
a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagl

yang bersangkutan;
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b. dilakukan secara seleklif dengan mempertimbangkan
Urgensinya;

c. jumiah peserta 40 {empat puluh) orang atau lebih, jumlah
panitia yang dapat diberikan honorarium paling tingg! 10%
{sepuluh persen) dari jumiah pasarta dengan
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

d. jumiah peserta kurang dan 40 (empal puluh) orang, jumlah
panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4
{empat) orang; dan

a. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13 Honorarium Tim Anggaran Pemenntah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada

anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Jumilah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14. Honoranum Pengurus Barang Milik Daerah

a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah dibarikan kepada

1}

2)

3)

4)

a)

Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas
menernma, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan
barang milik dagrah pada Pengelola Barang;

Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang
yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis
penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang,
Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipll negara yang
diserahi lugas menerma, meanyimpan, mengeluarkan,
menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
Pembaniu Pengurus Barang Pengguna, yaitlu pengurus barang
yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis
penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang
disarahi tugas menernma, menyimpan, mengeluarkan,
menatausahakan, dan memperanggung jawabkan barang milik
daerah pada Kuasa Pengguna Barang.



b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional
sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak
diberikan honorarium dimaksud,

c, Dalam hal pelaksanaan fugas sebagai pengurus barang telah
diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang
lidak diberikan honoranum dimaksud.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM
NO URAIAN l SATUAHJ BESARAN
14 'HONORARIUM PENANGGUNG JAWAE PENGELOLA KEUANGAN
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum
111 | paerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan
| Kuasa Pengguna Anggaran S S
a, Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta OB Rp 1.040.000,00
b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 jutasd. =~ OB | Rp  1.250.000,00
. |FRp2S0jta | (R R
C Nilai pagu dana di atas Rp 250 |uta sd OB Rp 1.450.000,00
_ |Rpsoojpta N v
d. Nilai pagu dana di atas Ftp 500 |u13 &.d. OB | Rp 1.660.000,00
Rp1 miliar | ] | ]
&, Milas pagu dana di atas R:n miliar 5.d, OB Rp 1.970.000.00
Rp 2.5 miliar = —k —
f. Milai pagu dana di atas as Rp 2,5 miliar s.d. | OB Rp  2.2B0.000 00
| Rp 5 miliar |
q. | Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar 5.d. OB Rp  2.580.000,00
Rp 10 miliar x - ” skt
h Milai pagu dana di atas Hp 10 mikar s.d. oB Rp  3.010.000,00
o | Rp 25 miliar
ki MNilai pagu dana di atas Rp 25 miliar 5.d. 2B Rp 2.420.000 00
- Rp 50 miliar
L Nilai pagu dana di atas Hp 50 milar 5 d. OB Rp 3.840.000.00
_Rp 75 miliar . —
k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. OB Fp 4. 250.000.00
. Rp 100 miliar N A ST
I MNilai pagu dana di atas Hp 100 miliar s.d. OB Rp 4 F70.000.00
. Rp 250 miliar e
. Nilai pﬂgu dana di atas Rp 250 miliar OB Fp 5.290.000.00
| 5.d, Rp 500 mihar . _
n. | Niai pagu dana di atas Rp 500 miliar OB | Rp 5.810.000.00
s.d. Rp 750 miliar
0. Milai pagu dana di atas Rp 750 miliar OB Rp 6.330.000,00
s.d. Rp1 trillun — =
p. Nilal pagu dana di atas Rp 1 triliun OB Fp 7.370.000,00
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Hﬂ URAIAN [ SATUAN | BESARAN
11 .2 PEjahat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
a, | Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | OB Rp 1.010.000,00
b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta OB Rp 1.210.000,00
| 5.d. Rp 250 juta | |
c. | Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta OB Rp 1.410.000,00
 s.d. Rp 500 juta _ | ==
d. | Nilai pagu dana di atas Hp 500 jL!tEI QB Rp 1.610.000,00
B s.d. Rp1 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar QOB Rp 1.910.000,00
_ |sd.Rp25miliar (|
f. “Nilai pagu dana di atas F:p 2.5 miliar CB Rp 2.210.000,00
s.d. Rp 5 miliar L ooooe B g e
1] ‘Nilai pagu dana di atas Fm & miliar OB Rp 2.520.000,00
| s.d. Rp 10 miliar [ S
h Milai pagu dana di atas Hp 10 miliar OB Fp 2.920.000,00
| s.d. Rp 25 miliar |
i Milai pagu dana di atas Rp 25 miliar oB Fp 3.320.000,00
s.d. Rp 50 miliar .
. | Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar OB Rp  3.720.000,00
| 5.d. Rp 75 miliar | S—— S A
k. | Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar OB Rp  4.130.000,00
. . 5.d. Rp 100 miliar . B B o
.| Nilai pagu dana di atas Hp 100 miliar OB Rp 4.630.000,00
- s5.d. Rp 250 miliar . .
m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar OB Rp 5,130.000,00

| sd.RpS0Omlar |
n. MNilai pagu dana di atas Rp 500 miliar OB
| s.d Rp 750 miliar .
0. MNilai pagu dana di atas Rp 750 miliar OB Rp 6.140.000,00

t -

|Rp  5.540.000,00

_sd. Rpltdliun i R
p. | Nilal pagu dana di atas Hp 1 triliun OB Rp 7.140.000,00
1.1.3 | Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat
| Daerah - i
a. Milai pagu dana s.d. Rp 100 juta OB Rp 400.000,00
b. Milai pagu dana di atas Rp 100 juta OB Rp 480.000,00
s.d. Rp 250 juta | o R
C. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta OB Rp 570.000,00
n | 5.d. Rp 500 juta | s
d Nilai pagu dana di atas Rp 500 jula sd. o8 | Rp B860.000,00
Rpt miliar . _ -
e Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. oB Rp 770.000,00
Rp 2.5 miiar , e
f Milai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s.d OB Rp BB 000,00
| Rp & millar .
g. Milai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. OB Rp 00.000,00
== Rp 10 miliar .
[ Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. OB Rp 1,250.000,00
Rp 25 miliar N




P

NO URAIAN SATUAN BESARAN
E Milal pagu dana di alas Rp 25 miliar s.d. OB Rp 1.520.000,00
Rp S0 miliar -
|- Milai pagu dana di alas Rp 50 miliar sd. | OB Rp 1.780.000,00
Rp 73 miliar = —
k. Nilal pagu dana di atas Rp 75 milar s.d. OB Rp 2.040.000,00
Rp 100 mikar . |
I Milai pagu dana di atas Bp 100 miliar 5.d. OB Rp 2.440,000,00
Rp 250 miliar o . S
m. Milai pagu dana di atas Rp 250 miliar ' OB Rp 2.830.000.00
5.d. Rp 500 miliar =
mn. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar oB Rp 3.230.000,00
5.d. Rp 750 miliar
o, Milai pagu dana di atas Rp 750 miliar OB Ep 3.620.000.00
_ |sdRpltdln | I
13 Milai pagu dana di atas Rp 1 triliun ocB | Rp 4.420.000,00
1.1.4 | Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penarimaan
a. Milai pagu dana s.d. Rp 100 juta OB Ep 340.000,00
b. Milai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. OB Rp 420.000,00
§ (Rp2¥juta R
c. | Nilai pagu dana d| atas Rp 250 jula sd | 0B Rp S00.000,00
i RpS00juta EEPYSTEI S A1
| 4 Milai pagu dana di atas FEp 500 juta s.d. OB Rp 570.000,00
| . Rp1 miliar
B Milai pagu dana di atas Rp1 miliar 5.d. OB Rp &70.000,00
Fp 2.5 miliar —
f. Milai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar 5.d. OB Rp F70.000,00
Rp S miliar _ _ -
0. Milai pagu dana di atas Rp & miliar 5.d. OB Rp 860,000, 00
Rp 10 miliar o N
h. Milai pagu  dana di atas Rp 10 miliar s.d. OB Rp 1.090.000,00
Rp 25 milar =
. Milai pagu 1 dana di atas Rp 25 miliar s.d. OB Rp 1.320.000,00)
| Rp 50 miliar
J- Milai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. OB Rp 1.550.000,04
Rp 75 miliar B
k. Milai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. OB Rp 1.780.000.00
Rp 100 miliar - . ——
L Milai pagu dana di atas Rp 100 miliar 5.d. OB Rp  2.120.000.00
i Rp 250 miliar
. Milai pagu dana di atas Rp 250 miliar OB Rp 2.470.000,00
| s.d. Rp 500 miliar
L on Milai pagu dana di atas Rp 500 miliar OB Rp  2.810.000.00
. |sd.Rp750miiar e e
I [} Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar OB Rp  3.160.000.00
~ |sd.Rpltilun U S
| o Milai pagu dana di atas Ftp 1 triliun OB Rp 3.840.000.040
' 1.1.5 | Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan
i Pembantu =
a Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta OB Rp 260.000.00
[ b Milai pagu dana di atas Rp 100 jula s.d. OB Rp 310.000.00

Rp 250 juta




K A

| Rp 100 miliar

NO URAIAN SATUAN BESARAN
= Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d oB Rp 370.000.00
| Rp 500 juta -
d. MNilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d 0B Rp 4:30.000,00
| Rp1 miliar
e Milai pagu dana di atas Rp1 miliar 5.d OB Rp 500.000.00
Rp 2.5 miliar
. Milal pagu dana di atas Rp 2,5 miliar 5.d. OB Rp S70.000.00
RpSmiiar I | S
a. Milai pagu dana di atas Rp § miliars.d_ OB | Rp 640.000.00
Rp 10 miliar , o
h. | Nilal pagu dana di atas Rp 10 millar sd. OB | Rp #10.000.00
Rp 25 miliar '
I Milai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. 0B | Rp 850.000,00
| Rp 50 miliar L
| Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. oB Rp  1.150.000.00
Rp fmibar =~ ; 11 R
k. Milai pagu dana di atas Rp 75 miliar .d. OB Rp 1.330.000.00
| - Rp 100 miliar W
I Milai pagu dana di atas Rp 100 milar s.d | OB Fp 1.580.000,00
. Rp 250 miliar —
m. Milai pagu dana di atas Rp 250 miliar OB Rp 1.840.000,00
| 5.d, Rp 500 milar S = —
m, Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar OB | Rp 2.080.000,00
 s.d. Rp 750 miliar o
. Milai pagu dana di atas Rp 750 miliar OB 'Rp  2.350.000,00
5.d. Rp1 triliun N - TN
P. Milai pagu dana di atas Hp 1 triliun oB | Rp 2.860.000,00
1.2 HONDRARIUM PENGADAAN BARANG! JASA
121 | Henorarium Pejabal Pengadaan OB |r Rp 880.000,00
_ Barang/Jasa AL
1.2.2 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
1.2.2.1 | Honorarium Kelampok Kera Pemilihan i
Linit Kerja PengadaanPekerjaan
Konstruksi _ - l _ -
a Milai pagu dana di atas Rp 200 juta 5.d OP | Rp 850.000.00
Rp 500 juta
b. Milai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d oP i Rp 1.020.0040,00
_ Rpimiiar 1 i -
c. | Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d OF ' Rp 1.270.000,00
Rp 2.5 miliar eI o
d Milai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s d 0P | Rp 1.520.000,00
Rp 5 miliar N |
& Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d oP | Rp 1.780.000,00
| Rp 10 mil@ar |
f. Milai pagu dana di atas Rp 10 miliar 5.d oP Rp 2.120.000,00
Rp 25 milar == —
. Nilal pagu dana di atas Rp 25 miliar s d I op Rp  2450.000.00
Rp 50 miliar o - |
h. Milai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d oP Rp  2.790.000,00 |
Rp 75 miliar . |
i Milal pagu dana di atas Rp 75 miliar 5.d oF | Rp 3.130.000.00
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b Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliars.d = OP Rp  3.580.000.00
Rp 250 miliar | |
kK | Niail pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d or Rp 4.030.000,00
Rp 500 mit@r | 0
I | Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar 5.d oP Rp 4,490 000,00
| Rp 750 miliar - | N
m. Milai pagu dana di atas Rp 750 miliars.d | OP Rp 484000000
. Rp 1 triliun : " - R
. Nitai pagu dana di alas Ftp 1 triliun OP Rp 5.560.000,00
1.2.2.2 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang
a. | Nilaipagudanadiatas Rp 200 jutasd | OP Rp 760.000,00
~ Rp 500 juta R
b, Milal pagu dana di atas Hp 500 |uta sd oF Rp 920.000,00
Rip 1 miliar T ; e | . PRI
. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d | op Rp 1.140.000,00
Rp 2.5 miliar
d. Milai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d op Rp 1.370.000,00
Rp 5 miliar |
. Nilai pagu dana di alas Rp 5 miliar s.d | QF Rp  1.600.000.00
[ | Rp 10 miliar |
f. Nilzi pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d oP Rp  1.910.000,00
| | Rp 25 miliar . |
f. Milai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d oP Rp 2.210.000.00 |
Rp 50 miliar
h. Milai pagu dana di alas Rp 50 miliar 5.d oP Rp  2.520.000,00
Rp 75 miliar = |
I Milai pagu dana di alas Rp 75 miliar 5.d oP Rp  2.820.000,00
Rp 100 miliar _
|- Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d oP Rp  3.230.000,00
Rp 250 miliar TR | S| e
k. Milai pagu dana di atas Hp 250 miliar 5.d QP Rp  3.640.000,00
__ | Rp 500 miliar
) Milai pagu dana di atas Rp 500 miliar 5.d oP Rp  4.040.000,00
Rp 750 mihar ==
m. Milai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d opP Rp 4.450.000.00 |
Rpiwiliun SEPIPII | e—
n Milai pagu dana di atas Rp 1 triliun op Rp  5.010.000,00 |
1.2.3.3 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa
Konsultansi
I a, Milai pagu pengadaan ]asa konsultansi di oOp Rp 48000000
atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta e S
b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di oP Rp G00.000,00
| atas Rp 250 juta 5.d Rp 500 juta .
C. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di oP Rp 720.000,00
|atasRp Y0 jtasdRp1miblgr | |
d, Nilai pagu pengadaan jasa konsulta nsi di oP Rp © 910.000.00
| 8tas Rp 1 miliar s.d Rp 2.5 miliar _ .
B Milai pagu p:&ngadaan jaza konsultansi di oP Rp  1.090.000,00
atas Bp 2,5 miliar 3.d Bp 5 miliar
f. Milai pagu pangadaan jasa konsultansi di OoP Rp 1.270.000.00
atas RBp 5 miliar 5.d Rp 10 miliar |
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g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di oP Re 1.510.000,00 |
| atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar e
h  Nilai pagu peng.adaan jasa konsultansi di P Rp  1.750.000,00
atas Rp 25 miliar 5.d Rp 50 miliar 1
I Milai pagu pengadaan jasa konsultansi di oF Rp 1.990.000,00
atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 mitiar
- Milai pagu pangadaan jasa konsullansi di op Rp 223000000 |
| | atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar | e —
| kK. | Nilai pagu pangadaan jasa konsultansi di ] o Rp 2.560.000,00
! atas Rp 100 mikar 5.d Rp 250 miliar -
[ I Milai pagu pengadaan asa konsultansi di oP Rp 2.B80.000.00
- | atas Rp 250 miliar 5.d Rp 500 miliar
m, Milai pagu pengadaan jasa konsultans: di oP Rp 3,200.000,00
atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar | I —
. Milai pagu pengadaan jasa kansultansi di OF | Rp 3.520.000,00
_— atas Rp 750 miliar 5.d Rp 1 triliun
0, Milai pagu pﬂngadaan jasa kansullans: di OP Rp 3.960.000,00
| atas diatas Rp 1 triliun ) S
I Milai pagu pengadaan jasa konsullansi di oP Rp 3.200.000,00
. _atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar
q. Nilai pagu pengadaan jasa konsullansi di OFP Rp 3.520.000,00
| |@tas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun ||
r Milai pagu pa-nga:!aan jasa konsultans di P Rp 3.960.000 00
atas diatas Rp 1 triliun
1.2.3.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa
Lainnya
I
a. Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya atas OF |Rp 600.000.00
Rp 200 juta s.d Rp 500 juta | o N
b. Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di oP Rp 720.000.00
| atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar st
c. | Milai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di oP Rp 910.000.00 |
~atas Rp 1 miliar 5.d Rp 2.5 milkar —
d. Milai pagu Pengauaan Jasa Lamn[.ra di oP Rp 1.090.000,00
atas Rp 2.5 miliar s.d Rp S miliar [
e, Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di DOF Rp 1.270.000,G0
atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar
f. | Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di oP Rp  1.510.000,00
atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar . e e
g. | Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di OP Rp 1,750.000,00
| atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar e
h Milai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di oP Rp 1.980.000.00
| atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar
i, Nilai pagu F'Eﬂgadaan Jasa Lamnya oi oF Rp 2.230.000,00
| atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar T — -
Ji Milai pagu Pengadaan Jasa Lalnnya cli oP Rp 2.560.000 00
| atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar S
k Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di oP Rp  2.880.000,00
atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar U
I Milat pagu Pengadaan Jasa Lainnya di OP Rp 3.200.000.,00
atas Rp 500 miliar s.d Rp 730 miliar
. Milai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di oP Fp 3.520.000.00
atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Iriliun —
M. Milai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di OP Rp 3.960.000,00

atas Rp 1 tnliun
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' HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG

DAN JASA (UKFBJ)
K.epala

|l Sekretaris / Staf Pendukung

OB
0B

Rp

e
HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/

1.000.000,00 |

750.000,00 |

|
PEMBAWA ACARA/ PANITIA !
Honorarium Narasumber / Pembahas ]
Manteri / Pejabat Setingkat Menteri/ oJ Rp 1.700.000,00 |
_Pejabat Negara Lainnya _
Kepala Daerah / Pejabat Setingkat oJ Rp 1.400.000,00 |
Kepala Daerah / Pgjabat Daerah
| Lainnya yang disetarakan
' Pejabat Eselon | / yang disetarakan ol Rp  1.200.000,00 |
' Pejabat Eselon Il | yang diselarakan 0J Rp  1.000.000,00
' Pejabat Eselon Il ke bawah | yang oJ Rp 800.000,00
disetarakan
Honorarium Moderator | OK  Rp 700.000,00 |
Honorarium Pembawa Acara OK | Rp 400.000,00 |
Honorarium Panitia | [
Penanggung Jawab OK Rp 450.000,00
Ketua/Wakil ketua OK |Rp 400.000,00 |
| Sekretaris - OK |Rp 300.000.00 |
' Anggota - OK Rp 300.000.00

HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA

ACARA PROFESIONAL
' Honorarium Narasumber
| Honorarium Moderator

l. . ¥ a -
Honorarium Pembawa Acara

0J
OK
OK,

"Ro
Rp
o

1,700.000,00 |
1,000.000,00
750.000,00 |
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HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT

18 7im PELAKSANA KEGIATAN

1.6.1 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.6.1.1 | Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah

a | Pengarah OB 'Rp 1.500.000,00 |
BTl Penanggung Jawab ' OB |Rp  1.250.000,00 |
c. |Ketua . OB Rp  1.000.000,00
d. | Wakil ketua . DB Rp B50.000,00 |
e, | Sekretaris DB | Rp 750.000,00

f. | Anggota | OB iﬁp 750.000,00 |

' 1.6.1.2 | Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah

a | Pengarah | OB [Rp  750.000,00
b | Penanggung Jawab | OB i Rp 700.000.00
c. | Ketua . OB | Rp 650.000.00
d. | Wakil ketua | OB Rp 600.000,00 |
e. | Sekretaris . OB | Rp 500.000,00
f. | Anggota ' OB | Rp 500.000,00

1.6.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

' 1.6.2.1 Yang Ditetapkan QOleh Sekretaris Daerah

a. | Ketua/Wakil Ketua OB | Rp 250.000,00 |
b. | Anggota OB |Rp  220.000,00 |
16  HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN
BERACARA
’ 1384 ' Honorarium Pemberi Keterangan = OK | Rp  1.800.000.00
™0 Ahlil Saksi Ahli . .
| 1.6.2 Honorarium Beracara OK Rp 1.800.000,00
1.7  HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPINGAN NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL .
a. |SLTA OB Rp  2.100.000,00 |

b. DI/ DI/ DIl Sarjana Terapan OB Rp 2.400.000,00
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o Sarjana (S1) | OB Rp  2.600.000.00 |
| d | Master {S2) OB Rp  2.800.000,00 |

a Doktor (S3) OB Rp 3.000.000,00 |
| 1.8 HONORARIUM ROHANIWAN oK | Rp 400.000,00
1.9 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH /

PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Fenahggungj Jawab Oter | Rp 500.000,00
Redaktiir Oter | Rp 400.000,00
Penyunting/ Editar Oter | Rp 300.000,00
' Desain Grafis | Oter | Rp 180.000,00 |
' Fotografer Oter Rp 180.000,00 |
‘Sekretariat Oter |Rp 150.000,00 |
Pembuat Artikel Per |Rp 200.000,00 |
Halaman
Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah
Fenanggung Jawab | Oter Rp 400.000.00 |
Redaktur Oter |Rp 300.000,00 |
Penyunting/ Editor Oter | Rp 250.000,00 |
Desain Grafis ' Oter | Rp 180.000,00 |
Fotografer Oter | Rp 180.000,00 |
| Sekretarial . Oter  Rp 150.000,00 |
Pembuat Artike| 1 Per | Rp 100.000,00
5 5 == = | Haleman | 2
Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola

 Website

Penanggung Jawab oB | H|:| 500.000,00
| Redaktur OB | Rp 450 000,00
| Editor OB |Rp 400.000,00
| Web Admin OB |Rp A450.000,00
' Web Developer OB | Rp 300.000,00 |
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g. | Pembuat Artikel ' Per | Rp 100.000,00
! | Halaman |
1.10 HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN
1.10. 1  Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar
a. | Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian | Naskah/ | Rp 150.000,00
. Pelajaran =
b Pengawas Ujian OH Rp 240.000,00 |
¢. | Pemeriksa Hasil Ujian | Siswal | Rp 5.000,00 |
Mata
| ujan |
1.10. 2 | Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah
B || Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian | MNaskah/ | Rp 190.000.00 '
]| s | Pelajaran | )
b, Pengawas Ujian OH Rp 270.000,00 |
c.  Pemeriksa Hasil Ujian ' Siswal | Rp 7.500,00 |
Mata
_ | | Ujian |
1.1 HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/
KABUPATEN  KOTA
'1.11.1 | Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/
Kota
a. Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Par bulir | Rp 100.000,00
_| Kabupaten/ Kota Soal .
b. Telaah Materi Soal Per bulir | Rp 45.000,00
Soal
c. Telaah Bahasa Soal Per bulir | Rp 20.000,00
. Soal
1.12 | HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN (DIKLAT)
' 1.12. 1 | Honorarium Penceramah OJF |Rp  1.000.000.00
1.12. 2 | Honorarium Pengajar yang berasal | CJP | Rp 300.000,00 |
dari luar satuan kerja perangkat
| daerah penyelenggara i | _
1.12. 2 | Honorarium Pengajar yang berasal QJP Rp 200.000,00
dari dalam satuan kKerja parangkat
- | daerah penyelenggara : ] o
1.12. 4 Honorarium Penyusunan Modul Per Rp 5.000.000,00
. | Diklal _ | Modul |
1.12. 5  Honorarium Panitia Penyelenggara |
|  Kegiatan Diklat | ,
a. Lama Diklat s.d. 5 hari; '

| 1) Penanggung Jawab I OK |[Rp 450.000,00
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' 2) KetuaWakil ketua OK Rp 400.000,00
3) Sekretaris " OK | Rp 300.000,00 |
4) Anggola - OK |Rp  300.00000
b. | Lama Diklat 6 s.d. 30 hari
' 1) Penanggung Jawab OK |Rp 675.000.00
2) Ketua/Wakil ketua OK |Rp 600.000,00
"5 Sekretans OK |Rp 45000000
| 4) Anggota oK | Rp 450.000,00
¢ | Lama Diklat lebih dari 30 hari:
1) Penanggung Jawab Ok Rp 900.000,00
2} Ketua/ Wakl| ketua OK Rp  B00.000,00
3) Sekretaris OK | Rp 600.000,00
4) Anggota oK Tﬁﬂ_ £00.000,00
1.13  HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

| 1.13.1  Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| & | Pembina DB |[Rp  3.500.000,00
" b. | Pengarah - QB |Rp  23.000.000.00
I_ c. | Ketua OB [Rp  2.500.000,00
. d. | Wakil Ketua OB |Rp  2.000.000,00
e. Sekretaris OB Rp 1.500.000,00
T Anggota 0B Rp  1.300.000,00
1.13.2 | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
| a. |Ketua ] =& [rRp ﬁ.ﬂﬁﬁ'ﬁﬁm;bﬁl
| b. | Sekretaris OB |Rp  900.000,00
¢ | Anggota OB |Rp  600.000,00
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1.13.3 Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah -
|
a, Pengurus Barang Pengelola OB Rp 500.000,00
b. Pembantu Pengurus Barang oB Rp 450.000,00
Pengeiola S— e
c. Pengurus Barang Pengguna OB Rp 400.000,00
d. | Pembantu Pengurus Barang OB |Rp  350.00000 |
FPengguna
e. Pengurus Barang Pembaniu
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LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMUR ;29 TAHUN 2025

TEMTANG . PERUBAHAN ATAS PERATURAN BLIPATI
NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN LUAR NEGERI

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang

dilakukan dalam wilayah MNegara Kesatuan Republik Indonesia unluk

kepentingan pemenntahan daerah.

Perjalanan dinas adalah peralanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat

negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun

perjalanan dinas jabatan inl dilakukan dalam rangka:

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

b. mengikuli rapal, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;

c. pengumandahan (detasaring);

d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;

e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap
seorang doklter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat
keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

f. memperoleh pengobatan berdasarkan sural kelerangan dokter, karena
mendapal cedera pada wakiu alau karena melakukan tugas;

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis  penguji
kesehatan pegawai negeri;

h. penugasan untuk mengikuli pendidikan setara Diploma/ 51/ 52/ 53, dan

i. mengikuti pendidikan dan pelatihan,

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhabkan beberapa prinsip

antara lain:

d,

selektif, yaitu hanya untuk kKepentingan yang sangat linggi dan pricritas yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemernntahan daerah;

ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinera satuan
kerja perangkat daerah;

¢. efislensi penggunaan belanja daerah; dan

akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan  dinas dan

pembebanan penalanan dinas.



Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi

a. Perjalanan dinas [abatan yang melewati batas kota (luar kota) dan

b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian

wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan didalam kota terdiri atas
a. penalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dan 8 (delapan) jam; dan
b. penalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Ferjalanan dinas jabatan terdin atas komponen sebagai benkut:

a. uang hanan,

b. biaya transport,

¢. biaya penginapan; dan

d. uang representasi penalanan dinas.

Pelaksanaan perjalanan dinas dipertanggung jawabkan secara at cost | biaya
riil)

A, Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negen

1) Satuan biaya vang harian perjalanan dinas dalam negern merupakan
penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabal negara, pejabat daerah,
aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah penalanan
dinas di dalam negerl, Penggantian biaya keperluan sehari-han meliputi
kepeariuan uang saku, keperluan transpotasi lokal, dan keperluan uang makan.

2) Perjalanan dinas dalam kola yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya
dapat diberikan uang transportasi yang besarannya ditenlukan oleh Kepala
Daerah sesuai kondisi daerah masing-masing dan dipertangaungjawabkan
secara ril dengan melampirkan bukti pengeluaran biaya ril berupa struk
pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan dan Biaya lransportasi
umum lainnya { baik pembayaran secara Online maupun non online).

3) Untuk perjalanan dinas di dalam kota lebih dari 8 { delapan ) jam disamping
diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang
penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas dalam kota
yang lebih dari & (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara ril dan
diberikan secara selektii dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas,

kepatutan dan kewajaran.
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Uang harnan pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan
Lntuk kegiatan pendidikan  dan Yang
diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau

tugas mengikutl pelatihan
diselenggarakan di luar kota,
Uang Harian Pengawasan dalam rangka melaksanakan lugas pengawasan

yang dilaksanakan di dalam dan di luar kantor diberikan kepada APIP

dibayarkan setinggi-tingginya Rp.160.000 .- par hari.

Satuan Biaya Uang Hanan Penalanan Dinas Dalam Megeri terinci pada Tabel 2.1

TABEL 2.1

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI

i B - DALAM KOTA
NO. FROVINSI SATUAN | LUARKOTA | LEBIHDARIS DIKLAT
(DELAPAN) JAM
1. | ACEH OH | Rp380.00000 | Rp 14000000 | Rp 110.000,00
2 | SUMATERAUTARA| ©OH | Rp370.00000 | Rp 15000000 | Rp 110.000,00
3. | RIAU OH | Rp37000000 | Rp 150.000,00 | Rp 110.000,00
i | AR D | o Rp 370.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 110.000,00
5 | Jamei OH | Rp370.00000 | Rp 150.04:;0.Eu_ Rp 110.000,00
5 | SUMATERABARAT| ©OH | Rp380.00000 | Rp 15000000 | Rp 110.000,00
#: [ EEREER N oM Rp 38000000 | Rp 150.000,00 Hp- 110.000,00
8. | LAMPUNG oH | Rp 380.000.00 Rp 150.000,00 | Rp 110.000,00
o | BENGKULU OH | Rp380.00000 | Rp 150.000.00 | Rp $10.000,00
_*m_. BANGKABELIUNG,  OH Rp 41000000 | Rp 160.000,00 | Rp 120.000,00
11. | BANTEMN CH Fp 370.000.00 Rp 150.000,00 Rp -'lllf:l.ﬂﬂﬂ,l'_'ll:l
12. | JAWA BARAT OH Rp 43000000 | Rp 170.00000 | Rp 13000000
1_3. | D.K.Il. JAKARTA OH Rp 53000000 | Rp 210.00000 | Rp EED-WEDD
14, | JAWA TENGAH OH | Rp27000000 | Rp 150.000,00 | Rp 110.000,00
& i samcsi| Rp 42000000 | Rp 170.000,00 | Rp 130.000,00
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| 16, | atwa TIvUR OH | Rp410.00000 | Rp160.000,00 | Rp 120.000,00
17. | BALI DH_ Rp 48000000 | Rp 190.000,00 | Rp 140.000.00
18. gﬁ:;E PICRAARA OH R 440.000,00 Fp 180,000, 00 Rp 130.0:8:0,00
19. ?Iﬁf‘ﬂTE”Gm aH Rp430.00000 | Rp 170.000.00 | Rp 130.000,00
a | SN aH Rp 38000000 | Rp 15000000 | Rp 110.000.00
21 -%ﬂ&jﬁm_ | on | rossoooooo | Rp 140.000.00 | Re 110.000.00
2. ;?&Tﬂﬁm_ R OH R 380.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.0048,00
3 | MR RN OH | Rp43000000 | Rp170.000,00 | Re 130.000,00
24, ﬁwﬁm"'” OH Rp 430.000,00 i Rp 1?13.EI-DG,EICI- Rp 130.000,00
25, | SULAWESI UTARA JH Rp 370.000,00 Rp 150.000,00 Fp 110.000,00
26. | GORONTALD OH | Rp370.00000 | Rp150.000,00 | Rp 110,000,00
E:- SULAWESI BARAT oH Rp 410.000,00 Rp 160.000,00 Rp 120.00:0,00
ol i il OH | Rp43000000 | Re 170.000,00 | Rp 130.000,00
zu; [-SALOSED OH | Rp370.00000 | Rp 150.00000 | Rp 110.000,00
30, ?gﬁﬁﬁ% oH Rp 3B80.000,04 Rp 150.000,00 Fp 11000000 r

——
31, | MALUKU OH | Rp38000000 | Rp150.00000 | Rp 110.00000 |
32, | MALUKU UTARA OH | Rp430.00000 | Rp170.000,00 | Rp 130.00000 |
33. | PAPUA OH Rp 58000000 | Rp230.000,00 | Rp 170.000,00
34, | PAPUA BARAT OH | Rp48o00DD0O0 | Rp190.00000 | Rp §40:000,00
I8, Eiﬂzn BARAT H Hp dEﬂ.[IDI].Eﬂ_ | Rp 190.000,00 Fp 14000000

'_35-_ F_ﬁ.PUﬂ T;NGAH oOH Rp 580.000.00 R 230,000, (0 Bp 100000, 00

AT | PAPUA SELATAN CH Rp 38000000 R_F:I 230,000, (0 Rp 17000000 i
A it N OH Rp 580.00000 | Rp 23000000 | Rp 170.000,00 J
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B. Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Megeri

Uang representas perjalan dinas hanya diberikan kepada pejabal Negara, pejabal
daerah, pejabat eselon | dan pejabat eselon |l yang melaksanakan perjalanan
dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada
[abatan.s

Uang representasi perjalanan dinas diberikan sebagal pengganti atas pengeluaran
tambahan dalam kedudukan sebagal pejabat Negara, pejabat daerah. pejabat
eselon | dan pejabatl eselon Il dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips
porter, tips pengemudi yang dipertanggungjawabkan secara lumpsum. Satuan
Biaya Representasi tennci pada tabel 2.2

TABEL 2.2
UAMNG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS
' DALAM KOTA
NO, URAIAMN SATLAN LUAR KOTA LEBIH DARI &
| (DELAPAN) JAM |

1 2 3 4 | ;-
PEJABAT NEGARA, -

1 PELABAT DAERAH OH Rp 250.000,00 | "R-p _125.ﬂﬂﬂ.m

| 2 | PEJABAT ESELON | OH Rp 200.000,00 | Rp 100.000,00

1 | PEJABAT ESELON I OH Rp 15000000 | Rp  75.000,00

- Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam neger merupakan satuan biaya
yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam
rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negen dan dipertanggungjawabkan
secara riil (at cost). Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam

Negen tennci pada Tabel 2.3
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TABEL 2.3

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

KEPALA

4 076000

ANGGOTA PEJABAT PEJABAT
b DPRD/ | ESELONII/ | ESELON IV
DPRDY PEJABAT GOLOMGAN !
MO PROVINESI SATLUAN ESELOM NI I GOLOMNGA
PEJABAT M 11, Il dan
ESELON | g
\Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 | ACEH oM 4420000 | 3826000 | 1.533.000 70.000
2 | SUMATERA UTARA o 4060000 | 2195000 | 1100000 | 699000
3 Riall oH 3.820.000 3118000 1.650.000 BS2.000
4 | KEPULAUAN RIAU OH 5344000 | 2318000 | 1.297.000 792.000
5 | aaMal oH 5000000 | 4102000 | 1.225.000 580,000
B | SUMATERA BARAT OH 5236000 | 3332000 | 1.353.000 704,000
" _ | SUMATERA =
W e OH 5850000 | 3083000 | 1955000 | 861.000
8 LAMPLING L] 4491000 2.4588.000 1.425.000 RED.ODO
8 | BENGKULL OH 2140000 | 1628.000 | 1546000 | 692,000
10 | BANGKA BELITUNG OH 3827000 | 2838000 | 1957.000 | ©49.000
11 BAMTEM (& 5725000 2. 373,040 1 20t (0 Tad 000
12 | JAWS BARAT O 5.381.000 Z.755 000 1,201 000 oG 000
13 | DK.IJAKARTA OH 8720000 | 2.063.000 982 000 730,000
14 | JAWS TEMGAH oH 5303000 1,850 000 1,204,000 750,000
15 | D YOGYAKARTA OH 5017000 | 2695000 | 1384000 | 845000
16 | JAWA TIMUR OH 4440000 | 2007.000 | 1153000 | 814.000
17 |BALI oM 6848.000 | 2433000 | 1685000 | 1,138.000
18 EL‘&:TTE”GG‘““ OH 4375000 | 2.648.000 1 418000 G907 00D
149 NUSA TENGGARA OH I TE0.000 235000 1. 355000 aaa 000
TIMUR
20 | KALIMANTAN BARAT | OH FES4000 | 1923000 | 1425000 | 538.000
KALIMANTAN —2
21 TENGAH M 4 901 000 2587 000 1,160 000 659 000
AL InbanT AN
22 E_E_L_ATHN OH 4, TGF (W00 3.316.000 1. 500 0D GBET 000
23 | KALIMANTANTIMUR | OH 4000000 | 2188000 | 1507.000 | 804.000
KALIMANTAN |
24 | SALN OH 4000000 | 2735000 | 1.507.000 | 604.000
25 | SULAWES! UTARA o 4010000 | 2200000 | 1207000 | G78.000
% | GORONTALO OH 4168000 | 3107.000 | 1606000 | 955.000
27 | SULAWES| BARAT OH 3088000 | 1.344.000 704 000
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28 | SULAWESI SELATAN OH 4 820.000 1.538.000 1.423,000 745.000
29 | SULAWESI TENGAH oH 2.309.000 2.027.000 1.679.000 851.000
E-_D ?IIE_’FL;IE"’E;EFE!L CH r 3.0EE.800 25740040 1.297.000 TRE.000
31 | MALLIKLU CH 3.467.000 3,240,000 1,055 .00 BET.000
32 | MALLKL UTARA H 4 611,600 3.843.000 1, 160000 G500
33 [PAPUA OH | 3856000 | 33180000 | 2521000 | 1038000 |
34 | PAPUA BARAT £ 387200 3.347.000 R g7 00
35 | PAPUA BARAT DAY A . 0 _E.ELT?.UIII 3.341.000 2.056.000 867 .000
2E | PAPUA TEMNGAH o 3.855.000 3.318.000 2.621.000 1.0:38.000
37 | PAPUA SELATAN OH HE73.000 d4_B77.000 3. 706.000 1.526.000
38 EEZLL{I':I UINGAN oH 5.711.000 4 8911.000 3.?_3-1 .D_IZID | 1.556.004
1) Biaya penginapan perjalanan dinas dalam neger berlaku
pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya
penginapan, diberikan biaya penginapan secara Lumpsum

sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota

tempat tujuan dengan melampirkan sural pernyataan lidak
menginag.

3) Untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dilakukan oleh
Kepala Daerah, kepada ajudan Kepala Daerah dan personil yang
mengikutinya dapat menginap pada hotel yang sama. Dalam hal
biaya penginapan pada hotel yang sama tersebut lebih tinggi dan

atur dalam

saluan biaya penginapan sebagaimana yang di

Lampiran Peraturan Bupati ini, maka dapat menggunakan
fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan

dimaksud.

D. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negerl Pergi
Pulang (PP)
Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negen adalah
satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PF)
dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan,
yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan
biaya tiket terinci pada Tabel 2.4.



SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS

=30

TABEL 2.4

DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

-

SATUAN BIAYA TIKET { Rp }

KOTA |
NG, Bhiarss |
ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
1 | JAKARTA AMBON i 1328500000 | 7.081.000, 00
2 | JAKARTA | BALKPAPAN 741200000 | 3797.000.00
_3 JAKARTA BamkDs ACEH 7.5192.000,00 4,492 000.00
4 JAKARTA BaMDAR LAMPLUMNG 2407 000 00 1.583.0040.00
5 | JAKARTA BANJARMASIN 5.252.00000 | 2.995.000.00
6 | JAKARTA BATAM 4BE7.00000 | 2888000, 00
7 | JakarTA BENGKULU 436400000 | 2/621.000,00
& | JAKARTA BIAK 1406500000 | 7. 519.00000
9 JAKARTA DEMPASAR 5.305,0040,00 3262 000,00
10 | JAKARTA GORONTALC ?-_231.UII|,DE| .4.324:&];}.36
11 | JAKARTA JAMBI 4. 085.000,040 2. 480.000,00
12 | JAKARTA S BPLIRS 14. 568,000 00 B.193.000,00
13 | JAKARTA, YOGYAKARTA 410700000 |  2.268.000,00
14 | JAKARTA | KENDAR| 7.658.00000 |  4.182.000,00
15 | JAKARTA KUPANG 941300000 |  5081.000,00
16 | JAKARTA MaKASSAR e T.dd—ﬂ.ﬂﬂ_ﬂl-ﬂﬂ B39 000,00
| 17 | JaKARTA MALANG 4599.000.00 |  2.695.000,00
18 | JAKARTA MARMLUIL T.295.000.00 4. BET 000,00
19 | JAKARTA MANADC 10.824.000.00 |  5.102.000,00
20 | JAKARTA | manokwars 16,226.000,00 | 10.824.000,00
21 | JAKARTA MATARAM 5316.000,00 |  3.230.000,00
22 | JAKARTA MEDAN 725200000 | 3.808.000,00
23 | JAKARTA PADANG 553000000 |  2.952.000,00
24 | JAKARTA, PALANGKARAYA 4.954.000.00 | 2.984.000,00
25 | JAKARTA PALEMBANG TEE1.00000 | 2.268.00000
26 | JAKARTA, o PaL L 9.348,000 0 B.113.000,00
27 | JAKARTA F'.ﬁH{él‘:ﬁL FIMAMEG 341200000 2.138. 000,00
28 | JAKARTA PERANBARL o 5. 583000, 00 3,016 000 00
29 | JAEARTA PONTIAMAK 4.353.000.040 2,781 000,00




I KOTA SATUAN BIAYA TIKET { Rp )

; = ASAL  TUJUAN BISNIS EKONOMI

| 30 | JAKARTA SEMARANG 3.861.000,00 2.182.000,00

| 31 | JAKARTA S0LO 3861.000,00 | 234200000

32 | JAKARTA SURABAYA 546600000 | 2.674.000,00
33 | JAKARTA TERNATE 10.001.000,00 | 6.664.000,00
34 | JAKARTA TIRATELA, B 13.83&;]&.00 TART.000,00
35 | JAKARTA TaMIUNG SELDR Foazd 000,00 4 (57.000,00
96 | AMBON DENPASAR 805400000 |  4.471.000,00
37 | AMBON JAYAPLURA 7434.00000 | 4.161.000,00
_ﬂg- :MBI:}N “H'ENDARI A4 B24 (00, 00 2.856.000 04
39 | AMBON MAKASSAR 602200000 |  3.455.00000
40 | AMBON MANC KWARI 5977.000,00 | 3.027.000,00
41 | AMBOM PALLY G, 10 G0, D 3.508.000 00
42 | AMBON SORONG 3637.000,00 | 2.257,000,00
43 | AMBOMN SURABAYA & BO3 000,00 4.345.{104],[!}-
44 | AMBON TERNATE A0Z2.00000 |  2.449.000,00
45 | BALIKPAPAN BANDA ACEH 12730.000,00 | 6.749.000,00
46 | BALIKPARAN BATAM 10,354 000, O 5.305.000,00
47 | BALIKPAPAN DEMPASAR 10.738.000,00 5648 000,00
48 | BALIKPARPAN JAY AP LIRA 19.071 mﬂl.‘-:"; 10.086.000,00
49 | BALIKPAPAN YOGYAKARTA GEED.00000 | 4 749.000,00
50 | BALIKPAPAN MAKASSAR 12.664.000,00 |  .150.000,00
51 | BALIKPARAN Rl A L3 B 15702 000,00 7.205.000 00
52 | BALIKPAPAN MEDAM 12493000, 00 . 140,000,000
53 | BALIKPAPAN PADAMNG 10,942 000, 00 5.369.000,00
54 | BALIKPAPAN PALEMBANG 044500000 |  4.749.000,00
55 | BALIKPAPAN PEKANBARL 10896.000.00 |  5.423.000,00
56 | BALIKPAPAN SEMARANG 044500000 | 467400000
57 | BALIKPAPAN SOLO 8445 000 00 481300000
5 | BALIKPAPAMN SURABAY A 10. 885,000 00 B, 113.000,00
50 | BALIKPAPAN TInIRA, 18.408.000 00 o 445 [0, 00
Gl | BAanDA ACEH DENPASAR 1083500000 6,279 000,00
651 BamDa ACEH : JAYAPLIRA 19.167,000. 00 10,71 7.000,00
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KOTA SATUAN BIAYA TIKET { Rp )
i ASAL TUJUAN BISNIS | EKONOMI
62 | BANDA ACEH YOGYAKARTA 9. 766.000,00 5.380,000,00
[ B3 E-M-IE'A .F'n-f.-"EH MAKASSAR 12.760.000,00 6.781.000.00
84 | BANDA ACEH MANADO 1579800000 |  7.926.000,00
| 65 '5 BANDA ACEH PONTIAMAK 900000000 |  5.840.000.00 |
66 | BANDA ACEH SEMARANG 9.530.000,00 | 5.305000.00
67 | BANDA ACEH 50L0 9.530.000,00 |  5.444.000.00
BB | BANDA ACEH SURABAYA 10.985.000,00 |  5744.000.00
B9 | BANDA ACEH TIMIKA 18.504.000,00 |  10.076.000.00
7 | BANDAR LAMPLUMNG BALIKPAPAN B.129.000,00 4,125 006,00
71 | BANDAR LAMPUNG | BANDA ACEH 8.225000,00 |  4.760.000.00
72 | BANDAR LAMPUNG | BANJARMASIN 6.193.000,00 3.412 000,00
73 | BANDAR LAMPUNG | BATAM 5 840.000,00 3.316.000,00
74 | BANDAR LAMPUMNG BIAK 1411800000 | A48T 000,00
75 | BANDAR LAMPUNG | DENPASAR 6. 236.000,00 3.647.000,00
76 | BANDAR LAMPUNG | JAYAPURA 14 568.000,00 B.057 000,00
77 | BANDAR LAMPUNG | YOGYAKARTA 5.155.000,00 2. 760.000,00
78 | BANDAR LAMPUNG | KENDARI B354.000,00 |  4.482.000,00
79 | BANDAR LAMPUNG | MAKASSAR 8161 .ﬂm,';:.r;] a.-;r';'n.mt&:ﬁt.}m
B0 | BANDAR LAMPUNG MALAMG 5654 000,00 3,134.000,00
81 | BANDAR LAMPUNG | MANADO 11,199.000,00 |  5.305.000,00
82 | BANDAR LAMPUNG | MATARAM 6.246.000,00 |  3.626.000,00
82 | BANDAR LAMPUNG | MEDAN 7.979.000,00 [ 4.150.000.00
| 84 | BANDAR LAMPUNG | PADANG 6,4 35 (00, 6 H.HH.GW.-EE.
85 | BANDAR LAMPUNG | PALANGKARAYA 5.947.000,00 [  3.401.000,00
86 | BANDAR LAMPUNG | PALEMBANG 4531.000,00 |  2.760.000,00
| 87 | BANDAR LAMPUNG | PEKANBARU B.482.000,00 3.433.000,00
| 88 | BANDAR LAMPUNG | PONTIANAK 5.380.000,00 |  3.220.000.00
89 | BANDAR LAMPUNG | SEMARANG 493100000 | 268500000
90 | BANDAR LAMPUNG | S0LO 493100000 | 282400000
o ‘ BANDAR LAMPUNG | SURABAYA 6.386.000, 00 | 3.123.000,00
92 | BANDAR LAMPUNG | TIMIKA 13.905.000,00 |  7.455.000.00
93 | BANDUNG BATAM 6.289.000,00 [  3.583.00000
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KOTA SATUAN BIAYA TIKET { Rp )
i ASAL TUJLAN BISNIS EKCINDMI
94 | BANDUNG DENPASAR 5626.00000 |  3.252.000, 00
96 | BANDUNG | same 5006 000,00 | 284100000
o7 | BAMDUNG YOGYARKARTA E.EEQ.WEI.DD_ 2-12'?_.ﬂﬂ'|:|'.|_}|]
98 | BANDUNG PADANG §129.000.00 |  3.508.000,00
98 | BANDUNG PALEMBANG | 438500000 | 283100000
100 | BAMDUNG PAMNGEAL PINAMNG 45089 000,00 2.738.000,00
101 | BANDUNG FPEKAMBARL 6525 000,00 3.701.000.00
102 | BANDUNG SEMARANG A.027.000,00 1,957 .000,00
103 | BANDUNG SOLO I647.00000 | 2.268.000,00
104 | BANDUNG SURABAYA 482400000 |  2.856.000,00
105 | BANDUNG TAMJUNG PANDAN 443900000 |  2.663.00000
106 | BANJARMASIN | BAMNDA ACEH 10,792 000,00 8,022 000,00
107 | BAMJARMASIN BATAM 840700000 4 578 000,00
108 | BAMJARMASIN BlAK 16686, 000 00 8.7449 000,00
108 | BANJARMASIN | DENPASAR |  B79200000| 4.920.00000
110 | BANJARMASIN JAYAPURA 17.135.000,00 | ©.359.000,00
111 | BAMJARMASIN YOGYARKARTA 2300000 4.022.000,00
112 | BAMJARMASIN MELAN 10, 546 000, 00 5.4 12.000,00
113 | BANJARMASIN PADANG 9.006.000,00 | 4.642.000,00
114 | BANJARMASIN PALEMBANG 749800000 | 4.022.000,00
115 | BANJARMASIN PEKANBARL 9.049.00000 |  4.696.00000
116 | BAMJARMASIN SEMARAMNG T4598.000,00 S5.958.000.00 !
117 | BAMJARMASIN SOLO T 488 000,00 4.087.000,00 :
118 | BANJARMASIN SURABAYA B.042000,00 | 438500000
119 | BANJARMASIN TIMIKA 1647200000 | 8717.00000
120 | BATAM BAaMDS ACEH 1043900000 5.936.000,00
121 | BATAM DENPASAR BAS0.000,00 |  4.824.000,00
122 | BATAM JAYAPURA 16.782.000,00 |  9.263.000,00
123 | BATAM YOGEYAKARTA T.370.000,.00 3.836.000 00
124 | BATAM MAKASSAR 10.375000,00 | 5.337.000.00
125 | BATAM MANADO 1541300000 | 648200000
126 | BATAM | MEDAN 10.193.000,00 | 5.316.000,00
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KOTA SATUAN BIAYA TIKET ( Rp )
e ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
127 | BATAM PADANG 865300000 | 454600000
128 | BATAM PALEMBANG 714500000 | 3.636.000,00
| 129 | BATAM PEKANBARL 8.707.000,00 | 4 .599.00000
{130 | BATAM PONTIANAK | 750400000 |  4.396.000,00
| 131 | BATAM SEMARANG 7.145.000.00 |  3.861.000,00
132 | BATAM SOLO 714500000 | 4.000.000,00
133 | BATAM SURABAY A B.600. 000,00 & 30000000
134 | BATARM TIKIEA 16. 119000, 00 8.621.000,C0
135 | BEMGEULU FALEMBANG 2. 800 000 00 1,803 0003 00
136 | BIAK BALIKPAPAN 1862200000 |  9.477.00000 |
137 | Biak BANDA ACEH 18.716.000,00 | 10.108.000.00
138 | BIAK BATAM 16.333.000,00 | 8.664.000.00 |
138 | BlaK DEMFPASAR 16.729,000,00 & 995 000 .00
140 | BlAK JAYAPLIRA 361500000 2.321.000.00
141 | BIAK YOGYAKARTA 15648.000,00 | 8108.000,00
2 | BIAK MANADC 1173400000 | £353.00000
143 | BIAK MEDIAN 1847200000 | 9.488.000,00
1dd | BIAK PADANG 16.932.000,00 | 8.728.000,00
145 | BlaK PAaLEMBANG 15.424.000.00 2. 10800000
146 | BlAK FEKAMNBARL 16,985,000 0 8,781 000 00
147 | BIAK PONTIANAK 15.873.000.00 | B.566.000,00
148 | B1AK SURABAYA 1278200000 | 7.081.000,00
149 | BIAK TIMIEA 5.808.000.00 3 A 0
150 | DENPASAR JAYAPLIRS 11.680.000, 00 845 000,00
151 | DENPASAR KUPANG 508100000 |  2.952.000,00
152 | DENPASAR MAKASSAR 418200000 |  2.631.000,00
153 | DENPASAR MANADD 785100000 | 4 278.000,00
154 | DEMPASAR MET AR 1.840.000,00 1.380.000,00
155 | DENPASAR MEDAN 10.589.000,00 |  5.658.000,00
156 | DENPASAR PADANG 6.049.000,00 | 4.868.000,00
157 | DENPASAR PALAMGHARAY A B.557 000,00 4.90%9.000,00
158 | DENPASAR PALEMBANG T.541 000,00 4 2T8.000,00
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KOTA SATUAN BIAYA TIKET ( Rp )
i ASAL TUJUAN BISNIS EROMNOMI
159 | DENPASAR PEKANBARL 9.092.00000 |  4.942.000.00
160 | DENPASAR PONTIANAK 7990.00000 |  4.738.000,00
1681 | DENPASAR TIKMIEA 10, 140.0:00,00 6. 12900000
162 | JAMBI BALIKPAPAN 773300000 | 4.407.000,00
163 | JAMBI BANJARMASIN 7.690.00000 |  4.193.000,00
164 | JAVBI DENPASAR 7.733.00000 |  4.439.000,00 |
165 | JAMBI YOGYAKARTA 6.653.00000 |  3.551.000,00
16885 | JaniBE| KUPANG 11.434 000,00 8.07 5.000.00
16T L JANBI EAKASSAR OGS0 000,00 4 BRZ 00000
1688 | JAakBI bAAE ANG F.0E 000,00 3.925.000.0d
169 | JAMBI MANADO 12707.00000 |  €.007.000,00
170 | JAMBI PALANGKARAYA 7.444.00000 |  4.193.000, 00
171 | Jamal BONTIANAK GA78.00000 |  4.011.00000
172 | JAMBI SEMARANG  B428.00000 | 347600000
173 | JAMB! 20L0 §.428.00000 |  3.615.000.00
174 | JaMBI SURABAYA 7 883.000.00 |  3.915.000,00
175 | JAYAPURA YOG YAKARTA 135 274000, 0 A5 000 00
176 | JAYAPLURA MaMADD 22 105000030 11, 28300000
177 | JAYARPURA MEDAM 18032 000 00 10097 000 090
178 | JAYAPLURA PADAMEG 17 387,000 00 9327 00,00
179 | JAYAPURA PALEMBANG 15.673.000.00 | 8.717.000,00
180 | JAYAPURA PEKANBARL 1743500000 |  9.380.000,00
181 | JAYAPLRA POMTIAMAK 16, 322,000, ) 9.1??.{”]3,.[]-ﬂ-
182 | JAYAPURA TIMIKA 361500000 | 2.289.000,00
183 | YOGYAKARTA DENPASAR 386900000 |  2.481.00000
184 | YOGYAKARTA MAKASSAR 6.525.00000 |  3.893 000,00
185 | YOGYAKARTA MAMNADD 10,536,000, 00 . 72200000
186 | ¥YOGYAKARTA MEDAM 9619000 00 A, 77000000
187 | YOGYAKARTA PADANG 7.969.000,00 4.000.000,00
188 | YOGYAKARTA PALEMBANG B460.000,00 |  3.380.000.00
189 | YOGYAKARTA PEKANBARU BOZ2.00000 |  4.054,000,00
180 | YOGYAKARTA PONTIANAK 591000000 |  3.840.000.00
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KOTA SATUAN BIAYA TIKET | Rp |
- ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
191 | YOGYAKARTA TIMIKA 11.894.000,00 | 7.038.000,00
192 | KENDARI BANDA ACEH 12.053.000.00 |  7.102.000,00
193 | KENDARI BATAM 10.568.000.00 |  5.658.000, 00
1894 | KEMNDARI DENFASAR H.455 009,00 3. 27300000
195 | KENDARI YOGYARKARTA B.129.00:0,00 4.708.000,00
_1'9'6. KEMDARI B} PADAMNG 11 167.000,00 _EEIWIJW
_1'9‘;' -HENEHH_I - -.I;'.l'ﬁ.LE MBANG 3 B _EEE*;:}MEWF_ 51!:-2?&04}
198 | KENDARI PERANBARLU B 14, 220.0400,00 5.??‘:@.%
1099 | KEMDARI SEMARAMG 9.850. 000,00 5,027 Q00,00
200 | KENDARI SOLD 9650.000,00 | 5 166.000,00
201 | KENDARI SURABAYA 11.103.000,00 | 5.466.000,00
202 | KENDARI TIMIKA 18.633.000,00 |  9.708.000,00
203 | KUPANG JAYAPLRA 14.386.000,00 | 8.108.000,00
204 | KUPANG YOGYAKARTA 7.348.000,00 |  4.182.000,00
205 | KUPANG MAKASSAR 7637.00000 | 4.311.000,00
206 | KUPANG MARDDC N _11 AR, O 6. 140.000,00 l
207 | KUPANG SURARGAYA i, 739 000, 0o _EEEUWW
208 | MAKASSAR BlaK 8,493 000,00 4,931.000.00
208 | MAKASSAR JAYAPURA 10.193.000,00 | 5.787.000.00
210 | MaKaSSAR KENDARI 2 663.000,00 | 1.786.000.00
211 | MAKASSAR MANADO §.327.000,00 | 2.909.000.00
212 | MAKASEAR TI_I.-IIH#. 11.723.000,00 E.587.000 00
213 | MALANG EaLIKPAPAN 100 108,000,00 B 5.134.000.00
214 | MALANG BANDA ACEH 1020400000 | 576500000
215 | MALANG BANJARMASIN BA61.00000 | 4.407.000.00
216 | MALANG BATAM 7B19.000,00 | 4.311.000,00
217 | MALANG BIAK 16.087.000.00 | 848200000
218 | MALANG JAYAPURA 16.536.000.00 | 9.082.000.00
210 | MALANG KENDARI 10.322.000,00 | 548700000
220 | MALANG MAKASSAR 10.128.000,00 | 5.166.000,00
271 | MALANG MANADO 13167.000.00 | 6.311.000,00
222 | MALANG FMEDAN 5.958 000,00 5,145.000,00
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KOTA SATUAN BIAYA TIKET ( F!p;l_.
o ASAL TUJUAN BISNIS ] EXONCMI
223 | MALANG PaDAMG B.418.000,00 4, 385.000,00
224 | MAaLAMG PALARNGHARAYA 791500000 A 407 00000
225 | MALANG PALEMBANG G.899.000,040 3,7a5.000,00
226 | MALANG PEKANBARU 846100000 |  4.439.000,00
227 | MALANG TIMIKA 15.873.000,00 B.461.000,00
228 | MANADC B MED#AMN 13.052.000,00 T.316.000,00
220 | MAMNADO PADIAMNG 14,012 . 0000, 00 G.546.000,00
230 | MANADO PALEMBANG 12.504.000,00 |  5.926.000,00
231 | MANADO PEKANEARL 1605500000 |  6.599,000.00 |
232 | MaMaDD PONTIANAK 12 953.000,00 B,396.000 00
213 | MANADO SEMARANG 12 504.000,00 | 5.851.000.00
23| MaNADO EGLEJ a 12 504,000 00 £.990_000,00
235 | MANADG SURABAYA 6837.00000 |  5.262.000,00
236 | MARADC 1 :|'|M|IU'L 16 183,000,080 B AGE_ 00,00
_?3“?. LMI“.TH.M‘ BaLiKFAPAN 10 FE0.000,.00 B.615.000,00
238 | MATARAM BANDA ACEH 10, 846.000, 00 6.246.000 00
239 | MATARAM BAaMJARMASIN 5 803.000.00 4 888 000,00
240 | MATARAR BATAM E 461 000 00 -ll-.E‘EGED. oo
241 | MATARAM BIAK 11,552.000,00 | 6.546.000,00
242 | MATARAM JAYAPURA 1300200000 | 7.327.000,00
| 243 | MATARAM YOGYAKARTA 441700000 |  2.781.000,00
.“241 MaTaRamM MAaKASSAR 4.7 T 000,00 2.909.000.00
245 | MATARAM wAARADO 8. 717 000,00 4.738.000.00
248 | MATARAM MEDAN 10.E00.000,00 563700000
247 | MATARAM PalamMG 9 DE0.000.00 | 4 867 300,00
248 | MATARAM PALEMBANG 7.551.000.00 |  4.246.000,00
249 | MATARAM PEKANBARL 910200000 | 4,909.000,00
250 | MATARAM BONTIANAK B.OOTO0000 |  4.706.000,00
251 | MATARAM SURABAYA 3.825.000.00 2.5321.000,00
282 | MEDAN BANDA ACEH A.456 000,00 2.193.000,00
283 | MEDAN MAKASSAR 12.514.000.00 B AT2.000,00
254 | MEDAN PONTIANAK 9.733.000,00 |  5230.000,00
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KOTA SATUAN BIAYA TIKET { Rp )
b ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
255 | MEDAN SEMARANG 9.284.000,00 |  4.396.000,00 |
256 | MEDAN SOLO 0.264.000,00 | 4.835.000.00
257 | MEDAN SURABAYA 10.739.000,00 | 513400000
258 | MEDAN TIMIKA 18.268.000,00 | 945500000
258 | PADANG MARASEAR 10.974.000,00 5.402.000.00
260 F'-l’I.DAN";‘ N F'-DHTM.H.I"LH E.iga.ﬂﬂﬂ.ﬂ?_ idﬁﬂﬁﬂ?
_?'Ei . F:*.DANG SEMARANG - 7 ?-14.0[530 3.925:[313,0:]
"26? PADANG S0OLO F.raa.000,00 4.1]&5.[!}E.ﬂﬂ_
263 | PADANG SURABAYA 2.199.000,00 ] 4 364 000,00
264 | PADANG TIMIKA 16.718.000.00 A.685.000.00
265 | PALANGHKARAYA BANDA ACEH 10.548.000.00 £.022.000,00
266 | PALANGKARAYA | BATAM 8.161.000 00 4.578.000,00
267 | PALANGKARAYA . YOGYAKARTA TAT7.000.00 | 4.022.00000
268 | PALANGKARAYA | MATARAM 855700000 | 488800000
269 | PALAMGEARAYA MEDAN 10,300, 000,00 5.412.000,00
270 | PALAMGKARAY A PADAMG &.780.000,00 4642 000,00
271 | PALANGKARAYA PALEMBANG 7.252.000,00 |  4.022.000,00
272 | PALANGKARAYA PEKANBARL 2.803.000,00 |  4.696.000,00
273 | PALANGKARAYA SEMARANG 7.252.000,00 3.847.000,00
274 | PALANGEARAYA S0L0 7252 000,00 4 088.000,00
H_PELAHGKTHNF'A SURABAY A 869G (00,00 4, 385.000 04
276 | PALEMBANG BALIKPAFAN 9594 000,00 EED.UW.W
277 | PALEMBANG MAKASSAR 9.466.000,00 | 4.781,000,00
278 | PALEMBANG PONTIANAK 5EB500000 |  3.840.00000
279 | PALEMBANG SEMARANG B236.000,00 |  3.305.000,00
280 | PALEMBANG S0L0 G.236.000,00 3444000 0]
281 | PALEMBANG SURABAYA 7.E90.000,00 | 3.744.000,00
282 | PALEMBANG TIMIKA 15.210,000,00 |  B.076.000.00
283 | PALU MAKASSAR 4 268000, 00 2.573.000,00
- E!HI PALLI POS0O 1,957 060,00 1.423.00000
285 | PALU SORONG B.BTE.000,00 i 3.883.000.04
286 | PALU SURABAYA 687800000 |  3.883.000,00




SATUAN BIAYA TIKET { Rp )

KOTA
N
ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
287 | PALL TOLI-TOL 2.549 000,00 1.915.000,00
288 | PANGEAL PINAKNG BalLIKPARPAN 9.038.000,00 4 G31.000 .00 |
259 | PANGKAL PINANG | BANJARMASIN 708100000 | 591500000
290 r FPANGKAL PINANG BATARM 6.739. 000,00 S.818.000.00 |
251 i PANGEAL PINAMG YOGYARARTA G.0685. 000,00 3.262.000.00 |
_292 - PAMGHKAL PINAKMG BAAKASSAR 9 DE0 0 00 4 BEI.000.00
293 | PANGHAL PINANG kAARNADHD | 12 097 000,00 5.808.000.00
204 | PANGKAL PINANG | MEDAN | Bess00000|  4.653.000,00
295 | PANGKAL PINANG | PADANG 7337.000,00 |  3.883.00000
295 | PANGKAL PINANG | PALEMBANG 582900000 | 3.262.00000
297 | PANG KAL PINANG PERAMNBARL ?:ﬁ‘;; Eﬂ-ﬂ“ﬂ-ﬂ- IEHEZE_I}EE
298 | PANGKAL PINANG | PONTIANAK 627900000 | 373300000
2840 | PAMGHAL PINANG SEMARAMG 5 B29.000,00 18700000
300 | PAMGHAL PINANG S0OLO 5. 829.000,00 3.326.000.00
301 | PANGKAL PINANG | SURABAYA 7.284.000,00 |  3.626.000,00
102 | PEEANBARL PORNTIAMAK B.247 000 00 4. 514 000,00
. ETEMMHARU SEMARANG 7.797.000,00 297900000
304 | PEKANBARU S0LO 779700000 |  4.118.000,00
305 | PEKANBARU SURABAYA 9.241,000,00 | 4.407.000,00
I8 | PEEKANBARU T IR R 16,771,000 00 E.?&Q_[HJI::'I.;}L'I_
I0T | POMNTIAMARK MAKASSAR 8.5915.000.00 5,247 000,00
308 | PONTIANAK SEMARANG §.685.00000 |  3.765.000,00
300 | PONTIANAK SOLO 6.685000.00 |  3.904.000,00
':;1 IEI__P_GN';'IP:P:I.;.-H- --S-UHF'.E-.WTA 8140000 00 204 000 00
311 | POMTIAMAK T, 1-5'559'3':“350 | 2535 000,00
312 | SEMARANG MAKASSAR 046600000 |  4.706.000.00
13 | SOLS PAAKASSAR Q25600 00 a.BAE-DEID.EID_
314 | SURABAYA DEMFPASAR 3198004 .00 IHTE:EI'[]EI-.':}D_
315 | SURABAYA JAYAPURA 12675.000.00 |  7.231.000,00
316 | SURABAYA MAKASSAR 503600000 |  3.433.000,00
317 | SURABAYA TIMIKA 1120500000 |  5.580.00000
38 | JEMBER SURABAY A, - 200, 000 0 1600 000,00
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KOTA SATUAN BIAYA TIKET { Rp )

NOQ., | —

ASAL TUJLAN BISNIS ERKCNCHMI
319 | JEMBER DEMNPASAR - 3.330.00:0,00 _
330 | JEMBER JARARTA - 6. 216.000,04

1. Biaya likel pesawal perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang
(PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost ( biaya riil}.

Z. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negen dapatl
dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan
dinas dalam negeri dalam table 2.4, sepanjang didukung
dengan bukli pengeluaran riil {pertanggungjawaban secara al
cOst).

E. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan blaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan
kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
a. keberangkatan
1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara,
pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke
tempat tujuan ; atau
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan

menuju tempat tujuan;

b. kepulangan
1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau
stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;atau
2. dan bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan
menuju kantor tempat kedudukan asal / tempat kedudukan
asal lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau |lokasi tujuan tidak dapat
dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan,
terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan
biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Biaya Taksi
Perjalanan Dinas Dalam Negeri dibayarkan secara at cost. Satuan
Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Megeri terinci pada Tabel 2.5
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TABEL 2.5

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NE) PROVINSI SATUAN | BESARAN (Rp)
1 | AceH Orangail Rp. 127.000,00
2 SUMMATERA UTARA UIEIngl."HEI"" ﬁl:l a0, ED'I} W
3 |RiAU Orang/ali Rp. 101.000,00
4 | KEPULAUAN RIAU Orang/Kali Rp. 16500000
5 JamBI Crang®ali Rp. 147.000,00
& | SUMATERA BARAT Orang/Xall Rp. 19000000
7 | SUMATERA SELATAN Orang/Kall Rp. 179.000.00
8 | LAMPUNG Orang/all Rp. 16800000
9 | BENGKULU Orang/Kal Rp. 10900000
10 | BANGKA BELITUNG Orang/¥all Rp. 97.000.00
11 | BANTEM Oirangall Fp. 53600000
12 | JAWA BARAT Orang/¥all Rp. 20000000 |
13 | DKL JAKARTA Crangali Fo, 256,000, 00
14 1 Jaws TEMNGAH Clrang/Hali Bp. 108,000, 00
15 | DI YOGYAKARTA ~ Orang/Kall Rp. 267.00000
16 | JAWA TIMUR Drang/ali Rp. 23300000
17 | BALI Orang/Kail Rp. 227.000.00
16 | NUSA TENGGARA BARAT Orang/ali Rp. 231.000.00
19 | NUSA TENGGARA TIMUR Crrang/kali Rp. 1160000
20 | KALIMANTAN BARAT Orang/Kali Rp. 171.000.00
21 | KALIMANTAN TENGAH Orang/Kall Rp. 134.000.00
22 | KALIMANTAN SELATAN Drang/Kali Rp. 180.000.00
_23 KALIMAMTAMN TIMUR l:lrang.flriall_ Rp, 533.000.0d
24 | KALIMANTAN UTARA Orang/Kall Rp. 218.000.00
_25 ISULF;WEEI UTARS Oirang/Kali R, 138.000,00
26 | GORONTALD e ang/Kall Rp. 26500000
27 | SULAWESI BARAT Orang/ail Rp. 313.000.00
28 | SULAWESI SELATAN OrangiKall Rp. 187.000.00 |
29 | SULAWES! TENGAH Orang/ai| Rp. 16500000
30 | SULAWESI TENGGARA Cirang/Kall Rp,  171.000.00
31 | MALUKU Orang/Kall Rp. 28800000
32 | MALUKU UTARA Orang/Kall Rp. 21500000
33 | PAPUA Orang/Kall Rp. 51300000 |
34 | PAPUA BARAT ~ Orang/all Rp. 236.000,00
35 | PAPUA BARAT DAYA Orang/Kall Rp.  236.000,00
36 | PAPUA TEHEAH Grang.ﬂ{ah Rp. 51300000
37 | PAPUA SELATAN Crang/iall Rp. §13.000.00
38 | PAPUA PEGUNUNGAN Orang/all Rp. 513.000,00
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1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri  berlaku
partanggungjawaban secara at cost { biaya ril).

2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negen dapat
dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas
dalam negeri dalam table 2.5, sepanjang didukung dengan bukti
pengeluaran rill {pertanggungjawaban secara al cost).

Contoh 1,
Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan
dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang,
alokas: biaya taksinya sebagaibenkut;

a. keberangkatan

1. satuan biaya taksi dari tempal kedudukan (kantor) diSurabaya
ke Bandara Juanda Surabavya;

2. satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang)
ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten
Pegunungan Bintang:;dan

3. satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan
penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda
transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara atcost,

b. Kepulangan

1. satuan biaya transportasi dan tempat tujuan menuju hotel
penugasan menggunakan moda transportasi dapal diberikan
pembiayaan secara atcosl;

2. saluan biaya laksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan
Bintang ) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang):dan

3. saluan biaya taksi dar Bandara Juanda di Surabaya ke lempal

kedudukan(kantor).

Contoh 2 .

Seoarang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan
dinas jabatan dan Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di
Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :



a. keberangkatan

1. satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya

ke Bandara Juanda Surabaya:dan

2. satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar

ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten

Kepulauan Selayar;

3. satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat lujuan

penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda

transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara

atcost.

b. Kepulangan
1. satuan biaya transportasi dan tempat tujuan di Kecamatan
Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda
transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara

at cost

2. satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten
Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan
Selayar; dan

3. satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya
ketempal kedudukan (Kantor).

F. Satuan biaya transportasi darat darn ibu kota provinsi ke kabupaten/

kota dalam provinsi yang sama (One Way)

¥

Saluan biaya transportasi daral dari ibu kota provinsi ke
kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali
jalan} merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan
kebutuhan biaya transportasi darat bagl pejabat negara, pejabal
daerah, aparatur sipil negara,dan pihak lain dar tempat
kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota
tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam
rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

. Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten / kota

dalam provinsi yang sama (one way ) dipertanggungjawabkan
secara al cost | biaya il ).



TABEL 2.6

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA
PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINS| YANG

SAMA {ONE WAY)

NO. | 1BUKOTA PROVINS! | MABUPATENEOTA 1 garyan | BESARAN (Rp)
AGEH _
1 il Banda Aceh Kab. Acah Barat DrangiKali 27500000
2 | Banda Aceh Kab, Aceh Barat Daya Crang/Kali 288 000 00
3 Banda Aceh Kab. Acah Besar Cranagali 183.000,00
4 Banda Aceh Kab Aceh Jaya Crang/Kall 238.000,00
5 | BandaAceh Kab. Aceh Selatan Orangali | 325.000.00
i Banda Aceh Kab. Aceh Singkil Crang#ali 420,000,040
7 Banda Aceh Kab. Aceh Tamiang Crang/Kall 315.000,00 |
ﬁ 3 -El;nE: Aceh Kab. Aceh Tengab DOrang/ali 283.000,04
9 Banda Aceh Kab. Aceh Tenggara Orang/Madi 460.000.00
10 Banda Aceh - F.al:u Aceh Tlm.llr Orangiiadi EEEI;DI}D :
Lk Banda Aceh Hab. Aceh Utara Orang/Mak 270,000,040
12 Banda Aceh rab. Bener Menah OrangiHal 278.000,00
13 Banda Aceh Kab. Birauen Orang/Kal 220.000.00
14 Banda Aceh Kab. Gayo Lues Crrang/ak 370.000.00
15 Banda Aceh Kab. Magan Rava Drang/kak 275.000,00
16 Banda Aceh Kab. Pidie Drang/Kak 190.000,00
17 Banda Aceh Kab. Pidie Jaya Orang'Kal 205.000,00
18 Banda Aceh Kola Langsa 3 Cirang/kali A071.000,00
14 Banda Acah Koia Lhokseumawe Crangial 24000000
20 Banda Aceh Koia Subulussalam Qrang/kali 400.000,00
e AN 2 P Emvinsievtcn
21 Medan Kab. Asahan Drang/kali 250.000,00
22 | Medan Kab, Batubara | orangikal 225 000,00
23 | Medan Kab.Dai | Orang/Kal 270.000,00
24 hedan Kab, Deli Serdang Crrang/kali 18600000
25 | Medan ookl Orang/Kal 300.000,00
26 Medan Kab. Karo Crang/Kal 200.000,00
ET H:EI; - . I{_ab. Labuhan Batu Elran?ﬂ*‘.alr 28700000
28 | Mogan e G Orang/Kali 360.000,00
28 Madan | Kab. Labuban Batu WMara | OCrang/kall EDU.EEIEII._ED




KABUPATEN! KOTA

NO. | IBUKOTA PROVINSI TUJUAN SATUAN | BESARAN (Rp)}
0 | Medan Kab, Langkat DrangKali 186.000,00
31 Medan Kab:, Mandading Natal CrangMali 420,000,00
(32 | Medan Kab. Padang Lawas Crang/all 420.000,00
33 | Medari e thng Seus Grang/al 420.000.00
a4 Medan Kab. Pakpak Bharat Crangali 300000000 |
35 | Medan Kab.Samosr | OrangMali |  330.000.00
a8 Medan Kab, Serdang Bedagai Crang/ali 200.000.00
3 Medan Kab. Simalungun Orangikali 264.000.00
38 | Medan Kab. Tapanuli Selalan | Orang/Kail 328.000.00
a8 Medan Kab. Tapanuli Tengah Orang/Mali 345.000.00
40 Mesdan Kab. Tapanull Ltara Crrang/Mali FE0.000,.00
a1 Medan Kab. Toba _ Orang/kal 300,000, 00
42 Medan Koia Binjai Orang/H.ah 180.000.00
43 Medan Kola Pematang Slantar Drangrali 2 25.000.00
44 | Medan Kota Siholga Orang/Kal 34500000
45 Medan Kota Tanjung Balai Orang/Hal 265.000,00
46 | Medan Kola Tebing Tinggi Orang/Kali 203.000,00
RIAU
47 Pekanbar Kab. Indragin Hilir Gmngmai_ 'sau_um.un
48 | Pekanbaru Kab. Indragir Hulu Orang/Kak 315.000,00
48 Pekanbanu Kab. Kampar OrangKah 200,000,005
&0 Pekanbary Kab. Kueantan Singngi Orang/Kali 30000000
&1 Pekanbany Kab, Pelalawan Qrang/Kak 225.000,00
52 Pekanbanu Kab. Rakan Hilir Crang/Kali ESH-DDG.'IJ-D
53 Pekanbar Kab. Rokan Hulu Orang/Kali 322.000,00
54 | Pmkanbaru | Kab. Siak Grang/Kah 350.000,00
10 Pekanbana Kola Dumai Orang/Kal 4001.000,00
i HEFGLAUAH RIAU
56 Tanjung Pinang Kab. Bintan - Drangikali 185.000,00
JAMEI
LT Jambi Kab. Balanghari Crangikali 175.000,00
58 Jambi Fab. Blingo Drang/Kal .-E.?-'I}.Eﬂl'_'l.ﬂl'_‘l
(59 | Jambi Kab. Kerincl OrangiKai 325.000,00
&0 Jambi Kab. Merangin Orang/Kak 260.000,00

. e




NO. | IBUKOTA PROVINSI m“?ﬂi‘“ﬂ“m‘"‘ SATUAN | BESARAN (Rp)
ki1 Jamii Bl .Haa-l.-ﬁm Ja_mbi Crang/Eali 170.000,00
G Jambi Kab. Sarclangun Cirang/Hali 241.000,00
63 | Jambi ot i St OrangiKall | 225.000,00
64 | Jambi ﬁ;‘i: anjung Jabtng Orang/Kali ! 190.000,00
s — |
65 Jambs Kab. Tebo DrangKali 250.000,00
66 Jamib Kota Sungai Penuh Crang/kKal A04.000,00
SUMATERA BARAT o -
87 | Padang Kab. Agam Orang/Kali 225.000,00
62 Padang Kab, Dharmasraya Crangkal 250.000.00
il “F'al:lang Kab. L;na Puluh Kota i g rali 2235.000,04
To Fadang Kab. Padang Pariaman Crang/ali 205.000,00 |
71 | Padang | Kab. Pasaman | Oangial | 25000000
T2 Padang Kab. Pasaman Barat Orang#ali 250,000,040 :
73 Padang Kab. Pesisir Selatan Orang/Kali 205.000.00
?4_ - Padang Kab. Shunjung {]fangm_au_ EISE[H]:III
il Padang Kab. Solok OrangKali 210,000 00
76 Padang Kab. Solok Selatan Orang/Kal 250.000.00
I Padang Kab. Tanakh Datar Qrang/Kak 22000000
78 | Padang Kota Bukit Tinggi Orang/Kak 215.000,00
-T'E F'ad_ang !Eu:-ta Fadang Panjang Qrang/Kak 210.000,00
80 | Padang Kola Pariaman | orangikan 200.000,00
21 Padang K.ota Payekumbuh Crang/Kak 225.000,00
82 | Padang Kota Sawahlunts OrangiKak |  215.000,00
K Padamg Koia Solok Orang'Kak 21000000
‘ SUMATERA SELATAN
B4 | Palemibang Kab Banyuasin [ Oranglkall | 203.000,00
85 Palembang K.ab. Empat Lawang Cirang/Kali 316.000,00
|86 |Palembang | Kab. Lanat  Orang/Kal 250 000,00
a7 Palembang Kab. Muara Enim Crang/Kali EELF;.-I]ﬂD.EID-
'_BEI Palembang Kab. Musi Banyuasin Qrang/Kal 235.000,00
B3 | Palembang - Kab. Mu-.slﬁiua:a.ﬁ | Crang/Kal 320.000,00
a0 Falembang Kab, Busi Rawas Ulara Crangfkali 325.000,00
| 81 ;a_&l{ﬁar@ Kab. Ogan [lir Crang'Kali Z20:5.000,00
2 Palembang Kab. Ogan Komering Hir Drang'Kali 20600000




NO. | IBUKOTA PROVINS m“?ﬂjﬁfﬂ“m’" SATUAN | BESARAN (Rp)
a3 Palembang Kab, Ogan Komearing Ui Crang/Fah 248.000,00
a4 Falemibang - _-;t;t;ﬂngan HE;'H;;IIHEDTIT Elrangm ;ﬁﬂi}ﬂﬂﬂﬂ
g5 | Palembang ﬁ:ﬁf’g"" Komering Uld | o il 245.000,00
o6 Falembang Kat, Pal Gmng-’lﬂzali- 2B5.000,00

|87 | Palembang | Kata Lubuk Linggau OrangiKali 230.000,00
ag Palembang Kota Pagar Alam Cirang/tali 28000000
1] Palembang Kaota Prabumulih Cirang/Kal 205.000,00

LAMPUNG

100 | Bandar Lampung Kab. Lampung Barat Crang/Kali 270.000,00
101 | Bandar Lampung Kab. Lampung Selatan Orangal 234.000,00
102 | Bandar Lampung Kab. Lampung Tangah Crrano'Kali 2406 000,00
103 | Bandar Lampung Kab. Lamgaung Timur CrangHall 246 000,00
104 | Bandar Lampung Kab. Lampung Wara Crranogkali 252.000,00
1056 | Bandar Lampung Kab, Mesup Crang/Kali 276.000,00
106 | Bandar Lampung Kab. Pasawaran ;:Ju'angﬂ'-'.all Z1ﬁﬂﬂﬂl:ﬂ
107 | Bandar Lampung Kab. Pesisr Barat Crang/®ali F00.000,00
108 | Bandar Lampumng Kab. Pringsewu Crangfiali Z22.000,00
108 | Bandar Lampung Kab. Tanggamus Orang/all 240.000,00
110 | Bandar Lampung Kab. Tulang Bawang Orang/Kali Z52.000,00

J 111 “_E;nr:lar Lampung E:,bmfuaﬁqﬁ;ﬁé - _._'E'l_r;rl_g;l{;h 267.000,00

| 112 | Bandar Lampung Kab. Way Kanan Orang/Kal 270.000,00
113 | Bandar Lampung Kola Meairo OrangKall 254,000, 00 |

BENGKULU '
| 114 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Orang/al 344,000 00 ]

115 | Benghkulu Kab. Bengkulu Tengah drang.’ﬁe:l;il EEE;I:EEIIDEIE*
116 | Bengkul | kab, Bengku Utara Orang/Kall 313.000.00
117 | Bengkuku Kab, Kaur Cirarg/Kalb Saﬁ_ﬂlilﬂﬂ
118 | Benghkuki K.ab. Kepahmang Cirang/Hali 2R8.000.00

| 119 | Bengkubu Kab. Lebong Orang/Mali 375.000,00
120 | Benghkulu Kab. Mukomuko 'Drar;llg}ll'-’.ﬂ 423.000.00

| 121 | Benghulu T Kab. Regang Lebong Orang/Kal 313.000.00
122 | Benghulu Kab. S-a-I:ﬁ.a Crrang/Kal 262.000,00

BANGKA BELITUNG -
123 | Pangkalpinang Kab Bangka | Orangial 250.000,00




=57-

NO. | IBUKOTA PROVINS “""BUTPS]EA”;““DT‘“‘ SATUAN | BESARAN (Rp)
124 | Pangkalpinang Kab. Bangka Barat Orang/Kal 275.000.00
125 | Pangkalpinang Kab. Bangka Selatan Crang/Kali 275.000,00
125__F5Tn-g+c.m;r';ng_ 1 H:ﬂh Bangka Tengah Orangitiali 250.000,00
BANTEN
127 | Serang Kab. Labak Orang/Kali 208.000,00
128 | Serang Kah, Pandeglang Orang/Kali 138.000,00
128 | Serang | kab. Serang Orang/Kall 160.000,00
130 | Serang Kab. Tangerang Orang/Kali 254 000,00
"1 31 | Berang Kata Ciegon Orang/Kali 180.000,0C
132 | Sesang Kala Tangecang Orang/Kall 313.000,00
133 | Serang Kota Tangerang Selatan Cirangkali 247 .000,00
| JAWA BARAT
134 | Bandung Kab.Bandung ChrangEal T 183.000,00
135 | Bandung Kab. Bandung Barat Orang/ial 275.000,00
136 | Bandung Kab. Bekasl Orang/Kal 265.000,00
137 | Bandung Kab. Bogor &:imig}}i;i}' 1 aﬁﬂﬂum
138 | Bandung Kab. Ciamis Crang/tali 245.000,00
138 | Bandung k. :‘.;i-:-aml.n - Crancrrall 215.000,00
140 | Bandung Kab. Cirebon Orang/Kall 280.000,00
Wt |Bandung Kab. Garut Orang/Kali 243.000,00
142 | Bandung Kab. Indrarmayu Crang/al 27500000
143 | Bandung Kab, Karawang Crang/Kali Z48.000,00
144 | Bandung Kab. HU;TIFHQIEHI Crrang/iali 275.000,00
145 | Bandung Kab. Majalengka Crang/Kall Z35.000,00
Til_ﬁ El.anﬂd_uag = Kab. Pangadaran Crang/iall Z83.000,00
147 | Bandung Kab. Purwakaria ] Crang/Kall 21800000
148 | Bandung Kab. Subang Crangali 208.000,00
148 | Bandung Kab. Sukabumi Crang/iali 245.000,00
151 | Bamdung Kab. Tasikmalaya Crang/Kall .if;fﬁ.ﬂﬂl&.ﬂlﬂ
162 E.andum.;- Kota Banjar CrangKali Z83.000,00 '
153 | Bandung Kota Bekasi - Crang/Kali 265.000,00
154 | Bandung Kota Bogor OrangiKall 265.000,00
155 | Bandung Kota Cimahi Cranoali 168.000,00
156 | Bandung Kota Cirebon Orang/Kal 270.000,00
167 | Bandung Kata Dt_aiuk Crang/ali 2¥5.000,00




-a8-

ML, IBUKOTA PROVINSI Kﬁ-BU?ﬂIE:ILHﬂTﬂ SATUAMN BESARAM (Rp)
158 | Bandung Kota Sukabumi Orang/Kali | 226.000,00
150 | Bandung Kota Tasikmalaya CrangiKali | 24500000
R B R e I btk
160 | Semarang Kab, Banjarnegara CrangKall 260.000,00
161 SErmarang Kab.Banyumas CrangMali 257,000,040
162 | Semarang Kah Batang Crangiali 240,000,040
163 | Semarang Kab, Blora Crangwali 2T0.000,00 I
1684 | Semarang Kab. Boyolak Crang/®ali 240,000,040
165 | Semarang Kab. Brebes Crang/Hali 263.000,00
166 | Semarang Kab. Cilacap Orangiali 280.000.00
167 | Semarang Kab Demak Orang/kali 230.000 00
166 | Semarang Kab. Grobogan Orang/Kakl 235.000.00
169 | Semarang Kab._ Jepara Orang/Kak 240.000.00
170 | Semarang Kab. Karanganyar Orang/Kak 250,000,00
171 | Semarang Kab. Kebumien Drangikal 260.000,00
172 | Semarang Kao. Kendal Orang/Kalk 230000400
173 | Semarang Falh. Klaten Orang/kak 250,000,000
174 | Samarang Kan. Kudus Qrang/Kal 235-..LHJD.!JD
1758 | Semarang Kab, Magalang Orang/Kal 240.000,00
176 | Semarang Fah. Fat Orangfkali 24000000
177 | Semarang Kab. Pekalongan Orang/Kali 24500000
178 | Semarang Kab. Pemalang Orang/Kali 250.000,00
| 173 | Semarang Kab, Purbalingga Orangikall 270.000,00
180 | Semarang Fab. Purworej Cirangl/tali 250 000, 00
181 | Semarang Kab. Rembang Crang/kal 250.000,00
182 | Samarang Kab. Semarang Drang/Kali 230.000,00
183 | Semarang Kab. Sragen Crang/Kali . 250.000,00
184 | Semarandg Kab, Sukoharo ﬂrang.u'l-f.all_r" 250.000,00
185 | Semarang Kab. Teqgal Crang/Kali 260.000,00
186 | Semarandg Kab. Temanggu ng Crrang/Kali 240.000,00
187 | Samarang Kab. Waragin Crang/Kall 250.000,00
188 | Semarang Kab, Wanosoho CrrangyKali 250.000,00
189-"1 Semarang _l'ima Magelang Crang/Kali 240.000,00
19C | Semarang Kota F'E;:;TE;I.';;EH Drang/Kali 24500000
191 | Semarang Kata Salatiga Drang/Kali 235.000,00
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NO. | 1BUKOTAPROVING! | FABUEETERLKOTA | garyan | BESARAN (Rp)
192 | Bamarang Kaota Surakarta Crangiali 24.5.000,00
183 | Semarang Kata Tegal Crang/iali 260.000,00
= = ?m'rm'r; e =i i
184 | Yagyakarta Kab. E_anml_ - CrangHal EEE}TEII}D.I:)U
185 | Yogyakarta Kab. Gunung Kidul Orang/Kali 350.000,00 |
186 | Yogyvakarta Kab. Kulon Progo Drangali A50.000.00 |
187 | Yogyakarta Kab. Skeman | CrangKali EEID-.:JE;E.E}I:_J-*
JAWA TIMUR
128 | Surabaya Kab. Bangkalan - Qrang/Kal 225.000.00
198 | Surabaya Kab. Banyuwangi CrangKali 285.000.00
200 | Surabaya Kah. BEtar Orang/Hali 255 000.00
201 |Suabaya | Kab. Bojonegoro Orang/Kal 226,000,00
202 | Surabaya Kab. Bondowaso Orang/Kak 255.000,00
203 | Surabaya Kah. Gresik Crang/Kak 225.000,00
204 | Surabaya Kab. Jember Drang/kal 261.000,00
205 | Surabaya Kab. Jombang Orang/Kak 235.000,00
206 | Surabaya Kab. Kedirl Crang/Kak 235.000,00
] 207 | Surabaya Kab. Lamongarn Drang/Kah EEE.D_EI-U.UD
208 | Surabaya Kab. Lumagng Orang/Kali 261.000,00
E. S_ural:naﬁ Kab. Madiun Crang/Kal £45.000,00
210 | Surabaya Kab. Magatan Orang/Kal i _Eﬁa.uuﬁ,au
211 | Surabaya Kab, Malang Orang/Kali 228.000,00
212 | Surabaya Kab. Mojokerto Orang/Kal 225 000,00
213 | Surabaya Kab. Mganjuk Crang/Kal 245.000,00
214 | Swabaya Kab, Ngawi OrangiKal | 253.000,00
215 | Surabaya Kab. Pacitan Crang/Kal 285.000,00
_.."!‘IE i --E?atlanra Kab. Pamekasan Drang/Kali 243.000,00
217 | Surabaya Kab, Pasuruan Orang/Kali 228.000,00
218 | Surabaya Kab. Ponorogo ﬂmra';i;h 255.000,00
219 | Surabaya Kap. Probalinggo Orang/Kal 228.000,00
220 | Surabaya Kab. Sampang Crang/Kali 235.000,00
721 | Surabaya Kab. Sidoarjo DrangRal 240.000,00
222 | Surabaya Kab, Silubondo Orang/Kali 255.000,00
223 | Surabaya Kab. -E;:nlmmnp Crang/Kah 255.000,00
E Surabaya Kab. Trenggalek Orang/Kak 245.000,00




NO. | IBUKOTA PROVINSI “”‘Euﬁﬂjﬁfﬂ"m“ SATUAN | BESARAN (Rp)
EE —_E-u-ﬂ.il:l; Kab, Tuban Orang/Kahk 24500000
2268 | Surabaya Kab, Tulungagung Oranglial 245.000,00
227 | Surabaya Kata Balu Ur-;-r;!.;;'ﬁali 242[1]'30'31_
228 | Surabaya o Kaota E-Flar B {_};ngn'ﬁalp 256.000,00
229 E-u:a.;;;; Kota Bojonagorg Drang/tali 22500000
230 | Surabaya Kiota Kedin Crang/Kali 235 000,00
231 | Surabaya | Kot Madkun 5r.r.an;.fﬁali—_“ 245.000,00
232 | Surabaya Kota Malang Orang/Kali | 228.000,00
233 | Surabaya H:-:Ea Mojokerto Drang.ﬂ:i;" 21-' F:_D;Jﬂ_ﬂﬂ
Eﬂ.- '_Eu-rab;; Kata F"J-'uhdir-ggu Orang/Kali 228.000,00
BALI
235 | Denpasar Kab. Badung CrrangdKall 188.000,00
236 | Denpasar Kab. Bangli Orang/Kali 225.000,00
237 | Denpasar Kab, Buleleng Crangal 265, 000,00
238 | Denpasar Kab. Gianyar | Drang/Kali 225.000,00
239 | Denpasar Kab. Jambrana Orang/¥al AT0.000.00
240 | Denpasar Hab. Karangasem Drangfal 263,000 00
241 | Denpasar Kab. Tabaran CrangHali 225000 00 i
NUSA TENGGARA BARAT
242 | Malaram Kab Lombok Barat Orang/Kal 325.000.00
243 | Mataram K.ab. Lombaok Tengah Orang/Hak 450.000.00
244 | Mataram ! Kab. Lombok Timur OrangKak 35000000
HUSA TENGGARA TIMUR
245 | Kupang Kab, Belu Orang/Kak 325.000,00
246 | Kupang Kab Kupang Orang/Kak | ;}EHD-DDGD
247 | Kupang E;E:” Tangah _ _nmngmah 218.000,00
248 | Kupang Kab Timor Tengah Utara Crang/Kak 275.000,00
KALIMANTAN BARAT
248 | Pontianak Kab, Bengkayang Orang/Kah 270.000,00
250 | Pontianak Kab. Kapuas Hulu Crarg'Kak '_EEDDU{SOD
251 | Pontianak o | Hﬂh Kayong Litara Crang/Kalk §50.000.00
252 | Pontianak Kak. Ketapang . Gmnga'.l;.ai S50.000,00
253 | Pontianak Kab. Kubu Raya Orang/Kal 135-1::1:11101:
254 | Pontianak | Kab. Landak B Orang/Kab 27000000
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NO. | IBUKGTA PROVINSI “‘“E‘L‘?ﬂ]ﬁﬂqm“ SATUAN | BESARAN [Rp)
255 | Ponikanak Kat. r.-1_ma-.-.; Crangali 430.000,00
".r_"_EE- Ponlianak Kab. Mempawah Crang/ali 230,000, 00
257 | Pontanak Kab. Sambas Orang/ali 300,000,500 1
258 | Pontianak Kab Sanggau Drangmm_ . Jﬂi.ﬂmﬁr
259 | Pontianak Tkab. Sekadau COrang/Kai 343.000.00
260 | Pontianak Kah Sintang Orang/Kali a2 000,00
261 | Pontianak Kola Singkawang Grar'a;ﬂ-;:;h EE;DD:J{I{I
KALIMANTAN TENGAH
262 | Palangkaraya Kab Barite Selatan Crang/Kal 290.000,00
263 Palangtaraya_ Kab Barito Timur DrangKalk 333.000,00
264 | Palangkaraya Kab Barnto Litara Orang/Kalk 425 000,00
<65 | PalangRaraya Kat Gunung Mas CiranglKal 300,000,000
266 | Palangkaraya Kab. Kapuas Drang/Kali 275.000,00
257 | Palangkaraya Kab, Kafingan Crrang/Kal 250.000,00
268 “Palﬂngharaw Kab. Kolawaringin Barat CrangKali 425.000,00
268 | Palangkaraya Kab. Kotawaringin Timur | Orang/Kal A00.000,00
270 | Palangkaraya Kab. Lamandau D angall 52500000
271 | Palangkaraya Kab. Murung Raya Crang/Kali 44800000
272 | Palangkaraya Kab. Pulau Pisau Crang/Hali 250.000,00
_.‘-ETE- '_;;I;ng_h;;mﬁ Kab. Seruyan ﬁangﬂ{all 328.000,00
274 | Palangkaraya Kab. Sukamara Crang/Kali 525.000,00
KALIMANTAN SELATAN
275 | Banjanmasin Kab. Balangan Orangali 230 000.00
276 | Banjarmasin Kab. Banjar | Orang/Kal 170.000.00
277 | Banjanmasin Kab BartoKuala | OrangiKall |  200.000.00 1
278 | Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Selatan | Orang/Kali 200.000,00 ::
| 279 | Banjarmasin Kab. Hulu Sunga Tengar.l" Grar:gﬂ;.‘:ah 212-00:]{#].
. £B0 | Banjarmasin Kab, Hulu Sungad Utara Orang/Kali Z218.001,00
281 |Banamasn | Kab Kota Banu Orangial |  290.00000
ZBZ | Banjarmasmn Kab. Tabalong Orang/Kak 234 000 00
283 | Banjprmasin Kab. Tanah Bumbu Orang/Kal 300.000.00
284 | Banparmasin Kab. Tanah Laut o Orang/Kak 200.000.00
285 | Banjarmasin Kab. Tapin Crarg/Kal 189,000.00
ZBE | Banjamasin Kola Banjarbary Crang/Kal 225.000.00




NO. | 1BUKOTA PROVINS! | FABUESIER KOTA 1 saruan | BEsaran (Rp)
- KALIMANTAN TIMUR
2687 J Samarinda Hab. Kutai Barat Orang/Kal 1.500.000,00
288 | Samarinda Kab. Kulal Karianagara | OrangiKali 500.000,00
-EE.E E Eamannda Kab. Eular Tirmuar Crang/Kali 1.350.000,00
220 | Samarinda kab, Paser Crangikal 1,630, 000,00
201 | Samarinda 0 Patsgas et Orang/Kali 650.000,00
292 | Samarnda Kota Balikpapan Drangiali 550,000,000
283 | Samannda Kota Bontarsg Orang/Mali | B00.000,00
SULAWES| UTARA . .
794 | Manada B Wﬂ'{ﬁ“ Crangail 25000000
205 | Manado fﬂ,ﬁaﬂﬂﬁ?ﬁal . Crang/Hali 275.000,00
296 | Manado “éb' Z?:;;;%mur | CrangKall F50,000.00
207 | Manado E@Eﬁ?ﬂﬂwm Orang/Kali 300,000.00
298 | Manado Kab. Minahasa Orang/ali 180,000.00
FHE‘EIE_ kanado - Fab. Minahasa Selatan ._-Drang."ln{.eﬂl 180,000, 00
300 | Manado Kab. Minahasa Tengoara | Orang/Mak 200.00:0,00
301 | Manado Kab, Minahasa Utara Orang/Kak 175.000,00
02 | Manado Koia Bilung Crang/Kak 175.000,00
303 | Manad | Kota Kolamobagu OrangiKali |  250.000.00
J04 | Manado Kota Tamaohan Orangikali 170.000,00
GORDNTALD '
305 | Gorontalo Kab. Boalemo Orang/Kali 400.000,00
J0G | Gorontalo Kab. Gorontaka Crangikali 300.000,00
d07 | Gorontald Kab. Gorontako Utara Crang/Kali A50.000,00
a08 | Gorontalo Kab, Pahuwaio OranafMali G50.000,00
SULAWESI BARAT
ang | Marmuaju Kab. Magna Drang/Kall 240.000,00
310 | Mamuju I{.Elb_l'l.ﬂamas.a _Dr'a;gfﬁ_all S50 000 0o
311 | Mamuju Kab. Mamiiju Tengah OrangiKali |  200.000,00
312 | Mamuju Kab. Pasangkayu Crang/Kali 270.000,00
313 | Mamuju Katy. E"ulawali Mandar Crang/Kali 260 000,00
SULAWESI SELATAN o
314 | Makassar Kab. Bantaeng Orang/kali 235.000,00
415 | Makassar Katx. Barru Crangikall 21000000




NO. | IBUKOTA PROVINSI ““E”.';G]Eﬁ‘“m"" SATUAN | BESARAN (Rp)
116 | Makassar - _-_"_E i;:una 2 Crang/Kah 240,000 00
317 | Makassar Kab. Bulikumba Orang/kak 240000, 00
118 | Makassar Kab. Enrekang Cirang/Kali 250.000,00
118 | Makassar Kab. Gowa Cirang/¥al 175.000,00
320 | Makassar Kab, Jeneponto Crang/Kali EEI}.D!}D.-D!}_
i 3; M akassar Kab. Luwu Orang/Kal 350.000.00
322 | Makassar Kab. Luwud Timwur Orang/Kals 37500000
323 | Makassar . Kab, Luwu Utara Cirang/Kali S65.000,00
324 | Makassar ' Kab, Maros Crangikali 170.000,00
325 | Makassar | Kab, Pinrang Orang/Kali 230.000,00
326 | Makassar Kab. Sidenreng Rappang Crang/Kali 230,000,000
327 | Makassar [ Kab. Sinjai Crang/Kali 235 000,00
(328 | Makassar | Kab. Soppeng OrangiKali 2135.000,00
328 | Makassar Kaky. Takalar Cirangikali 150.000,00
330 | Makassar Kab, Tanatoraja Crrang/Kali S50.000,00
ETST Maﬁmr - B .Hat:. Toraja Wara Crangikali 330.000,00
332 | Makassar Kab. Wajo Crang/Eal 230.000,00
333 | Makassar Kata Palopo Crang/Kali 350.000,00
334 | Makassar Kota Pare-Pare CrangiKali 22500000
SULAWESI TENGAH
“335—|_F':m = H_EI:. Luwuk Crang/iali | 400.000,00
336 | Palu Kab. Busl CrangiKali | 47200000
337 | Palu Kab. Danggala Orang/Kali 130.000,00
3@ ;F'alu Kab, Mnmwall- "_Drang.ﬂﬂ;I.l 0000000
339 : Falu Kab, Morowali Utara Crang/Kali 400.000,00
340 I Palu Kat:. Parigi Maoutong Orang/Kali 250.000.00
a1 | Palu Kab. Poso Orang/Kall 260.000,00
] 1
342 | Pal Kab. Ei;u___ B Crang/Kali 218.000,00
343 | Palu Kab. Tojouna-Una Orang/ali 350.000,00
344 | Palu Kab, Toli-Tali Crang/Kall 412.000,00
 SULAWESI TENGGARA
345 | Kendarn Kab. Bombana Crrang/Kali 355.000,00
J468 | Kendan =i Kab, Koaka Crrangiali AT0.000,00
347 | Kendar Kab, Kotaka Timur Qrang/Kali 30:0.000,00
34d | Kendani | Kab, Kolaka Uitara CrangikKal 42500000




MCH, IBUKOTA PROVINGI KP-EU?SIE;UNHDTA SATLAN BESARAM (Rp)
349 | Kendan Kak l;'i.ﬂﬂﬂ-ﬂ*ﬂ [}rangﬂﬁéh A0 0,0
350 | Kendari a Kab, Konawe Selatan GrangiKali |  305.000,00
351 | Mendan Kab, Kongwe Utara Orang/all | 300.000,00
| MALUKU UTARA |
352 | Saiif Kab, Halmahara Barat Crangall |  250.000,00
353 | Sofif Kab. Halmahera Tangah_.-_-t;u‘ang."l'-’.ali 1I]:I:|-E*EIDI}I}IT
154 | Softf Kab. Halmahera Timur | Orangall |  1.250.000.00 |
155 | Safif Kab. Halmahera Utara | Orang/Kail 500.000.00
PAPUA [
356 | Jayapura - "_I"-'.al:l. Jayapura Orang/Mali EEII}.DDG.EE_
357 | Javapura - o Kahb. Keerom Oramg/Kak 900,000, 00
358 | Jayapura Kab. Sarmi OrangiFal 2.700.000,00
e i s B i
159 | Manokwari Hah TEr-uk Binfuni Orang/Kal EIDEI.DIEIG.{IL‘I
360 | Manckwan Kab Manckwari Selatan Crang/Kali 750.000,00
| 367 | Manokwan Kab, Pegunungan Adak DrangiKali 2.650.000,00

. Satvan biaya lransportasi dar DKI Jakarta ke kabupaten/kota
sekitar { One Way)

Satuan biaya transportasi dari DK| Jakarta ke kabupaten/kota
sekilar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun
perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabal negara,
pajabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat
kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/ Kota
Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kola
Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau
sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam

negeri,

Satuan Biaya Transportasi Darat darn DKl Jakarta ke
Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada Tabel 2.7



TABEL 2.7
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DRI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA
SEKITAR [ONE WAY)

IBUKOTA
MO |- sl LA ESL.I!'}.LE.JSLE}: I':IJ KOTA SATUAN B E{S;;.E.N

1| Jakarta Kota Bekast Orang/Kall 284.000,00 |
2 | Jakata Kab. Bekasi Orang/kali 284.000.00 |
3 | Jakara Kan Bogor Orang/Hali 300.000.00 |

4 | Jakana Kota Bogor Orang/Kali A00.000,00

5 |Jakata | Kota Depok | crangkal | 275.000,00
& | Jakarta Kola Tangerang Orang/Kali 286.000,00 |

T -:J;ana Foda Tangerang Selatan . Orang'kali L 286.000,00

Jakarla Hab. Targerang Orang/Kah 10000, 0

____ Jakarta Kepulavan Seribu |  OrangiKall 428.000,00

|. PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA
PERJALANAN DINAS
1. Sural Perintah Tugas { SPT )

a. Yang dapal melakukan perjalanan Dinas adalab Pegawal Negeri Sipil dan
Pejabat/Pegawai Megeri Sipil yang ditunjuk cleh Pejabat yang berwenang,
sedangkan bagi Pegawai non PNS maksimal disetarakandengan golongan |

b. Pegawai yang melakukan perjalanan dinas hamus mendapal Sural Perintah
Tugas { SPT ) yang ditandatangani oleh Pejabal yang bervenang yaitu |
1) Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani cleh Bupati ;

2) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD
atau Pimpinan DPRD.

4] Bagi Pejabat Eselon Il a ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati ;

4) Bagi Pejabat Eselon Il b dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten,
Sekretanat OPRD, Badan/ Dinas ditandatangani oleh Bupati atau Wakil
Bupal atau Sekretaris Dasrah Kabupaten.

5) Bag Pejabal Eselon Il di lingkungan Sekretanat Daerah Kabupaten
ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah
Kabupaten atau Asisten yang membidangi.

6) Bagl Pejabat Eselon Il dan IV dilingkungan Sekretariat DPRD
ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.

7) Bag Pejabat Eselon Il pada Badan dan Dinas ditandatangani oleh
Kepala Badan!/ Dinas yang bersangkutan.
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8) Bag Pejabat Eselon IV / pegawai lainnya ditandatangani oleh Pejabat
yang menjadi atasan l[angsungnya.

. Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas

Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditetapkan
sebagai berikut
1) Untuk Penalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati untuk

SPPD ditanda tangani oleh Bupati atas nama atasan langsungnya karena

merupakan Pejabal tertinggi pada tempal kedudukan.

Z2) Panandatanganan SPPD pada lembar | dan lembar Il sebagai berikut ;

a. Sekretanis Daerah Kabupaten/ Dinas/ Badan/ Sekretariat DPRD/
Satpol PP/ Inspektoral ditandatangani oleh KPA atau PA bagl OPD
yang lidak memiliki KPA,;

b, Bagi Pajabat Eselon Il (Kepala Bagian Setda. Kab/ Camat)
ditandatangani oleh KPA atau PA bagi OPD yang tidak memiliki KPA

3) Lembar |l (tempat tujuan) :

a. Pada OPD ditandatangani oleh yang berwenang pada tempat yang
dikunjunagi..

b. Di luar OPD ditandatangani oleh penanggungjawab tempat yang
dikurjungi.

4} Penandatanganan Lembar ke | dan |l Surat Perintah Perjalanan Dinas

(SPPD) dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan
sesuai dengan balas pagu anggaran yang lersedia dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang
lelah disahkan.

Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalul Uang
Persadiann (UP)Ganti Uang Persediaan (GU) dan/atau pembayaran
Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana

perjalanan dinas melebini atau kurang dar biaya perjalanan dinas yang

seharusnya diperianggungjawabkan wajib diselorkan/dibayarkan dengan

ketentuan:

a. kelebihan uang perjalanan dinas yang dibayarkan melalut mekanisme
UPIGU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara

FPengeluaran Pembantu;
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b. kelebihan uang peralanan dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan
ke RKUD melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu,

c. dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui UP/GU dan LS
kurang dari yang seharusnya, dapat diminlakan kekurangannya oleh
pelaksana perjalanan dinas.

. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya

pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan

melampirkan;

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang
menandatangani Surat Tugas,

b. Sural Pernyataan Pembebanan Biaya Pembalalan Perjalanan Dinas, dan

¢. Permyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transportasi dari
perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

. Blaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 6 wyang dapat

dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:

a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau

b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan
yang tidak dapat dikembalikan/refund.

. Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan
Fihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib
mempertangoungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi
tugas. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya pernalanan dinas
disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
paling lambat & (lima) hari kera terhilung setelah perjalanan dinas
dilaksanakan.

. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas melampirkan:

a. Surat Tugas yang sah;

b. SPD wyang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran/ dan pejabat di tempat tujuan perjalanan dinas;

c. tiket pesawat, boarding pass, airport lax, retribusi, dan bukti pembayaran
moda transportasi lainnya;

d. Daftar Pengeluaran Riil;



e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa

kuitansi atau bukli pembayaran lainnyva vang dikeluarkan oleh badan
usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan,

f. bukti pembayaran hotel atau tempat manginap lainnya; dan

g. laporan  hasil pelaksaan peralanan dinas dengan  melampirkan

dokumentasiffoto kegiatan,

10. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel

sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf ¢, huruf e, dan huruf  tidak

diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat

menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

1)

2

3)

Belanja perjalanan dinas biasa luar negeri digunakan untuk

menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negen.

Khusus Ketentuan mengenal standar biaya perjalanan dinas luar negeri

bagl Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada
anggaran kementerian/ lembaga.

Fenganggaran belanja penalanan dinas luar negen memperhatikan

ketentuan

a. Penganggaran belanja peralanan dinas dalam rangka kunjungan
kerja atau studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah
hari dan jumiah orang dibatasi dengan memperhatikan ketersediaan
anggaran dan target kinena dan peralanan dinas dimaksud sehingga
relevan dengan substansi kebijakan Pemernntah Daerah dan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hasil Kunjungan Kerja atau
studi banding dilaporkan sesuai kelentuan peraturan perundang-
undangan.

b. ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan
Anggota DPRD dapal melakukan perjalanan dinas luar negen
Perjalanan dinas luar negen berpedoman pada ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam

MNegeri dan Pemenntah Daerah
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A. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri terinci pada tabel

2.9 benkut ini

TABEL 2.9
SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

{ Dalam US Dollar )

_ BOLONGAN =~ ==
w|  weown | sarum | S | opeo [ Eaen SO
Bupali HH) PHE
i (2) (3) (4) (5) (6) (7
AMERIKA UTARA
1 | Amerka Serikal OH 659 563 505 447
Z | Kanada OH 552 A67 416 365
AMERIKA SELATAN
3 | Argentina OH 534 a2 | 31 343
4 | venezuela CH 557 388 344 343
5 | Brazil aH 436 396 A7H 351
& | Chil CH 434 370 332 294
7 | Kolombia OH 466 413 405 | 365
"8 | Peru oH 459 152 320 280
78 | Suninams OH 460 475 312 ZBS
10 | Ekuador OH 416 155 318 83
[ AMERIKA TENGAH - D
11 | Meksiko OH 553 468 417 366
12 | Kuba OH 453 385 345 305
13 | Panama OH 418 357 320 283
EROPA BARAT
14 | Austria OH | s5p4 453 347 317
15 | Belgia OH 538 456 406 357
16 | Perancis oH 4G 454 413 3R1
17 | Jaman OH 485 415 ﬁ_ 234
16 | Belanda OH 485 416 68 324
19 | Swiss OH 636 570 444 401
| EROPA UTARA B
20 | Denmark OH 5649 491 428 375
21 | Finlandia OH 521 442 394 348
22 | Morwegia OH G621 559 389 386
23 | Swedia OH 615 519 461 403
24 | Inggrs OH 792 774 583 oaz




GOLONGAN
NO NEGARA SATUAN | Bupel | ppgp, | Eselon | SiatColl
Bupati Eselan Il " PNS
(1 (2) (3) 14) 5 | 6 (7)
EROPA SELATAN
25 | Bosnia Herzegovina OH 456 420 334 33
26 | Kroasia OH 555 508 406 | 405
27 | Spanyol OH 457 413 35 296
28 | Yunani oM 427 378 127 289
29 | ltaiia OH | 702 Ba7 446 427
30 | Portugal DH 452 405 133 302
31 | Serbia OH 17 | 375 126 288
EROPA TIMUR |
32 | Bulgaria OH 406 367 320 284
33 | Ceko OH 618 526 447 367
34 | Hongana OH 485 438 390 345
35 | Polandia oH 478 415 363 azn |
36 | Rumania OH 416 381 313 277
37 | Rusia OH 556 512 407 408
38 | Skovakia OH 437 384 341 303
39 | Ukraina OH 485 436 375 331
AFRIKA BARAT
40 | Migeria OH 468 428 405 370
41 | Senegal OH 461 393 335 311
42 | Kamerun CH 468 428 405 arn
| AFRIKA TIMUR i
43 | Eihiopia OH 420 374 330 285
44 | Kenya : OH 457 418 344 a0a
45 | Madagaskar CH 543 366 330 295
46 | Tanzania CH 458 386 357 33
a7 | Zimbabwe OH 430 ADO 330 316
48| Mozambik OH 472 436 356 118
| AFRIKA SELATAN -
49 | Mamiba OH 442 376 312 369
50 | Afrika Selatan OH 440 400 353 A7
AFRIKA UTARA
51 | Aljazan aH 304 61 319 250 |
52 | Mesir OH 481 426 405 361
53 | Maroko OH 442 373 320 298
[ 54 | Tunisia OH 413 320 283 | 252
55 | Sudan ) OH 443 408 358 280
56 | Libya OH 456 393 340 i
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GOLONGAN
Bupali/ Eselon | Siaf Gel |-
b2 HEGARA RATUAM o E':;:EE‘;I Mdan | I/ Non
Bupati 4" FHS
1) (2 (2] {4) (5} {6} (7}
| ASIABARAT
57 | Azerbaijan OH 498 450 365 354
58 | Bahrain OH 483 455 330 257
ESRET OH 461 307 351 310
60 | Yordania OH 504 478 382 338
61 | Kuwait OH 531 401 437 383
62 | Libaron OH 457 389 Jdm 30F
63 | Qalar OH 506 448 349 290
_ﬁ# ;mﬂah OH 358 301 2r2 243
65 | Turki OH 456 364 311 276
66 | Uni Emirat Arab O G EEIE A48 391
&7 | Yaman OH 353 249 | 226 204
68 | Saudi Arabia OH 468 308 356 314
69 | Kesultanan Cman OH 516 437 60 343
ASIA TIMUR
T | Republik Rakyat Tiongkok CiH 411 351 s 2759
71 | Hongkong OH B0 ROT 451 395
72 | Japang OH 519 428 382 336
73 | Korea Selatan OH 515 4567 425 421
74 | Korea Utara oM 494 321 300 2TR
| ASIA SELATAN
75 | Afganistan OH SA5 Rixd 283 250
76 | Bangladesh OH 840 347 287 257
77 | India OH azz a) 327 325
78 | Pakistan OH 480 408 305 263
78 | Srilanka OH 457 362 937 280
(B0 | ran OH 421 332 269 266
T
B1 | Uzbekistan i 458 35;5 317 282
82 | Kazakhstan OH 458 420 334 333
ASIA TENGGARA hn
B3 | Filipina OH 450 380 3BT 265
84 | Singapura o OH 615 519 461 403
B5 | Malaysia OH 435 4T 08 268
BE | Thadand OH 420 158 118 78
B7 | Myanmar OH sa2 | 283 273 245
B8 | Lacs OH 340 277 251 225
B9 | Vietnam OH 407 343 297 251
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MEGARA

SATLIAN

GOLONGAN

Bupai/
Wakil

DPRDY

Esalon il

Eselon
il dan

Staf Gol |-
VY Naon

Bupab I PHS

@ @ () (5) (6) (7)

i

Brunel Darussalam

278

| 94 | 3 252 226

a1
92

| Timor Leste

OH
OH

Kamboja

37 282

a4

277
236

250
212

ASIA PASIFIK

Australia OH 53.5 424 303

Selandia Ban CH 461 411

Kaledonia Baru OH

A0 368 280

Papua Mugini

476 429 T

F i]l OH

p——f—  u

365 337 289

. Saluan Biaya Uang Harian Penalanan Dinas

Luar MNegen merupakan
penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabal Negara/ Pegawai Aparalur
Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri
yang dapat digunakan untuk biaya makan, biaya transportasi lckal, biaya
operasional dan blaya penginapan.
Besaran vang hanan untuk negara yang lidak tercantum dalam lampiran
Peraturan Bupati ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara
Dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
Golongan vang harian untuk Penalanan Dinas yang bersifat rombongan dan
tidak terpisahkan, dapal ditetapkan mengikuli salah satu golongan uwang
harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD)
menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
Dalam hal golongan uang harian bagi pelaksana Surat Perjalanan Dinas
(SPD) yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1
(salu) tempal penginapan bersama, diatur sebagai berkut
a. Masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu)
Tingkat diatasnya; atau
b. Dalam hal uang hanan untuk golongan sebagaimana pada angka 3

tidak mencukupi, golongan uang hanannya dapat dinaikkan melebihi

1 (satu) Tingkat diatasnya.
Dalam hal uang harian tidak mencukupi untuk biaya penginapan pada
kegiatan tertentu yang dihadiri oleh sejumlah Kepala Negara/ Kepala
Pemerintahan, maka uang hanan dapat dibayarkan paling tinggi sebesar




A. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri

.

30% (figa puluh persen) dari besaran uang harian perjalanan dinas Luar

MNegeri, sedangkan biaya penginapan dibayarkan sesuai pengeluaran riil.

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar neger pergi pulang (FP)

merupakan saluan biaya yang digunakan untuk kebuluhan biaya pembelian

likel pesawal udara termasuk biaya asuransi perjalanan sefama dalam moda

transportasi, tidak termasuk airport tax dan biaya retnbusi lainnya. Dalam

pelaksanaan anggaran, satuan biaya likel perjalanan dinas luar neger

menggunakan metode al cost | sesual pengeluaran’ pengeluaran riil), Satuan

Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri terinci pada tabel 2.10

bartkut ini :

TABEL 2.10

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PULANG PERGI

{ Dalam US Dallar )

MO KEOTA BESARARN
ERSERLITIF BISHIS EKCMNOMI
AMERIKA UTARA
1 | Chicago 12.733 6,531 3662
2 | Houston ' 12,635 6487 3591
3 | Los Angeles 11411 5,925 3.242
4 | New York 15,101 11.368 3839
"5 | Otiawa 12.266 9,670  ape3
& | San Fransisco 13.438 7.138 2.987
¥ | Toronto 11.750 8. 564 3,201
B | Vancouver 10,902 7458 3.277
g | Washington = 5480 5,955 3930
i AMERIKA SELATAN N
10 | Bogola 15.309 9426 7.713
11 | Brasiia 16301 | 11.518 5.970
12 | Boenas Aires 23.000 15.300 0400
13 | Caracas 23,128 13.837 B.625
14 | Paramaribo 16.018 9.494 7,353
15 | Santiago de Chile 21874 15,539 8900
16 | Quito 17,325 16.269 124271 |
17 [ Lima 8261 8.263 5.038
AMERIKA TENGAH - '
1B | Meksiko 11.822 8.265 3.966




74-

NO KOTA BESARAN
EKSEKUTIF BISNIS EKONCMI
18 | Havana 14 ¥02 11.223 T.335
20 | Panama 15532 9.306 6185
EROPA BARAT
21 | Vienna 10.520 47T 3.357
33 | Brussel 10713 5.994 3870
23 | Marseille 10.850 5.074 3.541
24 | Parnis 10,724 6.085 3.331
25 | Berin 10.277 6.126 3959
26 | Bem 11.478 6.778 4.355
27 | Bonn 10.945 5.023 3.753
Z8 | Hamburg 9,938 T.638 4.108
29 | Geneva 8,168 5.370 4.333
30 | Amslerdam 8.216 5,208 3331
31 | Den Haag 8,218 G540 33
32 | Frankfurt ¥Ee0 4037 1.065
EROPA UTARA
33 | Kopenhagen 9 696 4920 3730
3 | Helsinki 10.023 5.931 3 fi1
35 | Stockholm 9.917 5.506 3.433
36 | London 11.410 7203 4153
3t | Oslo 5,856 4,773 4.048
ERGPA SELATAN - L
38 | Sarajevo 11.778 7.129 6.033
39 | Zagreb 16,974 10177 5182
40 | Athens 14,911 9.256 8.041
41 | Lisbon 8,308 4.746 3.383
42 | Madrid 10.393 5.085 36N
43 | Roma 10,000 5,000 4,500
44 | Beograd 10.318 6.404 5,564
45 | Vatikan 10.000 6.000 4.500
EROPA TIMUR
46 | Bratislava 7.125 4423 3.842 )
&7 | Bucharest 8830 4.982 a3 |
a8 | Kiey 10.860 6,024 5193
49 | Moskow 89.537 7,206 5143
50 | Praha 19.318 11.848 G.748
51 | Sofia 7473 £.346 3612
52 | Warsawa 10.777 5.052 3.447
53 | Budapesi 8839 5979 2.187
AFRIKA BARAT
" 54 | Dakkar 12,900 9 848 8,555
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NO KOTA BESARAN
EKSEKUTIF BISNIS EKONOMI
55 | Abuja 10,281 7 B48 6.818
56 | Yaouidei 10.281 T.B48 6818
AFRIKA TIMUR
57 | Addis Ababa 7.700 5.B08 5,552
58 | Nairobi 8732 7.966 B.081
59 | Antanananvo 11,779 9.000 B.28z2
60 | Dar Es Salaam 8047 6.599 5,733
61 | Harare 11.118 10,600 6,747
AFRIKA SELATAN
62 | Windhoek 18.241 11,774 7.510
63 | Cape Town 17,182 9703 B.429
64 | Johannesburg 12,843 9802 216
65 | Maputo 11,255 8528  B278
U8 | Prewre 12.943 9,802 futie
AFRIKA UTARA
| 67 | Algiers 9 536 593 5710
|66 | Kairo 8,683 7122 4,483
| 69 | kharowm 5904 4 507 3915
70 | Rabbat B8.910 T2 5665
™ | Tripali B.551 5.7006 4.5975
| T2 | Tunisia 8419 5,18 3619
" | ASIABARAT
73 | Manama 6.573 6.154 4.827
74 | Baghdad 5.433 4.148 3.545
75 | Amman 7561 6431 3,545
TE | Kuwai 6771 4273 3.110
7T | Bairut 7.703 4.490 3,730
78 | Doha 5,216 1639 2,745
78 | Damaskus 8 604 5390 3,325
BO | Ankara 0,449 £.543 3581
A1 | Abu Dhabi 5,283 4978 2727
B2 | Sanea = & 205 5,878 3,678
| 83 | Jeodah 6. 446 3.785 3.321
B4 | Muscat G460 5.1596 ATE
B85 | Riyadh 5,359 3.510 3000
86 | Istanbul 11.081 4,435 2467
&7 | Dubal 4207 4.207 1920
| ASIA TENGAH .
BB | Tashkenl 13.617 8453 7.343
85 | Astana 13 661 12.089 8.962
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ND KOTA BESARAN
EKSERUTIF BISNIS EKONOMI
90 | Baku 13,234 B 556 2 281
ASIA TIMUR
91 | Bagjing 2,595 2.140 1.623
92 | Hongkong 3.028 2.633 1.257
93 | Dsaka 3204 2,686 1,864
94 | Tokyo 3T 2675 1.835
95 | Pyongyang 4.040 229 1,660
96 | Seou 3.233 2.066 1.737
57 | Shanghai 3122 | 2749 1.304
98 | Guangzhou 3,122 2.749 1,304
ASLA SELATAN
93 | Kabul 6307 3905 3,208
100 | Teheran 5 B00 d.-_ﬂt.jllfl 32[!]
101 | Kolombo 31149 2.562 1628
102 | Dhaka 3,063 2843 1002
103 | Islamabad 5.482 3.333 2.501
4‘1i Karachi 4,778 % A33 2.32.1_- .
105 | MNew Delhi 3.500 2.500 1.500
10E | Mumbai 3,063 2 417 1082 |
| ASIA TENGGARA
107 | Bandar Serl Bagawan 1628 1.147 919
108 | Bangkok 2,344 2.104 823
108 | Davan City 2767 2 558 1841
110 | Dimi T4T 451 50
111 | Hanol 1.833 1833 1656 |
112 | Ho Che Minh 1677 1503 1.235
“113 | Johor Bahry 1.195 911 525 |
114 | Kota Rinabalu 1,804 1425 B4
115 | Kuala Lumpur 1.158 659 504
116 | Kuching 2659 | 1.800 364
117 | Manila 2453 1678 1,150
118 | Penang 4918 766 545
119 | Phnom Panh 2202 1.881 1.637
120 | Singapura 991 873 403
121 | Vientiane 2.274 2 025 1.420
1224 | Yangon 1.468 1.212 1.053
123 | Tawau 1.8494 1427 ahd
124 | Songkhla 2344 1,455 23
ASIA PASIFIK ‘
125 | Canberra &.304 6,304 2.500
126 | Darwin 6.689 4,900 3964 |




NO KOTA BESARAN
EKSEKUTIF BISNIS EKONOMI

127 | Meibourne 4 BBB 3814 2 BSR
128 | Moumea f.840 50917 1.816
120 | Perth 5771 1.801 1.525
130 | Port Maresby 17.090 13.835 8252
131 | Suva 12.668 4.461 2,668
132 | Sydney 4 529 4.237 2 557
133 | Vanimo 3.318 2.740 2.380
134 iL_Wmlmmun 11750 90 ., 4120

BER,
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LAMPIRAN Ill PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 15 TAHUN 2025

TENTANG  : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN
DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR

KANTOR
1.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau
pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian
pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifal koordinatif yang
paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau
masyararat.
satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama
penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
a. Pakel Fullboard
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau
pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehar penuh dan
menginap.
Komponen pake! mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (liga)
kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan
fasilitasnya.
b. Paket Fullday
Satuan biaya paket fuliday disediakan uniuk paket kegiatan rapal atau
pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam
lanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kal, rehat kopl dan
kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
¢. Paket Halfday
Satuan biaya paket hallday disediakan unluk paket kegiatan rapat atau
pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima] jam
lanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopl dan
kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
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d. Paket Residence
Satuan biaya pakel residence disediakan untuk paket kegiatan rapal
alau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 {dua
balas) jam dan tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan
3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan
dengan memperhatikan ketentuan sebagai benikut:
a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
1) untuk pejabat eselon |l atau yang disetarakan ke atas, akomodasi |
{satu) kamar untuk 1 {satu) orang.dan
2) untuk pejabat eselon Il ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar unfuk 2
{dua) orang ; dan
b. dalam rangka efisiens) anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran
atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat
atau pertemuan di luar kantor fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan
mengutamakan penggunaan fasilitas millkk daerah serta harus tetap
mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, laat
pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektf,
transparan, dan bertanggung jawab dengan mempernatikan rasa keadilan

dan kepatutan.
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Satuan Biaya Pakel Kegiatan Rapat alau Pertemuan di Luar Kantor terinc
dalam table 3.1 :

TABEL 3.1

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAL PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAL ESELON |

NG PROVIMNSI SATLIAMN HALFDOAY FLLE DAY FULLBOARD RESIDENCE
1 | Aceh | oe Rp 453.000,00 Rp 663.000.00 | Rp 1.732.000,00 | Rp 1.116.000.00
2 | Sumaiera Lhara oF ‘Rp451.000,00 | Rp675.000.00 | Rp 1,350.000,00 | Rp 1,126.000,00
sy, | OF | Rp319.000.00 | Rp 56200000 | Rp1.22900000 | Rp  901.000.00
4 | Kepulauan Riau oP Rp 47100000 | Rp 634.00000 | Rp 1.484.000.00 | Rp 1.105.000.00
3 | Jambi oF Rp 46500000 | Rp 59500000 | Rp 1.538.000.00 | Rp 1,060.000,00
6 | Sumatera Baral oP Rp 35100000 | Rp 50200000 | Rp 149200000 | Rp 85300000
L g;gf:f“ OF | Rp482.000.00 | Rp 718.00000 | Rp 1.448.000.00 | Rp 1,207,000,00
&8 | Lampung oP Rp 452.00000 | Rp 577.000,00 | Rp 1.200.000.00 | Rp 1.029.000,00
9 | Bengkulu op Rp 383.000,00 | Rp538.00000 | Rp 126200000 | Rp 921.000,00
10 | Bangka Belitung op Rp 55500000 | Rp 714.000.00 | Rp 1.632.000.00 | Rp 1.269.000,00
11 | Banten oF Rp 678.000,00 | Rp930.000.00 | Rp 1.752.000.00 | Rp 1.608.000,00
12 | Jawa Bara op Rp 567.00000 | Rp 79900000 | Rp 1.914.000.00 | Rp 1.366.000,00 |
13 | DKL Jakarta QP Rp 760.000,00 | Rp 993.000,00 | Rp 2.257.000,00 | Rp 1.753.000,00
14 | Jawa Tengah aop Rp 426.000,00 Rp 738.000,00 | Rp 1.576.000,00 | Rp 1.164.000,00
15 | DI Yogyakarta oP Rp 458.00000 | Rp&07.00000 | Rp 1.470.00000 = Rp 1.065.000,00
16 | Jawa Timur op Rp 442.00000 | Rp 710.00000 | Rp2.159.000,00 | Rp 1.152.000,00
17 | Bal op Rp 737.000,00 | Rp907.000,00 | Rp2523.00000 Rp1.644.000,00
L g:f:t Tenggara OF | Rp503.000,00 | Rp 80000000 | Rp1.413.000,00 | Rp 1.303.000,00
8 *;ILF'H“:FTE”WW oP Rp 642.000,00 | Rp 1.046.000,00 | Rp 2.013.000,00 | Rp 1.668.000,00
ks E:LTE‘“‘“” OF | Rp462.00000 | Rp&17.00000 | Rp1.247.000 00 | Rp 1.079.000,00
| I te it USRS | S . et % ¥
21 ﬁ:‘ﬂ;ﬂﬁ“ﬁ” OF | Rp 45500000 | Rp 670.00000 | Rp 2,092.200,00 | Rp 1.134.000,00
2 E::;T:;‘E” OF | Rp380.000,00 | Rp 54500000 | Rp 1.340.90000 | Rp 925.000,00
.1._. s — — — —_— — — —— —
48 m:‘f“m” OF | Rp423.00000 | Rp 750.000,00 | Rp 1.250.000,00 | Rp 1.173.000,00
2 'L'ﬂ::““t“" op Rp 39300000 | Rp 72270000 | Rp 1.762.300,00 | Rp 1.116.700.00
25 | Sulawesi Utara Op Rp 490.000,00 | Rp 62000000 | Rp 1.250.000,00 | Rp 1.110.000.00
2t | Gorontalo op Rp 380.000,00 | Rp 56200000 | Rp 2.296.80000 | Rp 952.000,00
27 | Sulawesi Baral op Rp 290.000,00 | Rp 574.000,00 | Rp 1.301.000,00 | Rp 964.000,00
A g;‘:{;‘” oop Rp 403.000,00 | Rp 583.000,00 | Rp2.218000,00 | Rp 986.000,00
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NO | proviNs SATUAN HALFDA'Y FULLDAY FULLBOARD | RESIDENCE
29 ?:‘:f;:f" op Rp 440.000,00 | Rp 652.000,00 | Rp 1.672.000,00 | Rp 1.002.000,00
30 | Sulawes
Tenggara op Rp 510.000,00 | Rp 55200000 | Rp 1.335.000,00 | Rp S49.000,00
31 | Maluku op Rp 463.00000 | Rp 63800000 | Rp 1.881.000,00 | Rp 1.101.000.00
32 | Maluku Utara op Rp 575.000,00 | Rp 693.00000 | Rp 1.220.000,00 | Rp 1.268.000.00
43 | Papua op Rp 48200000 | Rp 768.000,00 | Rp 2.063.000,00 | Rp 1.250.000.00
34 | Papua Barat oP Rp 503.000,00 | Rp 728.000,00 | Rp 1.952.000,00 | Rp 1.231.000.00
= E:;“ Baral OP | Rp503.000,00 | Rp 72800000 | Rp1.952.000.00 | Rp 1.231,000.00
36 | Papua Tengah op Rp 482 000,00 | Rp 788.000,00 | Rp 2.063.000,00 | Rp 1.250.000,00
37 | Papua Selatan oP Rp 709.000,00 | Rp 1,129.000,00 | Rp 3.033.000,00 | Rp 1.838.000.00
28 | Papua '
| Pegunungan T ol Hp_?ﬂ‘a-ﬂﬂﬂ.t?ﬂ Rp 1070000060 | Rp 2.569.000,00 | Rg 1.809.000.00
TABEL 3.2
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON 1l
NO PROVINS SATUAN HALFDAY FULLDAY FLILLBOARD RESIDENCE
1 | Acen OP | Rp41300000 | Rp575.000,00 | Rp 1.075.00000 | Rp 988.000,00
2 | Sumatera Utara op Rp 411.000.00 | Rp 511.000.00 | Rp 1.011.000,00 | Rp 922000.00
3 | Riau oP Rp 279.000,00 | Rp 432.000.00 | Rp 1.084.000,00 | Rp 711.000,00
4 | Kepulauan Riau op Rp 43100000 | Rp §31.000.00 | Rp1.170.000,00 | Rp 062.000,00
5 | Jambi op Rp 42500000 | Rp 525.000.00 | Rp 1.296.000,00 | Rp 95000000
6 | Sumabtera Barat oP Fp 311.000,00 | Rp 432.000 [Iﬂ Fip EHST l'.'JI]ﬂ III Ep_?‘_-#g EH}D 'EID
7 g;”ﬁ";"s"‘ aP Rp 391.000.00 | Rp 50200000 | Rp 103000000 | Rp 893 000,00
8 [ Lampung O | Rp 421.000,00 | Rp 51200000 | Rp 950.000.00 | Rp 833000,00
9 | Bengkulu op Rp 343.000,00 | Rp 468.000,00 | Rp 106200000 | Rp #11.000,00
I_@__Banghﬁ Bedilung P Rp 44900000 | Rp 582.000,00 | Rp L.115.000,00 | Rp 1.031.000,00
11 | Banten | op | Rp 50200000 | Rp 632.000,00 | Rp 1.201.000,00 | Rp 1.134.000,00
12 | Jawa Barat op Rp 47400000 | Rp £92000,00 | Rp 1.110.000,00 | Rp 1.166.000,00
13 | DK |. Jakarta op Rp 542.000,00 | Rp B67.00000 | Rp 1.347.000,00 | Rp 1.209.000.00
14 | JawaTengah | OF Rp 303.000,00 | Rp 47400000 | Rp 91300000 | Rp 777.000.00
15 | D1 Yogvakarta o Rp 332 l]lﬂﬂl 0o Rq:l 507.000,00 | Rp1.204.00000 | Rp  B30.000,00
16 | Jawa Timur oP Rp 398.00000 | Rp £23.000.00 | Rp 1 | 784.000,00 | Rp 1.021.000.00
17 | Baii 0P | Rp 488.000,00 | Rp £52.000.00 | Rp 1.569.000.00 | Rp 1.140,000.00
'8 2:?::‘3”9’9” oP Rp 488.000,00 | Rp 713.000.00 | Rp 1.213.000,00 | Rp 1.201.000.00 I
19 :,“:::;TE”““ 0P | Rp 463.000,00 | Rp €02.000,00 | Rp.1.294.000,00 | Rp 1.065.000,00 ]
20 E:’r'f“m“ op Rp 42200000 | Rp 547.000.00 | Rp 1.047.000,00 | Rp  969.000.00 |
21 ﬁ:l?::m" op Rp 415.000,00 | Rp 60200000 | Rp 1.902.000,00 | Rp 1.024.000.00
22 | Kalimantan op Rp 340.000,00 | Rp 47500000 | Rp 1.219.000,00 | Rp 815.000.00




NO PROVINS| | SATUAN | HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE
Salatan
23 ﬁ:{ﬂ“‘“ oP Rp 324 000,00 | Rp 47800000 | Rp 1.050.000,00 | Rp  802.000.00
24 E?_E”E" OF Rp 373.000,00 | Rp 657.00000 | Rp1.603.00000 | Rp 1.030.000,00
25 | Sulawesi Utara oP Rp 450.00000 Rp 55000000 | Rp 1.050.00000 | Rp 1.000.000,00
26 | Gorontalo OF Rp 35000000 | Rp 49200000 | Rp 208800000 | Rp 842 000,00
27 | SBulawesi Barat GF'_ HE 0000000 | Rp S04.00000 | Rp1.101.000.00 | Rp  854.000,00
2% | ey op Rp 36300000 | Rp 513.00000 | Rp 157400000 | Rp  876.000,00
29 ?:LE?]” op Rp 400.000.00 | Rp 5B2.00000 | Rp 152000000 | Rp 962.000,00
| _LEIdll =l
Sulawes
0 | Tenggars Rp 464.000.00 | Rp 604.000.00 | Rp1.171.000.00 | Rp 1.088.000.00
31 | Malukw op Rp 423.000.00 | Rp 568.000.00 | Rp 1.710.000.00 | Ry 991.000,00
32 | Maluku Utara oF Rp 52300000 | Rp 623.00000 | Rp 1.050.000.00 | Rp 1.146.000.00
33 | Papua oF Rp 442.000,00 | Rp G698.000.00 | Rp 1.863.000,00 | Rp 1.140.000,00
14 | Papua Barat oF Rp 463.000,00 | Rp 658.00000 | Rp 1.752.000,00 | Rp 1.121.000,00
35 E:;:“ Raral OF | Rp 463.000,00 | Rp 658.00000 | Rp 1.752.000,00 | Rp 1.121.000,00
36 | Papua Tengah oP Rp 442.000,00 | Rp 698.000,00 | Rp 1.863.000,00 | Rp 1.140.000.00
37 | Papua Selatan OF | Rp 650.000,00 | Rp 1.026.000,00 | Rp 2.739.000,00 | Rp 1.676.000,00
| Papua
38 ﬁ| Pegunungan aP Fp &50.000,00 | Rp 1.026.0000d | Rp2.732.00000 | Bp 1 676.000,00

1.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan blaya dalam mengalokasikan uang harian kegiatan fullboard, fullday

dan halfday, atau kegialan residence terinci pada T.abel 3.3 Panitia yang

memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan

dan

penyelesaian

kegiatan pertanggungjawaban

dan

peserta yang

memerlukan wakiu tambahan untuk berangkal atau pulang di luar waktu

pelaksanaan kegiatan, dapat di alokasikan biaya penginapan dan uang haran

parjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum

dan / atau 1 (satu) harn sesudah pelaksanaan kegiatan,




TABEL 3.3
LIANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATALU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
NO. st e siises | desave e ]
DALAM KOTA
1 | Aceh OH | Rp 12000000 | Rp 8500000 | Rp 12000000 |
2 | Sumatera Utara OH | Rp 13000000 | Rp 9500000 | Rp 130.000.00
3 | Riau oH Ro 13000000 | Rp B5000,00 | Rp  130.000.00
4 | Kepulauan Riau OH Rp 13000000 | Rp 9500000 | Rp 130.000.00
& | Jambi OH Bp 13000000 [ Rp _QE.MD.I:ID Rp 130.000,00
6 | Sumatera Baral OM | Rp 12000000 | Rp B5000,00 | Rp 120.000,00
7 |SumateraSelstan | ©OH | Rp 120.00000 | Rp 8500000 | Rp 120.000,00
B | Lampung OH | Rp 13000000 | Rp 9500000 | Rp 13000000
5 | Bengkulu OH Rp 13000000 | Rp 9500000 | Rp 130.000,00
|10 | Bangka Belung OH | Rp 13000000 | Rp 9500000 | Rp 120.000,00
11 | Banten OH | Rp 12000000 | Rp 85000.00 | Rp  120.000,00
12 | Jawa Barai OH | Rp  150.000,00 | Rp 10500000 | Rp 150.000,00
13 | DK | Jakana OH Rp 180.000,00 | Rp 130.000.00 | Rp 180.00D,00
14 | Jawa Tengah OH | Rp 13000000 | Rp 9500000 [ Rp  130.000,00
15 | D.I. Yogyakarta OH | Rp 140.000,00 | Rp 100.000.00 | Rp  140.000,00
| 16 | Jawa Timur OH | Rp 14000000 | Rp 10000000 | Rp 140.000,00
17 |Bai OH Rp 16000000 | Rp 11500000 | Rp 160.000,00
18 Eﬂf; Tenggara OH Rp 15000000 | Rp 105.00000 | Rp 150.000,00
1. Sl THEA OH | Rp 140000.00 | Rp 10000000 | Rp 140.000.00
20 | Kalimantan Barat OH | Rp 13000000 | Rp 9500000 | Rp  130.000.00
a1 ﬁﬂ:gﬁjﬁ""‘ﬂ" OH | Rp 12000000 @Rp 8500000 | Rp  120.000.00
22 EEE:H" OH | Rp 13000000 @Rp 9500000 | Rp 130.000.00
23 | Kalimantan Timur OH Rp 15h.ﬂm.un Fp 10500000 | Rp 150.000,00
24 | Kalimantan Utara OH Rp 15000000 | Rp 10500000 | Rp  150.000.00
25 | Sulawesi Utara OH | Rp 13000000 | Rp 9500000 | Rp  130.000.00
26 | Gorontalo OH | Rp 13000000 | Rp 9500000 | Rp 130.00000 |
97 | Sulawesi Baral OH | Rp 12000000 | Rp 8500000 | Rp 120.000.00
ZB | Sulawesi Sedatan 0H Rp 15000000 | Rp 10500000 [ Rp  150.000,00
29 |SulawesiTengah | OH | Rp  130.000,00 | Rp 9500000 | Rp  130.000,40
30 |SulawesiTenggara | ©OH | Rp 13000000 | Rp 9500000 | Rp 130.000,00
31 | Maluku OH Rp 12000000 | Rp 8500000 | Rp 120.000,00
32 | Maluku Utara OH | Rp 13000000 | Rp 9500000 | Rp  130.000,00
33 | Papua OH | Rp 200.000,00 | Rp 14000000 | Rp 20000000
a4 Papua Baral oH Rp 1000000 | Rp 11500000 | Rp 160.000.00
35 | Papua Barat Daya OH Rp 160.000,00 [ Rp 11500000 | Rp 160.000,00
36 | Papua Tengah OH | Rp 20000000 | Rp 140.00000 | Rp 20000000
47 | Papua Selatan OH | Rp 200.000,00 | Rp 14000000 | Rp 200.000,00
38 ;:;ﬁun s OH | Rp 20000000 | Rp 14000000 | Rp 20000000




1.3 Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Biaya kegiatan rapat di dalam kantor berupa biaya konsumsi rapat yang

merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan

kebutuhan biaya pengadaan makan dan Kudapan, lermasuk minuman untuk

rapat atau pertemuan:

a. rapal koordinasi tingkat kepala daerah, eselon |, atau setara yang

peserlanya menten, eselon |, atau pejabal yang selara;alau

b. rapal biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon ||

lainnya, eselon | lainnya, kementenan negara, lembaga lainnya, instansi

pemernntah, danfatau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama

2 (dua) jam.
TABEL 34
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT
KUDAPAMN
MO PROVIMSI JATIM SATLIAN PIAK AN (SNACK]
RARPAT KOORDINASI
TINGKAT KEPALA
1 DAERAH! ESELON U Orang/®all | Rp 110.,000,00 | Rp 49.000,00
SETARA
2 |RAPAT BIASA Drang®ali (Rp 45,000,083 Fp 23.000,00

c. Hidangan rapatkegiatan untuk tamu Pemerintah Kabupaten (Presiden,

Wakil Presiden, Duta Besar, Delegasi Megara Asing, Menteri dan

Pejabal setingkat Menteri, Gubemur dan Wakil Gubemmur) :

1. Prasmanan VYVIP (Presiden dan Wakil
Presiden)

Prasmanan VIP

Masi Kotak VIP

Kue-Kue Prasmanan VIP

Kue-Kue Kardus VIP

Masi Tumpeng VIP

S oo oW

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

750.000,00
300.000,00
110.000,00
70.000,00
49.000.,00
2.000.000,00

Biaya hidangan rapatkegialan lersebut hendaknya memperhatikan

prinsip efisiensi, efektivitas dan disesuaikan dengan kebutuhan.




d. Hidangan rapat'kegiatan lainnya :

:
2. Nasi Kotak
<
4
5
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Frasmanan

Kue Prasmanan

. Kue Kotak
. Nasi Tumpeng

B0.000,00
49.000,00
40.000,00
35.000,00
1.000.000,00
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : TAHUM 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUMN ANGGARAN 2025

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya
pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/ atau
kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua
melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemennlah
daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor
listrik berbasis baterai (KBLEB) belum termasuk biaya pengiriman dan
pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus
memperhitungkan kebijakan pemerintah terkail KBLEE.

Standar Barang dan Slandar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada
ketentuan yang berlaku.

TABEL 4.1
KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO URAIAN SATUAN BESARAN |
1. FEPM_A DAERAH/ WAKIL Unit Rp 878.913.000,00
f(EP.ﬂ.LA DAERAH! PIMPINAN |
PF’HD |
2, FEJABAT ESELON II: [ Unit Rp 764.021.000,00

TABEL 4.2
KENDARAAN OPERASICNAL KANTOR DAN/ ATAU
LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO.]  JENIS KENDARAAN SATUAN | BESARAN

1. PICK UP Unit  |Rp 263.849.000,00
2. MINIBUS Unit  |Rp 376.363.000,00
3. [DOUBLE GARDAN | Unt |Rp 513.056.000.00
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TABEL 4.3
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO. "URAIAN SATUAN BESARAN
1. |Roda 4 dan/ atau Bus Kecil Unit Rp AQE.HWDI:IB,DD‘
2. |Roda 6 dan/ atau Bus Sedang Linit

[Flp ?ﬁﬂ.azu-um,oq

3. |Roda 6 dan/ atau Bus Besar Unit Jﬂp 1 .zﬁa.zm_nm,mi
TABEL 4.4
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ ATAU
LAPANGAN RODA 2 (DUA)
NO. URAIAN SATUAN BESARAN
KENDARAAN OPERASIONAL Unit Rp 38.461.000,00
2. | KENDARAAN LAPANGAN Unit Rp 43.340,000,00
TABEL 4.5
KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERA|
NO. URAIAN SATUAN BESARAN
1. | Pejabat Eselon | Unit Rp 966.804.000
| 2. | Pajabat Eselon || Unit Rp 746 1 10.000
3. | Kendaraan Operasional Kantor | Unit Rp 430.080.000
4. | Kendaraan Roda Dua Unit Rp 28.000.000
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LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR . 2% TAHUN 2025

TENTANG . PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN
DALAM NEGERI
Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan
kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam
negerl, guna menjaga atau memperahankan gedung dan bangunan
kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat
kerusakan kurang dan atau sama dengan 2% (dua persen) dan nilal
bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau
bangunan dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan
kelentuan peraluran perundang-undangan.
Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan
gedung, atau bangunan bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor,
Satuan Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri
dialokasikan untuk :
a. Gedung atau bangunan milik daerah;dan/atau
b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/alau
dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur
tenlang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk
melakukan pemealiharaan.
Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri
tennci sebagai berikul
1) Gedung bertingkat = Rp. 196.000/m*tahun
2) Gedung tidak bertingkat = Rp. 170.000/m*tahun
3} Halaman gedung/bangunan kantor = Rp. 10.000,00/m*tahun

2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS
Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan saluan
biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan
biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang
digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar lelap
dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
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Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau
pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
(KBELEB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda

Momor Kendaraan (STNK), wyang besarannya mengacu pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan

dinas memperhatikan ketentuan sebagai bernkut:
Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

1) kendaraan vyang rusak beral vyang memerlukan biaya
pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari
daftar inventaris; dan/ atau

2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau
overhaul,

Satuan biaya pemeliharaan terinci dalam tabel berikut |

TABEL 5.1
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT
NO URAIAN SATUAN BESARAN
1. | KEPALA DAERAH / KETUA | Unit'Tahun | Rp 45670.000.00
DPRD
2. | ANGGOTA DPRD Unit'Tahun | Rp 44.010.000.00
3. | PEJABAT ESELON | Unit/Tahun | Rp 42.350.000,00
PEJABAT ESELON I Unit‘Tahun | Rp 42.370.000,00
TABEL 5.2
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
BIAYA
NO TIPE KENDARAAN SATUAN PEMELIHARAAN
1. | RODA EMPAT Unit/Tahun | Rp 36.940.000,00
2. | DOUBLE GARDAN ! Unit/Tahun | Rp 39.630.000.00
3. | RODA DUA . Unit/Tahun | Rp  4.970.000,00




TABEL 6.3
SATUAN BIAYA PENGURUSAN STNKB

JENIS KENDARAAN

NO 1 TAHUN 5 TAHUN
1 Jenis Sedan / Jeep (VIP) | Rp. 5.000.000,00 | Rp. 5.500.000,00
Jenis Bus dan Truck Rp. 3.000.000,00 | Rp. 3.500.00000
Jenis =
Rp. 1.500.000,00 | Rp. 2.000.000.00 |
Sedan, Jeep, Station/Pickup
| Sepeda Motor diatas 500cc | Rp, 1.500.000,00 | Rp. 1.800.000,00
| Sepeda Motor sampai |
be g Rp. 400.000,00 | Rp. 600.000,00

dengan 500cc

Untuk kendaraan (lerteniu dapat

dianggarkan biaya LUji

KIR

(Rp 1.000.000) dan Perpanjangan STNK untuk Nomor Khusus per tahun
(Rp £.000.000) dan atau mengalami kenalkan maksimal 50% dar lahun

sebelumnya.

TABEL 5.4
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL RODA 6 DAN SPEED BOAT

MO URAIAN SATUAN BESARAN
(1) (@) (3) (4)

1.  Rodab UnivTahun | Rp. 37.110.000 ]

2 Speed boat Unit'Tahun

Rp. 20.240.000 |

TABEL 5.5
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN
DINAS LISTRIK BERBASIS BATERAI

i

MO URALAN SATUAN BESARAMN

(1) (2) () ()

1. |Pejabat Eselon | UnitTahun Rp. 11.100.000
5. Fejabat Eselon || UnitTahun Rp. 10.990.000
3. | Kendaraan Operasional Kanlor | univTahun Rp. 10.460.000
4. |Kendaraan Roda Dua Unit/Tahun Rp. '3.200.000 |
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3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR
Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang

digunakan wuntuk mempertahankan barang

inventaris kantor (yang

digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal
komputer/ notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi
normal (beroperasi dengan balk). Biaya pemeliharaan genset belum
termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer
belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan
Sarana Kantor terinci sebagaimana tabel di bawah :

TABEL 5.4
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO URAIAN SATUAN BESARAN
1 | Inventaris Kantor Pegawai/Tahun Rp  80.000,00
2 | Personal Computer/\Notebook | UnitTahun Rp 730.000,00
3 | Printer UnitTahun Rp 69000000
4 | AC Slplit UnitTahun Rp 610.000,00
& | Genset lebih kecil dari 50 KVA | UnitTahun Rp 7.190.000,00
6 | Genset 75 KVA UnitTahun Rp 8.640.000,00
7 | Genset 100 KVA UnitTahun Rp 10.150.000,00
8 | Genset 125 KVA Unit/Tahun Rp 10.780.000,00
9 | Gensef 150 KVA, UnitTahun Rp 13.260.000,00
10 | Genset 175 KVA UnitfTahun Rp 14.810.000,00
11 | Genset 200 KVA UnitTahun Rp 15.850.000,00
12 | Genset 250 KVA UnitTahun Rp 16.790.000,00
13 | Genset 275 KVA UnitTahun Rp 17.760.000,00
14 | Genset 300 KVA Unit/Tahun Rp 20.960.000,00
15 | Genset 350 KVA Unit/Tahun Rp 22.960.000,00 |
16 | Gensel30 KVA UnitTahun " Rp 25520 000,00
17 | Génset 500 KVA i /| Re 31.770.000,00 |

74
(MAD FAWAIT
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LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : TAHUN 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN BIAYA LEMBUR

Kera lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh seocrang

pegawal pada waktu—wakiu tertentu diluar wakte kena sebagaimana telah

ditetapkan bagi tiap-iap OPD. Pemberian dan pembayaran uang lembur dan uang

makan lembur diatur dengan ketentuan sebagai berikut ;

&,

Uang lembur tidak dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara
yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang kretenanya
diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800-4700 Tahun
2020 .
Uang Lembur dapat diberikan kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
Uang Lembur merupakan kompensasi bagl Pegawai Aparatur Sipil Negara
Mon Penerima TPP dan Pegawai Non Aparatur Sipil Megara yang
melakukan kerja lembur berdasarkan Surat Ferintah Kerja dan Hejabat
yang berwenang.
Uang Makan Lembur diberikan kepada Pegawa Aparalur Sipil Negara
dan Pegawai Mon Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur selama
paling sedikit 2 {dua) jam penuh dan diberikan paling banyak 1 { satu ) kali
per han { Pemberian Uang Makan Lembur dapat dibenkan dalam bentuk
Matura dan menurut kemampuan anggaran ).
Uarg Makan lembur dapatl dibenkan kepada Pegawal Aparatur Sipil
Megara yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai dangan
memperhatikan ketentuan pada point huruf d dan melakukan kerja lembur
berdasarkan Surat Perintah Kerja dari Pejabat yang berwenang.

1. Standar Uang Lembur :

- Golongan IV . Rp 36.000.- Orang/Jam
- Golongan i - Rp 30.000,- Orang/Jam
- Golongan I : Rp 24.000,- Orang/Jam
- Golongan | : Rp 18.000.- Orang/Jam

- Non ASN . Rp. 18.000,- Orang/Jam



a3

2. Standar Uang Makan Lembur :

- GGolongan IV . Rp 41.000 - Orang/Hari
- Golongan Il . Rp 37.000,- Orang/Hari
- Galangan |l dan | : Rp 35.000 - Orang/Hari
- MNon ASN : Rp. 31.000, - Orang/Hari

f. SPJ Kelengkapan Kegiatan Lembur disertai dengan Laporan Hasil Lembur
g. Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal byls utnya.
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LAMPIRAN VIl PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR <5 TAHUN 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN
INSEDENTIL
Saluan biaya sewa kendaraan merupakan saluan biaya yang digunakan untuk

perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empal), roda 6

(enamlbus sedang, dan roda 6 (enam)bus besar untuk kegiatan yang

sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus). Satuan biaya ini

diperuntukan bagl :

1.

Pejabat Negara yang melakukan peralanan dinas dalam negeri di tempat
tujuan; atau

Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala
besar, dan lidak tersedia kendaraan dinas serla dilakukan secara selektf
dan efisien.

Biaya sewa kendaraan termasuk bahan bakar dan pengemudi dibayarkan
sesual biaya at cost/riil,

Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ni
adalah kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) seat. Dalam
hal diperiukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas lebih dan 7
(tujuh seat) dapat diberikan paling tingg: 150% ( serratus lima puluh
persen ) dan satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).

Bagl Peabat MNegara/Menteri/Pimpinan Lembaga Negara/ Pimpinan
Lembaga setingkal MenteriGubernurWakil Gubemur, BupatiWWakil
Bupati, Walikota’Wakil Walikota, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/saluan
biava lebih tinggi, dapal mengacu ke harga pasar/ bersifat at cost/riil.
Mekanisme sewa kendaraan insidentil mengikuti ketentuan perundang-

undangan mengenai pengadaan barang/jasa.



TABEL 7.1

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN KEGIATAN INSIDENTIL

|
'NO.| PROVINS| | SATUAN| RODA4 e ™
SEDANG

1 | Banten Per hari | Rp.1.070.000 Rp.3.208.000 | Rp.4.368.000
2 | Jawa Baral Perhari |Rp. 98B.000 | Rp.2563.000 | Rp.3602000
3 | Dki Jakarla Per hari | Rp.1.305.000 Rp.2 B16.000 | Rp.3.938.000
4 | Jawa Tengah Per hari | Rp.1.374.000 Rp.3.063.000 | Rp.4.492.000
5 | D.I.Yogyakana Perhar | Rp. 978.000 Rp.2.570.000 | R.p3.808.000
B Jawa Timur Per han | Rp.1.212.000 Rp.2 446.000 Rp.3.303.000
7 | Bal | Perhari | Rp.1.275.000 Rp.3.174.000 | Rp.4.224.000
2. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR |/

LAPANGAN

Sewa Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan digunakan untuk kebutuhan

biaya sewa Kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan

dinas kantor sebagal pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam paelaksanaannya harus memenuhi beberapa ketentuan yakni

a. Sebelum melakukan perjanjian sewa. satuan kerja penyewa waijib

. Penggunaan sewa kendaraan operasional

melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa

kondisi kendaraan vyang disewa selalu siap pakai  (lermasuk

pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan
tidak berfungsi oleh karenanya atas

alokasikan

sebagaimana mestinya),

kendaraan vyang dimaksud tidak dapat di blaya

pemeliharaan.
kantorflapangan  ini
dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah

afektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai

pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap
menjadi bagian dar rencana kebutuhan yang mengacu pada standar
barang dan slandar kebuluban wuntuk penyediaan pengadaan

kendaraan operasional kantor dan  sesuai  dengan  kelenluan

perundang-undangan yang berlaku.



. Sewa kendaraan operasional kantor / lapangan dapat diperuntukkan
bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan cperasional kantor
dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

d. Satuan biaya sewa kendaraan dan mekanisme sewa kendaraan
operasional kantor / l|apangan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.
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LAMPIRAN VIll PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR - 25 TAHUN 2025

TENTANG  : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN BIAYA TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA
JENJANG KUALIFIKASI AHLI UNTUK LAYANAN JASA
KONSULTANSI KONSTRUKSI

. Bilaya Tenaga kerja konstruksi nasional pada jenjang Kualifikas: Ahli dalam
rangka seleksi nasional disusun berdasarkan ;

a. Kualifikasi ahli;

b. Tahun pengalaman profesi yang setara | comparable expenences); dan
c. Tingkat pendidikan strata 1 (51), Strata 2 (S2) dan Srata 3 (53)

. Biaya tenaga ahli konstruksi nasional pada jenjang Kualifikasi Ahli dalam
rangka seleksi internasional disusun berdasarkan :

a. Tahun pengalaman profesi yang setara | comparable expenences)

b. Tingkat pendidikan 51, 52, §3.

3. Biaya Tenaga Konstruksi Asing pada jenjang kualifikasi disetarakan ahli

dalam rangka seleksi nasional atau seleksi internasional disusun

berdasarkan :

a. Tahun pengalaman profesi yang setara | comparable expenences)

b. Tingkat pendidikan 51, 52, 53.

. Upah pokok yang dibayarkan tenaga kerja konstruksi nasional pada jenjang

kualifikasi ahli sebasar minimat ;

a. 30% (tiga puluh persen) dari besaran biaya minimal tenaga ahli tetap;

b. 55% (lima puluh lima persen ) dan besaran biayva minimal tenaga ahl
lidak tetap.



Besaran Remunearasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Nasional Pada Jenjang
Kualifikasi Ahli Dalam Rangka Seleksi Nasional

BESARAN REMUNERASI MIMIMAL
BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESIONAL YANG SETARA
(COMPARABLE EXPERIENCES) *)

TABEL 1

Provinsi Jawa Timur Indeks = 0,953

KUALIFIKASI | Pengalaman®™ | 51/ Setara®** | S2/Setara®** | S3/ Setara™"
TENAGA AHLI (Thnj
{(Rp¥Bulan (Rp)Bulan (Rp¥Bulan
AHLI MUDA / JENJANG 7 | 1 30.775.400 | 30.496.000 35.737.500
2 | 22490800 | 32592600 | 38024700 |
AHLIMADYA/ | 1 | 3 | 24.206.200 | 34.593.900 40.311.900
JENJANG 8 2 4 | 25921600 | 36.585.200 42.589.100
3 5 | 27.637.000 | 38.596.500 44.886.300
AHLIUTAMA [ 1 4 6 | 20.352400 | 40.883.700 49,556,000
(JENJANGS | 2 | § | 7 | 31.067.800 | 42.885.000 51,843.200
3 | 6 8 | 32878500 | 44.886.300 54.130.400
4 7 9 | 34.593.900 | 47.173.500 56,417.600
5 | B8 | 10 | 356.309.300 | 49.270.100 58.704.800
6 | 9 | 11 | 38024700 | 51271400 | 60982000 |
7 | 10 | 12 | 39.740.100 53.558.600 63.279.200
8 [ 11 | 13 | 41.455500 | 55.559.900 65.661.700
"9 | 12 | 14 | 43.170.900 | 57.561.200 | 67.948.900
10 | 13 | 15 | 44.886.300 59.848.400 70.236.100
11 | 14 | 16 | 46.601.700 61.849.700 72.523.300
12 | 15 | 17 | 48.317.100 63.851.000 74.810.500
13 | 16 | 18 | 50.127.800 66.233.500 77.087.700
14 | 17 | 19 | 51.843.200 | 68.234.800 | 79.384.900
15 | 18 | 20 | 53.558.600 70.236.100 81.767.400
16 | 19 | 21 | 55.274.000 72.523.300 84.054.600
17 | 20 | 22 | 56.989.400 | 74.524.600 86.341.800
18 | 21 | 23 | 58.704.800 76,525,900 AR8.629.000
19 | 22 | 24 | 60.420.200 | 7B.717.800 | 91678.600 |
20 | 23 | 25 | 62.135.600 80.814.400 94.061.100




TABEL 2
Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerna Konstruksi Nasional Pada Jenjang
Kualifikasi Ahli Dalam Rangka Seleks| Internasional

Pengalaman® | S1/Setara®" (Rp) S2 | Setara™ (Rp) 53/ Setara™ (Rp)
(Thn) Per bulan Per bulan Per bulan
1 36.000.000 61.600.000 65.300.000
2 42.600.000 £8.200.000 72.200.000
3 49,200,000 74,900,000 79.300.000
4 55.800.000 £1.200.000 86.200.000
5 £2.200.000 87.800.000 93.100.000
A £8.800.000 94.400.000 100.200.000
7 75.400.000 101.000.000 107.100.000
] £2.000.000 107.600.000 114.000.000 |
] B8.300.000 114.200.000 121.100.000
10 94,900,000 120.600.000 128.000.000
11 101,500.000 127.200.000 134.900.000
12 108,200,000 133.800.000 141.700.000
13 114.500.000 140,400.000 148.900.000
14 121.100.000 147.000.000 155.700.000
15 127.700.000 153.600.000 162.600.000
16 134,300.000 ~ 160.000.000 169.700.000
17 140.700.000 166.600.000 176.600.000
1 147.300.000 173.200.000 183.500.000
19 153.900.000 179,800.000 190.600.000
20 160.500.000 186,400.000 197.500.000
21 166.800.000 182.700.000 204.400.000
22 173.400.000 199,300.000 211.200,000
23 180.100.000 206.000.000 218.400.000
24 186.700.000 212.600.000 225.200.000
25 153.000.000 218,200.000 232.100.000




TABEL 3

Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Asing Pada

Jenjang Kualifikasi Disetarakan Ahli Dalam Rangka Seleksi Nasional
Atau Seleksi Internasional

‘Pengalaman* | S1/ Setara** (Rp) Per | 52/ Setara™ (Rp) Per | S3/ Setara™ (Rp) Per
{Thn) bulan bulan bulan
i B 98 254 300 168.013.900 178.115.700
2 116.170.700 185.730.700 196,985,100
3 134.087.100 203.560.800 215.949.800
4 151.717.600 221 477.200 234 819.200
5 169 538.700 239.393 600 253 688.600
6 187.455.100 257.214.700 272.843.900
7 205.371.500 275.131.100 291.713.300
8 223 002.000 293,047 500 310.678.000
9 240.823.100 310.868 600 329 547 400
10 258 738.500 328.785.000 348 416.800
11 276.655.900 345.701.400 367.286.200
12 204 286 400 | 384.522.500 386.441.500
13 312.107.500 ' 382.153.000 405.310.900
14 330.023.900 400.355.300 424 275 600
15 347.940.300 418.176.400 443.145.000
16 - 365.570.800 435.806.900 462.014.400
17 383.391.900 453.723 300 480.883 800
18 401.308.300 471.639.700 499 848 500
19 418.938.800 489460 800 518.908.500
20 436.855.200 507.377.200 537.873.200
21 454 676.300 525.293 600 556.742 600
22 472 592 700 543.114.700 575.612.000
| 23 490.223.200 561.031.100 504 481.400
_J 24 508 139.600 578.947 500 613 446.100
: 25 525.960.700 596.768 600 632 601.400
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LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR
TENTANG

45 TAHUN 2025
. PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN BIAYA UPAH

1. Biaya upah diberikan kepada Pegawal Mon Aparalur Sipil Negara ( Dalabase

BKN dan Mon Database BKN ) yang sedang menunggu proses menjadi PPPK

Paruh Waktu. Biaya upah dibayarkan maksimal sesuai ketentuan standart

biaya upah yang di atur dalam Peraturan Bupati ini.

Untuk Pegawal Non Aparatur Sipll Negara ( Database BKN dan Non Database

BKN } yang sedang menunggu proses menjadi PPPK Paruh Wakiu, OPD

dapat mengalokasikan tambahan upah sebanyak 1 (satu) bulan sebagai

tunjangan hari raya keagamaan disesualkan dengan kemampuan anggaran

dan dibayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

TABEL 9.1

TABEL SATUAN BIAYA UPAH PEGAWAI NON ASN
DATABASE / NON DATABASE BKN

NO

URAIAN

SATUAN

BESARAN

UPAH PEGAWAI NON ASN DATABASE /| NON DATABASE BKN

| lIjasah SO sd SMP / Sederajat Masa OB Rp. 1.000.000,00
| Kena 0-5th oz —
| ljasah SD sd SMP | Sederajat Masa OB Rp, 1.250.000,00
| Kena B-10th o |
| ljasah 50 sd SMP | Sederajat Masa OB Rp, 1.500.000.00
(Keqa=10 ~
| ljasah SMA | Sederajat Masa Kerja 0-5th OB Rp. 2.000.000.00
ljasah SMA [ Sederajat Masa Kerja B- 0B Rp, 2.150.000,00
10th
ljasah SMA [ Sederajat Masa Kerja =10 OB Rp. 2.300.000,00
ljasah DI DIE DI Sarjana Terapan OB Rp. 2.300.000,00
Masza Kerja 0-5th
ljasah DI DI DIl Sanana Terapan OB Rp. 2.400.030.00
Masza Kerja 5-10th
ljasah DI DIV DI Sarjana Terapan OB Rp. 2.500.000.00
 Masa Kena »10 =
ljasah 51 Masa Kerja 0-5th OB Rp. 2.500.000.00
ljasah 51 Masa Kerja 6-10th OB | Rp, 2.750.000,00
ljasah S1 Masa Kerja >10 o OB Rp. 2.900.000.00
| ligsah 52 Masa Kerja 0-5th OB Rp. 2.900.000,00
 ljasah 52 Masa Kerja 6-10th OB Rp. 3.100.000.00
ljasah 52 Masa Kerja > 10 oB Rp. 3.250.000.00
ljasah 53 Masa Kerja 0-5th OB Rp. 3.250.000,00
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Masa Kerja > 30 Tahun

NO URAIAN SATLUAN BESARAN
_ija'a_s%iiiTs“a_Fi-!asa Kerja 6-10th OB | Rp. 3.400.000,00 |
ljasah 33 Masa H.Ei]ﬂ =10 OB Hp 3. EIEIH DI}D EIEI |

5 UPAH PEGAWAI NON ASN DATABASE  NON DATABASE BKN

TEMAGA PENDIDIKAN GTT
ljasah DIVDIINS 1/52Masa Kerja 0-5th OB Rp. 1.200.000,00
lasah DIVDIIE1/52 Masa Kerja 6-11th QOB Rp. 1.400.000.00
ljasah DINDIIS1/S2 Masa Kerja 12 - 17 OB Rp. 1.600.000,00
Tahun
ljasah DIVDIIS1/S2 Masa Kerja 18 - 23 OB Rp. 1.800.000,00
Tahun
ljasah DIVDINIS1/52 Masa Kerja 24-29 OB Rp. 2.000.000.00
Tahun

| ljasah DIFDIS1/52 Masa Kerja >30 OB Rp. 2.200.000,00
Tahun

| UPAH PEGAWAI NON ASN DATABASE / NON DATABASE BKN

TENAGA PENDIDIKAN PTT
ljasah SD/SMP/SMADIDINDINS1/S2 0B Rp. 1.200.000,00
Masa Kena 0-5 Tahun
ljasah SDISMPISMADIDIDING1/S2 0B Rp. 1.400.00000
Masa Kerja 6-11 tahun

~ | ljasah SDISMPISMA/DIDIVDINGS1/S2 0B Rp, 1.600.000,00
Masa Kena 12-17 Tahun

| ljasah SDISMPISMADLDIVDING1/S2 0B Rp, 1.800.000,00

Masa Kerja 18 sd 23 Tahun
ljasah SDISMP/SMADLDIVDINS1/52 08 Rp. 2.000.00000 |
Masa Kena 24 =d 29 Tahun
ljasah SD/SMP/SMA/DIDIVDIINGS1/52 OB Rp. 2.200.000.00 |

UPAH PEGAWAI NON ASN DATABASE / NON DATABASE BKN
i TENAGA KESEHATAN IPROFESI

Lingkungan/GizvKeterapianFisik/Teknisi
anMedikTeknikBiomedika Tenaga
Kesehatan Tradisional/ Tenaga
Kesehatan Lainnya/Non Nakes.

- Dokter / Dirg Sub Specialis SP2 OB Rp. 3.550.000,00
(Profesi §
Dokter / Drg Specialis SP1 { Profasi ) OB Rp. 3.150.000,00
Dokter Umum { Profesi ) OB Rp. 2.950.000,00
Fsikolog Klinis /| Apoteker [ Keperawatan OB Fp. 2.850.000,00
! Kebidanan Specialis | 52 Magisler
Profasi )
Apateker ( Profesi | OB Rp. 2.800.000,00
Profesi{ 51) o8 Rp. 2.280.000,00
Keperawatan/Kebidanan/Kesehatan
Masyarakat/Kesehatan
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NO URAIAN SATUAN BESARAN
Diploma 1-3D/D4 Terapan Perawat/ OB Rp. 2.100.000,00
Bidan/Mefarmasan/Kesahatan
Masyarakat/Kesahatan Lingkungan/Gizi
Muftrizionis/Keterapian Fisik/Keteknizsian
Medik/Teknik Biomedika/Tenaga
Kesehatan TradisionalTenaga
Kesehatan Lainnya/Non Tenaga
Kasahatan.

SOISLTASMK Kesehatan/Non OB Rp. 1.680.000,00
Kesehatan { Asisten Tenaga Kesehalan )
Administrasi Kesehatan :
llazah D3 Masa Kerja 0-5 Tahun (&2 Rp. 2.700.000.00
ljazah D3 Masa Kerja 6-10 Tahun oB Rp. 2.800.000,00
ljazah D3 = 10 Tahun B Rp. 2.900,000,00
ljazah D4/51 Masa Kerja 0-5 Tahun OB Rp. 2.950.000.00

| ljazah D4/S1 Masa Kerja 6-10 Tahun 0B | Rp. 3.100.000,00 |
ljazah D4/S1 > 10 Tahun OB Rp. 3.250.000,00
UPAH PEGAWAI DATABASE / NON

3 | DATABASE BEN

BANPOL PP
ljasah SDISMP/SMADIDIVDIILS OB Rp. 2.300.000,00
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LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR - A5 TAHUN 2025

TENTANG - PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN BIAYA PENGADAAN TANAH

Sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Masional Republik Indonesia
Nomor 5 tahun 2012 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan presiden
nomor 71 tahun 2012 tenlang pengadaan tanah bag pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum.
Bagi OPD yang membutuhkan tanah perlu menganggarkan biaya :
1. Pengukuran dan pemetaan tanah

. Pemberian ganti rugi kepada pemilik

. Operasional dan Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah.

2

3

4. Pengurusan hak atas tanah

5. Penitipan ganti rugi apabila diperlukan

6. Pemisahan dar sisa bagian tanah pemilik

7. Dalam rangka pembinaan, koordinasi, kensultasi, evaluasi, supervisi dan
penyelesaian dan

B. Lainnya yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas Panitia

Pengadaan Tanah Kabupaten

Ketentuan biaya Operasional dan Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf C, sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan ocleh Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 72 Tahun 2012,
sebagal berikul :

a. Biaya operasional dan biaya pendukung digunakan unluk kegiatan pada
tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil,
administrasi dan pengelolaan, serta sosialisasi,

b. Kegiatan tahapan perencanaan, sebagaimana dijelaskan pada butir &, terdin
atas.

1) Penelitian dan analisa terhadap rencana pembangunan dengan tata
ruang, prioritas pembangunan, rencana pembangunan jangka
menengah, rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah;

2) Koordinasi dengan instansi teknis lerkail;

4} Membuat analisa rencana pembangunan;

4} Melakukan kajian teknis dengan instansi terkait;
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5) Melakukan kajian oleh lembaga profesional;

6) Merumuskan rencana pengadaan tanah;

7) Melakukan dan menganalisa maksud dan tujuan serta rencana
pembangunan;

8) Merumuskan hasil kajian yang menguraikan maksud dan tujuan
rencana pEI‘I‘IbﬂI‘IgLLI'IﬂI‘I:

9) Mendala objek dan subjek atas rencana lokasi pengadaan tanah;,

10) Menentukan kepastian letak, stalus lanah dan luas tanahyang
diperlukan;

11) Memperhitungkan jangka wakiu yang diperlukan untuk proses
pengadaan tanah;

12) Melakukan analisa waklu yang diperlukan termasukiahapan pengadaan
tanah yang maliputi:

a) persiapan pelaksanaan pengadaan tanah;
b} pelaksanaan pengadaan tanah;

¢) penyerahan hasil pengadaan tanah; dan
d) pelaksanaan pembangunan;

13) Melakukan  kegiatan survei/sosial, kelayakan  lokasitermasuk
kemampuan pengadaan tanah dan dampak yang akan terkena rencana
pembangunan;

14) Melakukan studi budaya masyarakat, politik, keagamaan,budaya, dan
kajian analisa mengenai dampak lingkungan;

15) Melakukan analisa kesesualan fisik lokasi terutama kemampuan lanah
dituangkan dalam peta rencana lokasi pembangunan;

16) Melakukan perhitungan ganti kerugian ruang atas fanahdan bawah
tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan
lanah;

17) Menyusun rencana kebutuhan biaya dan sumber;

18) Melakukan perhitungan alokasi anggaran yang mealiputi perencanaan,
persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil administrasi, pengelolaan,
dan sosialisasi;

19) Melakukan perhitungan dan analisis biaya yang diperlukan; dan

20) Melakukan analisa dan manfaal pembangunan,

. Kegiatan tahapan persiapan, sebagaimana dijelaskan pada butir a, terdiri

atas:

1} Pemberitahuan rencana pembangunan;
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2) Pendalaan awal lokas,
3) Konsultasi publik/konsultas: publik ulang,
4) Penetapan lokasi;
5) Pengumuman penetapan lokasi;
6) Menerima keberatan pihak yang berhak;
7} Melakukan kajian atas keberatan pihak yang berhak;
8) Menenma/menolak keberatan pihak yang berhak;
9) Proses beracara di pengadilan lata usaha negara atas keberaian dan
pihak yang berhak; dan
10) Proses beracara di mahkamah agung atas keberatan dari pihak yang
berhak.
d. Kegiatan lahapan pelaksanaan, sebagaimana dijelaskan pada butir a. terdin
atas:
1] Penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah;
2) Pemberitahuan kepada pihak yang berhak;
3] Inventarisasi aspek fisik;
4] |dentifikasi aspek yuridis,
5) Publikasi hasil inventarisasi dan identifikasi serta daftar nominatif:
6) Keberatan dar pihak vang berhak dilakukan venfikasi ulang oleh
satgas,

7) Penunjukan jasa penilai atau penilai publik dan pengumuman penilai;
8) Menilai dan membuat berita acara penilaian;

9) Musyawarah dengan masyarakat;

10) Persetujuan dan pelepasan hak serta pembayaran;

11) Proses beracara di pengadilan negeri dan Mahkamah Agung, dan
12} Penyerahan pemberian ganti kerugian atau penitipan uang.

e. Kegialan tahapan penyerahan hasil, sebagaimana dijelaskan pada butir a,
terdin atas:

1) Penyerahan hasil pengadaan tanah;
2) Pemantauan dan evaluasi; dan
3) Sertifikasi.

f. Kegiatan administrasi dan pengelolaan, sebagaimana dijelaskan pada butir
a, meliputi biaya administrasi dan pengeiolaan untuk mendukung tertib
administrasi dan tertib pengelolaan dalam pelaksanaan pengadaan tanah
untuk pembangunan bagi kepentingan umum,
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g. Kegiatan sosialisas, sebagaimana dijelaskan pada butir a, melipuli biaya
pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka mengenai rencana pembangunan
yang dilakukan oleh tim persiapan baik secara langsung maupun tdak

langsung baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Biaya operasional dan pendukung untuk kegiatan pada tahapan
perencanaan dan persiapan ditetapkan oleh Gubenur dengan Keputusan
Gubenur yang mempedomani standar harga satuan yang berlaku. Sedangkan
untuk tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan mengacu pada
ketentuan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor
1TIPMKZ013, berdasarkan perhitungan dimulai 4% (empal persen) untuk nilai
ganti kerugian fanah sampai dengan atau setara dengan Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan

prosentase menurun sebagar benkut :

TABEL 10.1
BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPETINGAN
UMUM PADA TAHAPAN DAN PENYERAHAN HASIL

[sm Rp 10 miliar = {4% x < Rp 10 miliar)
| Diatas Rp 10 miliar s/d Rp15 miliar = (Rp.400.000.000) +(3% xRp5
! miliar)
| Diatas Rp15 miliar s/d Rp30 miliar = (550.000.000) + (2% x Rp15 miliar)
| Diatas Rp30 miliar s/d RpS0 miliar = (850.000.000) +( 1% x Rp 20 miliar)
| Diatas Rp50 miliar s/d Rp100 miliar | = (1.050.000.000) + (0,50% x 50
miliar }
Diatas Rp100 miliar s/id Rp250 miliar | = (1.300.000.000) + (0,25% x 150
miliar }
‘Diatas Rp250 miliar s/d Rp500 miliar | = (1.675.000.000) + (0,20% x 250
miliar )
Diatas Rp 500 miliar | ={2.175.000.000) + (0,15% x { Nilai
Ganti kerugian tanah - 500 miliar )

Biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya operasional dan blaya
pendukung dalam rangka kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan
penyerahan hasil, antara lain untuk henorarium, pengadaan bahan, alat tulis
kantor, cetak/stensil, fotokopilpenggandaan, rapat, sidang-sidang yang
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berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya

keamanan, penunjang musyawarah, sosialisasi, dan biaya perjalanan dinas

dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan unluk

kepentingan umum { tidak termasuk untuk biaya ganti kerugian dan jasa

penilai ),

CONTOH PENERAPAN
Pengadaan tanah bagi Pembangunan kepentingan umum dengan nilai Ganfi

kerugian tanah sebesar Rp. 1.000.000.000.000, - (satu triliun rupiah ), besaran
biaya operasional dan aya pendukung (BOBP) Adalah sebagai berikut :

BOBP

Rp.500 miliar 1)

= | ( Rp. 2.175.000.000) +{0,15% x (Nilai Ganti kerugian tanah -

( Rp. 2.175.000.000) +(0,15% x ( Rp. 1 triliun — Rp.500 miliar })
( Rp. 2.175.000.000) +(0,15% x Rp.500 miliar )

11

Rp. 2.175.000.000 + Rp. 750.000.000

I Rp. 2.925.000.000

TABEL 10.2

STRUKTUR DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH, TIM KAJIAN KEBERATAN,
PELAKSANA PENGADAAN TANAH DAN SATUAN TUGAS

NO URAIAN SATUAN BIAYA
| | Ganti rugi tanah s/d Rp10 miliar

Ketua merangkap anggola OB per Paket | Rp 1.600.000,00
Sekretaris merangkap anggota OB per Paket | Rp 1.300.000.00
Anggola OB per Paket | Rp 1.100.000,00
Sekretanal OB per Pake! | Rp  800.000,00

I | Ganti Rugi Tanah diatas Rp10 miliar

. s/d Rp50 miliar

| Kelua merangkap anggola OB per Paket | Rp 2.400.000,00
Sekretaris merangkap anggota OB per Paket | Rp 1.900.000,00
Anggota OB per Pakel | Rp 1.500.000,00
Sekretarial OB per Pakel | Rp 900.000,00

Il | Ganti rugl tanah diatas

Rp50 miliar o

| Ketua merangkap anggola OB per Pakel | Rp 3.700.000,00

i Sekretaris merangkap anggota OB per Paket | Rp 2.900.000,00

i Anggola OB per Paket | Rp £.400.000,00

[ Sckrstara OB per Paket | Rp 1.000.000,00 |

LIV | TIM KAJIAN
Ketua merangkap anggota Per Hasil | Rp. 1.100.000,00

- Kajan | |

'1 Sekretaris merangkap anggoela Per Hasil | Rp. 800.000,00

.~ Kajian =
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NO | URAIAN SATUAN BIAYA
Anggota B | PerHasii |Rp. 750.000,00
Kajian
V | SATUAN TUGAS Mengacu pada ketentuan dalam:

1. Peraturan Pemerintah
mengenai jenis dan tarif atas
Jenis Penenmaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku
pada Badan Pertanahan
MNasional.

2. Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Indeks dalam
rangka Penghitungan
Penetapan Tarif Pelayanan
Penerimaan Megara Bukan
Fajak pada Badan Pertanahan
Masional; dan

3. Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Persetujuan
Penggunaan Sebagian Dana
Penerimaan Megara Bukan
Pajak pada Badan Pertanahan
Masional.
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LAMPIRAN Xl PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR . 4% TAHUN 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR

HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman lugas berupa pendidikan
dan pelatihan, atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan
kapasitas sumber daya manusia bagi:

a. Pejabat Daerah,Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional;

b, Staf Pemernntah Daerah (PNS, Pegawai Pemenntah Dengan
Pernanjian Kontrak/P3K dan Non PNS):

¢. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan

d. Unsur lainnya seperti tenaga ahli, yang diselenggarakan oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten.

Z. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana lersebul angka 1
yang diselenggarakan oleh OPD selain Badan Kepegawaian Kabupaten
Jember, agar dilaksanakan setelah mendapatkan ljin dari Bupati melalui
Badan HKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupalen.

4. Dalam kondisi tertentu, penyelenggaraan diklat dapat dilaksanakan di luar
Pusdikiat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten.

4. Biaya Penyelenggaraan Diklai Prajabatan/Latihan Dasar  uniuk
CPNS/PPPK/K2IK1/Pejabal  Fungsional dar pengadaan PNS Umum
disesuaikan dengan larfl Badan Diklal Terakreditasi.

5. Biaya Penyertaan Diklat StrukturaliTeknis/Fungsional disesuaikan dengan
tarif Badan Diklat Terakreditasi.

6. Biaya Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Benchmarking / OL / Sludy
Banding Kegiatan Diklat Teknis / Fungsional /| Kepemimpinan di Locus
tempat yang dikunjungi ditetapkan sebesar Rp, 10.000.000 -'Locus

7. Belanja Konsumsi peserta pendidikan dan pelatihan per han per orang
ditetapkan :
a. Diklat yang dilaksanakan di hotel dalam kota Rp. 1.300.000.- / Qrang
Har
b. Diklat yang dilaksanakan di hotel luar kota Rp. 1.800.000,- / Orang Hari
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8. Khusus untuk penyelenggaraan diklat yang menggunakan pola kemitraan/
bekerjasama dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur/ daerah lain/
Instansi/lembaga lain menyesuaikan pola kemitraan dengan pihak
paenyelenggara pada Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.10.000.000.- /
angkatan

9. Biaya / Tarf ! Honor Penilaian Kompetensi ( Competence Assesment ) /
Panitia Seleksi Jabatan menyesualkan Pola kemitraan dengan pihak
penyelenggara Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur,

1) Penyediaan/ Pelayanan Penllalan Kompetensi ( Assesment) Level
Pelaksana / JF Terampil
a. Group peserta sampai dengan 20 orang Rp. 3.000.000,-
Peserta.
b. Group peserta sampai dengan 30 orang Rp. 2.000.000.- /
Peserta.
c. Group peserta diatas 30 orang Rp. 1.500.000,- / Peserta.
2) Penyediaan/ Pelayanan Penilaian Kompetensi [ Assesment) Level
Pengawas / JF Ahli Pertama
a. Group peserla sampa dengan 10 orang Rp. 6.000.000,- |/
Peserta.
b, Group peserla sampai dengan 30 orang Rp, 3.000.000-
Peserta,
¢. Group peserta diatas 30 orang Rp. 2.000.000.- / Peserta.
3) Penyediaan/ Pelayanan Penilaian Kompetensi ([ Assesment) Level
Administrator | JF Ahli Muda
a. Group peserta sampai dengan 10 orang Rp. 7.000.000,- /
Peserta.
b. Group peserta sampai dengan 30 orang Rp. 4.000.000.- /
Peserta.
¢. Group peserta diatas 30 orang Rp. 3.000.000,- / Peserta.

4) Penyediaan/ Pelayanan Penilaian Kompetensi ( Assesment) Level
Jabatan Pimpinan Tinggl Pratama / JF Ahli Madya
a. Group peserta sampai dengan 12 orang Rp. 6.000.000,- /
Peserla
b. Group peserta sampal dengan 20 orang Rp. 5.000.000,- /
Peserta
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10. Honorarium penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan ( DIKLAT)

URAIAN SATUAN [ BESARAN |
1 Honorarium Penceramah i TQJP Rp. 1.000.000 -
| 2 ‘Haonaranum Punga_jar yang P Rp. 300.000 -
berasal dari luar satuan kerja
penyeengoara
3 Honararium Pengagar yang OJP Rp, 200.000,-
barasal dalarm satuan kerja
penyelenggara
4 Honararium Penyusunan Fer Modul Rp, 5000.000,-
I| Modul Diklat

5 | Honoranum Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklal

| 2 Lama Diklais.d 5 han

1) Penanggung jawab [ Rp, 450.000.-

2} Ketua ! Waki Kelua oK Rp. 400,000, -

3) Sekrefans (7 Rp, 300.000.-

4} Anggota DK Rp.  300.000.-
" | b. Lama Dikial 6 5.d 30

Fari

1) Penanggung jawab Ok Rp, 673.000.-

2) Kelua / Wakil Kelua 4 Rp. G00.000.-

3) Sekretarns DK Rp, 450.000.-

4) Anggata oK Rp, 450.000,-

c. Lama Dikial lebih dan

30 hari

1] Penanggung jawab O, Rp. 900.000.-

2] Kelua ! Wakil Ketua O Rp. B00.00O0.-

3) Sekrelans DK Rp, 600.000.-

4] Anggota oK Rp. 600.000,-

1) Henorarium  penceramah  dapat  diberikan  kepada  Pejabat
Megara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota PolrfTNI yang
memberikan wawasan pengelahuan dan / atau shaning experence
sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegatan
pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan secara luring {offling)
maupun daring {(onfine) melalui aplikasl secara live dan bukan rekaman /
hasil tapping dengan ketentuan sebagai berkut

a. Berasal dani luar satuan keria penyelenggara; dan
b. Honorarium tersebut hanya diberikan kepada Pejabat Eselon |l ke
atas / setara.
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Honorarium Pengajar yang barasal dan luar satuan kerja penyelenggara
dapat diberikan kepada pengajar yang berasal darn luar satuan kerja
penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari
saluan kerja penyelenggara baik yang dilaksanakan secara lunng
{offline) maupun daring {onfine) melalui aplikasi secara live dan bukan
rekaman / hasil taping.

Henorarium Pengajar yang berasal dalam satuan kerja penyelenggara
dapat dibarikan kepada pengajar bailk widyaiswara maupun pegawai
lainnya balk yang dilaksanakan secara luring (effiing) maupun danng
{onfine) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman / hasil faping.
Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal
jam tatap muka, Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium Penyusun Modul Diklat dapat diberikan kKepada Pejabat
Megara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggofa Polri/TNI yang ber
tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan
surat keputusan pejabatl yang berwenang. Pembenan horarium yang
dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut -

a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan
beban kerja wajib widyaiswara sesual kelentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusun modul dikiat baru
atau penyempumaan modul diklat lama dengan prosentase
penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 50% (lima
puluh persen).

Honoranum Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat dapat diberikan
kepada panitia penyelenggara dikiat yang melaksanakan fungsi tata
usaha diklat, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal hal lain yang
menunjang penyelenggaraan diklal berjalan baik dengan ketentuan
sebagal berikul :

a. Merupakan tugas tambahan/ perangkapan fungs bagi yang
parsangkutan ;

b. Dilakukan secara seleklil dengan mempertimbangkan
urgensinya. dan

c. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak
10% (sepuluh persen) dar jumlah peserta dengan
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mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan. Dalam
hal jumiah peserta kurang dar 40 ( empat puluh ) orang, maka
jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4
(empat) orang.

Ketentuan

1. Jam Pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat

adalah 45 (empat puluh lima) meanit,

2. Honorarium Panitia penyelenggara kegiatan diklat hanya dapat diberikan

untuk kegiatan yang dilakeanakan secara luring (offline)

3. Penghitung lama kegiatan penyelenggaraan diklat berdasarkan jumlah
hari tatap muka (jalur pelatihan klasikal).
11.Biaya Kemitraan Kegiatan Diklat Pengembangan Sumber Daya Manusia

menyesuaikan dengan Pola Kemitraan dengan pihak penyelenggara
BPSDM Provinsi Jawa Timur,

a
b.

d.
e

5

Evaluasi Dampak Diklar Rp. 17.500.000 / angkatan

Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi / Analisis kebutuhan
Dikiat Rp. 17.500.000 / Angkatan

Pelatihan Kepemimpinan Administrator / Pengawas Rp. 17.500.000 - /
Angkatan

Pelatihan Teknis / Fungsional Rp. 10.000.000 - / Angkatan

Pelatihan Dasar CPNS Rp. 10.000.000 - / Angkatan

Pendampingan Workplace Learning Rp. 15.000.000,-

12.Biaya Kemitraan Penyelenggara Seleksi dengan Metode Computer Assisted
Test (CAT) :

.

Seleksi Pengembangan Karier Pegawai Aparatur Sipil Megara di
dalam BKN

. Seleksi Pengembangan Karier Pegawai Aparatur Sipil Negara di luar

BEN

Menyesuaikan dengan pola Kemitraan dengan pihak penyelenggara BKN




